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Monopoli danlatau pemusatai1 kegiatail ole11 negara tersebut hanya dapat 
dilakukan setelah diatur tel.lebi11 dahulu dalan~ bentuk undang-undang dan bukan 
peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, ha1 ini merupakail 
syarat legal dari negara untuk melakukan monopoli dail danlatau pemusatan 
kegiatan atas barang dadatau jasa yang inenguasai hajat hidup 01-ang banyak serta 
cabang-cabang produksi yang penting bagi negara. 

Penelitian beiupa hak rnonopoli yang diberikan kepada BUMN di dalain 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.Tipe Penelitian yang digunakan dalam 
penulisan tesis adalah penelitian hukum normatif. Tujuan akhir yang diharapkan 
dari penulisan tesis adalah untuk memberikan pengertian yang baik dan mendalam 
dalam menjawab rumusan masalah dengan menggunakan penelitian hukum 
normatif. 

Berdasarkanhasilanalisis, dapatdisimpulkandaripenelitianini, antara 
lain:Filosofipemberianhakmonopolikepada BUMN dalamundang-UndangNomor 
5 Tahun 1999 adalahmerupakanbagiandariperan Negara dalampersainganusaha. 
Peran Negara inidiperlukansebagaiusahauntukterciptanyalevel playing 
Jieldantarpelakuusahadanuntukmelindungipihak yang lemahyaitukonsumen. 
Perekonomian yang tersimpuldalamPasa1 3 3 UUD 1945 
inerupakandemokrasiekonomi Yang 
inenjadidasardantitikto1akbagipeinbangunanekonomi.Dengandeinikian lVegara 
ineinpunyaiperandantanggungjawabberdzsar undang- 
undangdalamberbagaibidangkehidupantemasukdalammengaturmengenaicabang- 
cabangprodultsi yang menguasaihajathudup orang banyak yang dirasakan vital 
bagikehidupanmanusia.Peranan Negara 
dalamkehidupanekonomidapatdiwujudkandalainperaturan pemerintah dan 
undang-undang Negara dalainkegiatanekonomi yang bersifatyuridis, 
yaitupengaturanmonopolidadataupemusatankegiatan Yang 
berkaitandenganproduksidanpemasaranatasbarangdadataujasa Yang 
menguasaihidup orang banyakserta yang pentingbagi Negara. 

BerdasarkanPasal 5 1 Undang-UndangNomor 5 Tahun 1 999 
mengakuiadanyakewenangan Negara dalammemberikanhakmonopolikepada 
BUMN danataubadadlembaga Yang 
dibentukatauditunjukpemerintahuntukmenyelenggarakamonopoliatasbarangdana 
taujasa yang menguasaihajathidup orang banyaksertacabangproduksi yang 
pentingbagi Negara. Namunterhadaptindakan Yaw 
dilakukanolehpemeganghakmonopoli Yang bertentangandenganprinsip- 
prinsippersainganusaha yang sehattidakdikecualikan.Peran BUMN 
saatinisudahmeluasmenjaditigakegiatanutama, yaitu; perencana, pelaku, dan 
regulator.Ha1 initerjadikarenasetiapkegiatan BUMN 
tidakterlepasdariduasisikepentingan, yaitu; kepentinganekonomidanpolitik.Karena 
BUMN inibertindakselakupelakubisnissekaligussebagai regulator, 
makahalinibertentangandenganseinangatpersainganusahasehat (Undang- 
UndangNomor 5 Tahun 1999). 
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BAB T 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Sejarah negeri ini, dail juga di seantero dunia, telal~ meinbuktikan 

dengan gamblang betapa hampir seinua bentuk monopoli merugikan 1-akyat 

dail perekonomian.Praktik-praktik inonopoli inenjadi "benalu" yang ' turut 

memberikan sumbangan bagi krisis ekonomi nasional. Rakyat dirugikan 

karena meinbeli suatu produk dengan harga inahal dan perekonomian 

menderita karena terjadi pemborosan dalam penggunaan suinber daya. 

Keberatan utainanya adalah, hampir dapat dipastikan semua pelaku inonopoli 

akan ineilentukan volume produksi lebih rendah untuk memperoleh harga 

penjualan yang lebih tinggi.' 

Monopoli pertama kali ineiljadi perdebatan di kalangan founding 

fathers. Perdebatan tersebut terutama berkisar pada kata "dikuasai oleh 

negara" (Pasal 33, ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945). Presiden Soekarno 

menafsirkan bahwa karena kondisi perekonomian pasca kemerdekaan masih 

lemah, maka negara hams menguasai sebagian besar bidang usaha yang dapat 

menstimulasi kegiatan ekonomi. Sedangkan, Wakil Presiden Mohammad 

Hatta memandang bahwa negara hanya cukup menguasai perusahaan yang 

benar-benar menguasai kebutuhan pokok masyarakat, seperti listrik dan 

transportasi. Pandangan Hatta ini sejalan dengan paham ekonomi modern, 

- - 

I Faisal, H. Basri, "Monopoli Demi Rakyat," Edisi 04/03, 28 Maret 1998, 
htt~:llwww.tempo.co.id/andminlO3/O4/koloml.htm, Akses 3 Agustus 2009, 15.00. 



dimana posisi 1v.qpi-a hanya cukup menyediakan infrastruktur yang 

mendukung pelaksailaan pembai~gui~ai~.' 

Posisi dan peranan negara dalam pel-ekonolnian nasional pasca 

kei~~ei-dekaansangat dominan. Hal ini didasai-kan pada pertimbangan sebagai 

berikut: 

1. Situasi negara yang baru lepas dari peiljajahan tidak meiniliki social 

overhead capital (SOC) sebagai modal pembangunan; 

2. Besarnya kerugian dan kerusakan public tltilities sebagai akibat perang; 

dan 

3. Terpinggirkannya pengusaha pribuini (sebagai kelas ketiga setelah 

pengusaha El-opa dan Keturunan Arab dan China). 

Berbagai permasalahan tersebut mendorong pemerintah untuk 

berperan lebih besai- dan melakukan beberapa intervensi untuk mendorong 

tumbuhnya perekonomian na~ iona l .~  

Prinsip dasar yang hams dipegang teguh dalarn menyikapi monopoli 

menurut hukum adalah pada dasarnya semua monopoli dan praktik-praktik 

lain yang sejenis hzrus dihilangkan, kecuali untuk kasus-kasus tertentu yang 

sangat khusus saja. Prinsip ini berbalikan dengan prinsip dasar dalam 

ekonomi, yakni semua kegiatan ekonomi dibolehkan, kecuali untuk kasus- 

kasus yang sangat khusus saja seperti perdagangan obat bius, prostitusi, 

Rice, "The Origin of Basic Economic Ideas and Their Impact on New Order 
Policies," 1983, dikutip dari artikel http://kolom.vacific.net.id/ind/media/PrivatisasiPenera~an 
NasionalismePenaelolaai1BUMN.pdf, pada tanggal 23 Juli 2009, 15.30. 

4 Setyanto P. Santosa, 'Trivatisasi: Penerapan Nasionalisme Pengelolaan BUMN," 
http://kolom.pacific.net.idindmedia/PrivatisasiPenera~asionalismePen~elolaanBUMN.pdf, 
pada tanggal 23 Juli 2009, 15.30. 



perjudian, dan kegiatan-ltegiatan lain yailg bestentangan dengan penegakan 

harkat dan martabat manusia.' 

Dilihat dari keteiltuan Undang-Undang Nomoi- 5 tahun 1999 sendiri, 

dalam Pasal 17ayat (2) yang berbunyi "Pelaku usaha patut diduga atau 

dianggap melakukan penguasaan atas produksi dail atau peinasaran barailg dail 

atau jasa sebagaiinana dimaksud dalam ayat (1) apabila: 

I .  Barang dan atau jasa yailg bersangkutan beluin ada substansinya; atau 

2. Mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat inasuk ke dalam persaingan 

usaha barang dan atau jasa yang sama; atau 

3. Satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih daii 

50% pangsa pasar satu jellis barang atau jasa tertentu. 

Didalam Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, 

dapat disimpulkan ternyata tidak semua kegiatan inonopoli dilarang. Hanya 

kegiatan monopoli yailg menlenuhi unsur dan kriteiia yang disebutkan dalam 

Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 saja yang dilarang dilakukan 

oleh satu pelaku usaha atau kelompok pelaku ~ s a h a . ~  

Ada dua macarn monopoli, yaitu:7 

1. Monopoli yang diperbo1ehkan.Contoh monopoli yang diperbolehkan 

adalah monopoli alainiah dan monopoli yang diberikan berdasarkan 

amanat dari undang-undang, seperti pemberian hak monopoli kepada 

BUMN dan kepada pemegang hak kekayaan intelektual. 

Faisal H. Basri, loc. cit. 
Rachmadi Usman, Hukunz Persaingan Usaha di  Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, 

Jakarta, 2004, hal. 68. 
7 h t t p : / / i d . w i k i p e d i a . o r ~ ,  ahes  0 1 Agustus 2009, pkl. 13.35. 



2. Monopoli yailg tidak (1 iperbolehkan. 

Jenis monopoli yang seringkali menjadi masalah yaitu jenis yailg 

kedua, yaitu inonopoli artifisial. Monopoli ini lahir karena persekongkolan 

atau kolusi politis dan ekonomi antara pengusaha dan penguasa demi 

lnelinduilgi kepeiltingan kelompok pengusaha tersebut. Monopoli seinacaln ini 

dapat lahir karena pertiinbangan rasional maupun irasional. Pertimbangan 

rasional misalnya demi melindungi industri industri dalam negeri, deini 

memenuhi economic of scale, dan seterusnya. Pertimbailgan yang irasional 

dapat sangat pribadi sifatnya dan dapat dari yang samar-samar dan besar 

muatan ideologisnya sampai pada yang kasar dan terang-terangan. Monopoli 

ini merupakan suatu rekayasa sadar yang pada akhirnya akan menguntungkan 

kelompok yang mendapat inonopoli dan inerugikan kepentingan kelompok 

lain, bahkan kepentingan mayoritas ~ n a s ~ a r a k a t . ~  

Bentuk monopoli yang pada umumnya di banyak negara diberi 

toleransi adalah monopoli alamiah (natural monopoly). Lazimnya bentuk 

monopoli dernikian terjadi pada usaha infiastruktur seperti listrik, air bersih, 

dan telepon. Monopoli alamiah muncul sebagai konsekuensi dari tuntutan 

skala produksi yang amat besar untuk mencapai biaya produksi rata-rata yang 

serendah-rendahnya. Dalam kasus ini pun pemerintah hams meneg akkan 

aturan main yang tegas, khususnya dalarn penentuan harga agar pelaku 

monopoli tak bertindak semena-mena demi memperoleh laba be r l eb iha~~ .~  

LPP Community, "Etika Bisnis Monopoli Kasus PT Perusahaan Listrik Negara," 
http://lppcornmunity.wordpress.com/20O9/0 1/08/etika-bisnis-monopoli-kasus-pt-perusahaan- 
listrik-negara1Januari 8,2009 pada 8:24 am, akses 29 Juli 2009, pkl. 01.30. 

~ a i s a  H. Basri, Ibid. 



Monopoli alamiah lahil- karena mekanisme murni dalam pasal-. 

Monopoli ini lahir secara wajar dan alamiah karena kondisi objektif yang 

diiniliki oleh suatu pei-usahaan, yang menyebabkan perusahaan ini unggul 

dalain pasar tailpa dapat ditandiilgi dail dikalahkan secara men~adai ole11 

perusahaan lain. Dalam jenis monopoli ini, sesungguhnya pasar bersifat 

terbuka. Karena itu, perusahaan lain sesungguhnya bebas masuk dalam jellis 

industri yang saina. Hanya saja, perusahaan lain tidak mampu nlenandingi 

pei-usahaan monopolistis tadi sehingga perusahaan yang unggul tadi relatif 

menguasasi pasar dalam jenis industii tersebut.'' 

Monopoli murni adalah suatu jenis pasar yang digolongkan 

berdasarkan: ' 
1. Seorang penjual atau produsen tunggal 

2. Sebuah produk yang unik, tanpa barang pengganti yang dekat, 

3. Kemampuan penjual untuk meminta harga apapun yang dikehendaki, 

4. Jalan masuk' ke dalarn industri yang seluruhnya diblokir secara hukum, 

hambatan teknologi atau ekonomi, dan 

5. Tidak memerlukan tindakan non-harga, kecuali hubungan masyarakat dan 

menyatakan goodwill. 

Contoh-contoh monopoli murni adalah tidak umum karena biasanya 

monopoli salah satunya diatur atau dilarang sama sekali. Kasus-kasus dimana 

suatu perusahaan memiliki kekuatan monopoli dalam jumlah yang besar, 

namun tidak dapat dianggap sebagai suatu monopoli murni, dapat dengan 

lo LPP Community, op. cit. 
I I PEOI, "Monopoli Murni," http://www.peoi.or~/Courses/Coursesba/mic/inic5.html, 

akses 29 Juli 2009, pkl.01.35. 



mudah ditemukan. Monopoli bisnis elpiji di dalam negeri yang dilakukan ole11 

Pertamina dinilai sebagai conto11 ]la1 yang natural (alamiah). Monopoli 

terpaksa terjadi karena peinain swasta tidak mau masuk lantal-an dinilai tidak 

ekonomis.I2 

Sebali knya pada usaha-usaha yang seharusn ya tidak belyotensi 

memunculkan monopoli, justru peinerintah secara sadar ineinberikan 

keleluasaan kepada satu perusahaan uiltuk bertinciak sebagai pemonopoli 

tanpa melalui proses persaingan sama sekali. Conto11 selain BPPC yang 

memonopoli cengkih adalah Bulog (lembaga pemerintah) untuk sejumlah 

kebutuhan pokok, inaskapai penerbangan Garuda (BUMN) untuk angkutan 

haji, kelompok Salim (swasta nonpribumi) untuk bawang putih, Ari Sigit 

(swasta pribumi) untuk lebih seribu jenis obat Ciila, serta sejumlah koperasi 

untuk berbagai usaha perdagangail barang dan jasa. Tak ada satu pull dari 

pabrik monopoli ini yang tidak merugikan masyarakat maupun 

perekonomian." 

Salah satu dasar dari tiga sebab pokok timbulnya monopoli dj suatu 

pasaran adalah diberikannya hak kepada suatu perusahaan oleh pemerintah 

untuk bertindak sebagai penjual atau produsen tunggal dari sesuatu barang 

atau jasa. Hak monopoli atau duopoli (pasaran yang dikuasai oleh dua penjual) 

yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia kepada satu atau dua BUMN atau 

perusahaan swasta untuk mengimpor barang tertentu di bawah tata niaga 

12~urseffi Dwi Wahyuni, Bisnis Elpiji Domeslik Masih Monopoli Alamiah, Minggu, 
25/01/2009 16:37 WIB, http://www.detikfinance.com/read/2009/01/25/163711/1074116/4/bisnis- 
elviii-domestik-masih-monovoli-alamiah, akses 29 Juli 2009,01.45. 

131bid. 



impor yang telah berlaku sejak awal dan selanla tahun 19SOan adalah conto11 

yailg jelas dari kedudukan lnoilopoli yang dikukuhkan oleh pen~erintah.'4 

Meinbal~as peranan BUMN sebagai badan usaha yang diberikan hak 

meinonopoli pasar ole11 undang-undang di Indonesia dibandingkan dellgall 

beberapa Negara lain, selta fenomena banyaknya privatisasi sektor BUMN 

belakangan ini yang berkaitan dengan dugaan monopoli pasar. Komisi 

Pengawas Persaingiln Usaha (KPPU) lnenilai Badan Usaha Milik Negara 

(BUMN) memiliki posisi yang sama dengan pelaku usaha yang lain dan tidak 

memiliki hak untuk monopoli, kecuali ada undang-undang yang menyatakan 

demikian. Meski mendapat hak monopoli atas barang atau jasa tertentu 

melalui undang-undang, BUMlV tidak boleh melakukan praktik monopoli. 

Menurut KPPU, hiilgga kini hanya ada tiga BUMN yang pernah atau masih 

inendapat hak monopoli yaitu PT Pertamina (sudah dicabut), PT PLN, dan PT 

~amsostek . '~  

Disepanjang sejarah perkembangan perekonomian, terdapat tolak tarik 

antara pasar yang hams diatur oleh pemerintah di satu pihak dengan pasar 

yang bebas. Pihak yang berargumentasi bahwa pasar hams dibiarkan bebas 

tanpa perlu intervensi dari pemerintah bermula dari teori pasar bebas milik 

Asam Smith. Sedangkan ajaran yang menghendaki bahwa ekonomi dan pasar 

14 Thee Kian Wie, "Aspek-aspek Ekonomi Yang Perlu Diperhatikan Dalam 
Implementasi Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 ",JurnaI Hulmnz Bisnis, Volume 7, 1999, hlm. 
66. 

l5 Antara, "KPPU: BUMN Tak Boleh Lakukan Praktik Monopoli, Jumat," 27 Pebruari 
2009 04:28 WIB, http://www.antara.co.idlview/?i=1235683726&c=E&s=, akses 29 Juli 2009, 
pH 0 1.40. 



diltontrol penuh ole11 Negara tanpa memberikan hak milik kepada warga 

negaranya, disebut alirau koinunis lnilik Karl ~ a r x . "  

Adapun yang merupakan alasan secara yuridis-konstitusional untuk 

membena~-kan suatu intervensi pe~nerintah antara laill lewat pengaturan pasar 

adalah apa yang telah ditetapkan ole11 UUD 1945 selaku dasar konstitusional 

dari negara kita. ULTD 1945 memang ada mengatur bisnis dalam Pasal 33 

yaitu:'7 

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas 

kekeluargaan. 

2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai 

hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. 

3.  Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh 

negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakinuran rakyat. 

4. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi 

dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, 

benvawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga 

keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. 

Ketentuan dalarn Pasal 33 UUD 1945 tersebut memberikan 

kemungkinan ikut campur pemerintah ke dalam pasar dan bisnis dalam hal-ha1 

tertentu dan sampai batas-batas tertentu pula. 

Kekuasaan pemerintah untuk pasar ini bersumber dari kekuasaan yang 

disebut dengan Power of Economic Region. Intervensi pasar ole11 pemerintah 

I G  Munir Fuady, Hukum Anti Monopoli Menyongsong Era Persingan Sehat, Cipta 
Aditya Bakti, Bandung; 1999, hlm. 24-25. 

171bid, hlm. 30. 



dilakultan melalui pengatusan tentang persaingan usaha untuk mencegah 

monopoli, pernberian subsidi, pemberian government loan, melakukan sensol- 

terhadap kegiatan teltentu, dall juga COII~I-01 yang penuh tel-hadap bisnis.'" 

Bentuk campur tangan pemerintah ke dalaln pasal- dan bisnis 

diwujudkan dalain pembentukkan BUMN. BUMlV atau perusahaan negara 

telah lama dikenal sejak masuknya Belanda di Indonesia. VOC adalah Trust 

yang dibentuk pemerintah Belanda untuk melaksanakan usaha dagang di 

~ndonesia. '~ Bentuk perusahaan Negara yang dikemukakan W. Fridmann 

adalah Departemental Government Enterprise, Statutory Public Corporation 

dan Commercial Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 1967~ '  

membedakan Perusahaan Negara menjadi Perusahaan Jawatan, Perusahaan 

Urnum (Public Corporation), dan Persero (Public atau State ~ o m ~ ~ r n ~ ) . ~ ~  

Sedangkan menurut Undang-undang BUMN yang baru Undang-Undang 

Nomor 19 Tahun 2003, hanya terdapat dua jenis BUMN yang tersisa yaitu 

Perum dan Persero. 

Perkembangan BUMN dalam sejarah perekonomian Indonesia dibagi 

menjadi empat generasi, generasi pertama BUMN pada tahun 1945- 1959, 

I8lbid., hlm. 23-24. 
'' sumantoro, Aspek-aspek Hukum Badan Usaha Milik Negara, BPHN Departemen 

Kehakiman, Jakarta, 1987, hlm. 17. 
20 W. Friedmann, Law in a Changing Society, Columbia University Press, New York, 

1972, hal. 340-342. 
21 Instruksi Presiden No. 17 Tahun 1967 mengenai Pengarahan dan 

Penyederhanaan Perusahaan Negara Kedalam Tiga Bentuk Usaha Negara yang direvisi dengan 
Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Peilgganti 
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1969 tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara (Lembaran Negara 
Tahun 1969 Nomor 16, Tarnbahan Lembarail Negara Nomor 2890) menjadi Undang-undang 
(Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2904); 

22 Lampiran A, B, C, Inpres No.17 Tahun 1967. 



Perusahaan Negara digunakan untuk mengambangkan usaha p~rblic zlfilifics 

yang inenyailgkut hajat hidup orang banyak dan industry vital strategis, 

dengall ciri-ciii bersifat strategis dan inodal pei~lerintal~.23 Pada generasi kedua 

pada tahun 1959-1974, pemerintah inengambil alih senlua perusallaan Belanda 

dan inenyebabkan peranan Negai-a sangat dominan atau disebut sebagai 

periode etatisme. Pada generasi ketiga tahun 1974-1982, banyak terjadi 

swastanisasi BUMN dan terjadi banyak perubahan status peruin ke persero, 

yang menyebabkan terjadi kekacauan teoritis, antara prinsip pelayanan public 

dan sarana pendapatan negara, karena sector public utilities identik dengan 

perjan dan perum, sedangkan persero identik dengan sarana pendapatan 

Negara dengan tujuan maksimalisasi profit. Generasi keempat, tahun 1982- 

sekarang, merupaan era swastanisasi BUMN yang disebabkan gelombang 

globalisasi. 

Mengenai monopoli oleh BUMN sendiri di dalam Undang-undang 

Nomor 5 Tahun 1999 diatur di dalam Pasal 51. Dalam Pasal 51 tersebut 

menyatakan bahwa Negara masih dimungkinkan memberikan hak monopoli 

d d a t a u  pemusatan kegiatan produksi danlatau pemasaran barang danlatau 

jasa sepanjang kegiatannya termasuk atau menyangkut cabang-cabang 

produksi yang penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup orang banyak.24 

Jadi, pada intinya monopoli oleh BUMN diperbolehkan, tetapi praktik 

bisnisnya tetap tidak diperbolehkan dilakukan dengan cara monopoli. Ini 

23 Christianto Wibisono, Profil dan Anatomi BUMN, Kompas, 6 Oktober 1989, dikutip 
dari Ibrahim R, Prospek BUMN dan Kepentingan Umum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, 
hal. 110. 

24 Rachrnadi Usman, op., cit, hal. 72. 



menandakan bahwa BUMN pull tidak bebns dari jangkauan hultum pel-saingan 

usaha. BUMN mempunyai hak monopoli, tapi kalau melnkukan pelanggaran 

l~~isalilya dalain proses tender, tetap akan dihukum, salna dengan pelaku usaha 

lainya dan tidak bole11 ~nelakukan praktik bisnis monopoli." 

Pada pelaksanannya, i~lonopoli danlatau pemusatan kegiatan ole11 

negara hams diatur dellgan undang-undang dan diselenggarakan secara efisien 

serta iinplikasi pelaksanaallnya tldak mengakibatkan praktek monopoli dan 

atau persaingan usaha tidak sehat. Mengingat luasllya materi muatan Pasal 5 1 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, maka perlu dirulnuskan pedoman 

pelaksanaannya. Pedoman tersebut dirumuska~l agar perbuatan administrasi 

negara tidak meilgarah pada pelampauan wewenang atau penyalahgunaan 

wewenang sehingga tidak ~nerugikan kepentingan ~ i n u i n . ~ ~  

Pada pedoman pelaksanaan Pasal5 1 Undamg-Undang Noinor 5 Tahull 

1999 dipaparkan bahwa dengan memperhatikan uraian Pasal 51 didapatkan 

pemahaman bahwa baik monopoli maupun pemusatan kegiatan bukan 

merupakan kegiatan yang dilarang Undamg-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan 

dapat dilakukan ataupun dicapai oleh satu atau lebih pelaku usaha dengan 

tetap memperhatikan prinsip-prinsip persaingan usaha yang ~ e h a t . ~ ~  

Selain itu, monopoli dadatau pemusatan kegiatan oleh negara tersebut 

hanya dapat dilakukan setelah diatur terlebih dahulu dalain bentuk undang- 

undang dan bukan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, 

25 Antara , ibid. 
26http://www.~p~.go.id~docs/~edoman/pedoman~~asa1~5 1-n~ono~oli-bumn.pdf, 

akses 10 Agustus 2009, pM.18.01. 
27~bid. 



ha1 i ni mesupaka11 syarat legal dari negara untuk melakukan monopoli dan 

danlatau pernusatan kegiatan atas barang danlatau jasa yang menguasai hajat 

hidup orang banyak serta cabang-cabang produksi yang penting bagi negara. 28 

Monopoli yang jelas dilakukan tel-kait perusallaan yang didiriltan dan 

dikelola langsung ole11 negara, sudah jelas melaksanakan ltepentingan 

monopoli yang dibolehkan oleh Undang-undang, yang umumnya berbentuk 

Perusahaan Umuin (Perum) dan Persero, sedangkan Peiusahaan Jawatan 

sudah dihapuskan. BUMN yang berbentuk Perseroan, mencakup pula di 

dalamnya kepemilikan di luar pemerintah, meskipull secara mayoritas saham 

dimiliki pemerintah,dan sisa ksaham kepemilikan diberikan kepada 

perseorangan dan swasta. Kepemilikan oleh pihak diluar ~emerintah~menjadi 

permasalahan pada penerapan lnollopoli dalam menjaga pel-saingan usaha 

yang sehat didasarkan teks tertulis dalam UUD 1945, UU Persaingan usaha 

serta Peraturan pemerintah lain, perlu dianalisa lebih lanjut dalam suatu 

penelitian. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan penelitian ini, maka rumusan 

inasalah dalarn penelitian ini adalah: 

1. Apakah filosofi pemberian hak monopoli kepada BUMN dalam Undang- 

Undang Nomor 5 Tahun 1999? 



2. Bagaimam Penerapan Pasal 5 1 Unda~~g-Undang Nomor 5 Tahun 1999 

membe~ikan hak ~nonopoli kepada BUMN? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan ruinusan inasalah tersebut diatas, maka tujuan penelitian 

ini adalah: 

1. Untuk menganalisis filosofi pemberian hak monopoli kepada BUMN 

dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. 

2. Uiltuk mengkaji penerapan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 

1999 membeiikan hak monopoli BUMN. 

D. Kerangka Teori 

Pada Undang-Undang Noinor 5 Tahun 1999, monopoli inerupakan 

salah satu dari enam lcegiatan yang dilarang dilakukan oleh pelaku usaha. Di 

dalain Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1 999 tersebut, pengertian monopoli 

dibedakan dari praktik m o n ~ ~ o l i . ~ ~  Praktik monopoli sendiri' didefinisikan 

sebagai pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang 

mengakibatkan dikuasainya produksi danlatau jasa tertentu, sehingga 

menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan merugikan kepentingan 

umum." Monopoli sendiri dalarn Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 

diartikan sebagai penguasaan atas produksi dadatau pemasaran barang 

29 Rachinadi Usman, op., cit, hal. 68. 
30 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 pasal 1 ayat (2). 



clanlatau jasa tel-tentu ole11 satu pelaku usaha atau satu Itelompok pelaku 

usa1m3 

Mo~lopoli di dalain Black Law Dictionary diartikan sebagai cor7tr.01 or 

advantage obtained by one supplier or pr-odz~cer over the cornnzercial market 

within a given region. 32 

Secara etimologi, monopoli berasal dari bahasa Yunani, yaitumonos 

yailg berarti satu dan polein yang beraiti penjual. Monopoli dalam - 

ensiklopedia bebas berarti suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat satu 

penjual yailg menguasai pasar. Penentu harga pada pasar ini adalah seorang 

penjual atau sering disebut sebagai " m ~ n o ~ o l i s " . ~ ~  

Sebagai penentu harga (price-rnake~.), seorang monopolis dapat 

inenaikkan atau rnengurangi harga dengan cara n~enentukan jumlah bai-ang 

yailg akan diproduksi; semakin sedikit barang yang diproduksi, semakin 

mahal harga baracg tersebut, begitu pula sebaliknya. Walaupun demikian, 

penjual juga memiliki suatu keterbatasan dalam penetapan harga. Apabila 

penetapan harga terlalu mahal, maka orang akan menunda pembelian atau 

berusaha mencari atau membuat barang subtitusi (pengganti) produk 

t e r ~ e b u t . ~ ~  

Pada catatan hukum Inggris kuno, monopoli diartikan sebagai suatu 

izin atau keistimewaan yang dibenarkan oleh raja untuk membeli, menjual, 

membuat. Mengerjakan atau menggunakan apapun secara keseluruhan, 

3 1  Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 pasal 1 ayat (1). 
32 Bryan A. Gamer, et.al, eds, "Black's Law Dictionaly " (8Ih Edition), West Publishing 

Co, St. Paul, Minnesota, USA: 2004, hal. 1023. 
33h~://id.wikiuedia.org/wiki/~asar~mono~oli, ibid. 
34~bid.  



dimana tindakan monopoli tersebut secara U I ~ L I J I I  clapat mengekang kebebasan 

berproduksi atau tl-ndirig. Atau monopoli disumuskan juga sebagai suatu 

tindakan yang lnelniliki atau illengontrol bagian besar dari suplai di pasar atau 

output dari kolnoditi tertentu yang dapat mengekang kompetisi, nlembatasi 

kebebasan perdagangan, yang lnemberikan kepada pelnonopoli kekuasaan 

pengontrolan terhadap l ~ a r ~ a . ~ ~  

Selain istilah monopoli, di USA sering digunakan kata "nntztrtat" 

untuk pengertian yang sepadan dengan istilah "anti monopoli" atau istilah 

"dominasi" yang dipakai lnasyarakat Eropa yang artinya juga sepadan dengall 

arti istilah "monopoli", disamying itu terdapat istilah yang artinya halnpir 

sama yaitu "kekuatan pasar". Dalain praktek keelnpat kata tersebut, yaitu 

istilah "monopoli", "antitrust7', "kekuatan pasar" dan istilah "dominasi" saling 

dipei-tukarkan pemakaiannya. Keempat istilah tersebut dipergunakan untuk 

menunjukkan suatu keadaan dimana seseorailg menguasai pasar,dimana 

dipasar tersebut tidak tersedia lagi produk subtitusi yang potensial, dan 

terdapatnya kemampuan pelaku pasar tersebut untuk menerapkan harga . 

produk tersebut yang lebih tinggi, tanpa mengikuti hukum persaingan pasar 

atau hukum tentang permintaan dan penawaran pasar.36 

Pada konsepIslam, terminologi monopoli tidak ditemukan secara 

konkrit namun dalam muamalat terdapat satu ungkapan yang disinyalir 

"hampir mirip" dengan monopoli yaitu al-Ihtikar. Al-Ihtikar merupakan 

bahasa Arab yang definisinya secara etimologi ialah perbuatan menimbun, 

35http:llclick-~te.blo~spot.com/2008/08/anti-mono~oli-dan-~ersaingan-usaha.html, 
Akses 0 1 Agustus 2009, pkl. 13.45. 

36~bid. 



peng~i~mpulan (barang-bal-ang) atnu tempat untuk ~nenin~bun." Dalam kajian 

fikih al-lhtikar bermakna menimbu~~ atau menahan agar t e~ l jua l .~~  Adapun al- 

lhtikar secara tennillologis adalah menahan (meniinbun) barang-barang pokok 

manusia untuk dapat meraih keuntungan dengan rnenaikkan h a ~ - g a n ~ a . ~ ~  

Adiwannan Icarim rnengatakan bahwa al-Ihtikar adalah lnengambil 

keuntungan di atas keuiltungan normal dengan cara inenjual lebih sedikit 

barang untuk iiarga yang lebih tinggi, atau istilah ekonorninya disebut dengan 

monopoly's r e n ~ ~ ~ ~ e d a n ~ k a n  yang dimaksud dengan rnonopoli dalam istilah 

ekonomi adalah hak menguasai secara tunggal perdagangan di~nana pihak lain 

tidak boleh ikut campur, sehingga monopolis (pemegang hak monopoli) dapat 

melakukan produksi dan penawaran harga ~ e k e h e n d a k n ~ a . ~ '  

Ada beberapa ciri dan sifat dasar pasar monopoli. Ciri utama pasar ini 

adalah adanya seorang penjual yang inenguasai pasar dengan jumlah pembeli 

yang sangat banyak. Ciri lainnya adalah tidak terd~patnya barang pengganti 

yang memiliki persamaan dengan produk monopolis; dan adanya hambatan 

yang besar untuk dapat masuk ke dalam pasar. Hambatan itu sendiri, secara 

langsung maupun tidak langsung, diciptakan oleh perusahaan yang 

mernpunyai kemampuan untuk memonopoli pasar. Perusahaan monopolis 

37 W.J.S Poenvadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 
1976, hal. 307. 

38 Ahmad Warson Munawwir, Kamus al-Munawwir, Unit Pengadaan Buku Pondok 
Pesantren "al-Munaudr", Yogyakarta, 1994, ha1.307, dikutip dari artikel di 
htb://asvarihasanpas.blogs~ot.coml2009/02/inono~o1i-dan-ihtikar-da1am-hukum.htn11, akses 30 
Juli 2009, pkl. 00.30. 

39 Y U S U ~  Qasim, At-Ta'mil at-Tijariyyi Ji Mijan asy-Syari'ah, Dar an-Nahdhoh al- 
'Arabiyyah, Kairo, 1986, ha1.75, http://as~arihasanvas.blonspot.comi2009/02/monopoli-dan- 
ihtikar-dalam-hukum.htrn1, ibid. 

40 Adiwarrnan Karim, Ekononzi Miho  Islam, IIIT Indonesia, Jakarta ,2000, ha1.154. 
4 1  M Dahlan al-Bany, Kamus Ilmiah Populer, ARKOLA, Surabaya, 1994, ha1 482. 



akan berusaha i~~enyulitkan pendatang bai-u yang ingin lnasuk ke pasar 

tei-sebut dei~gan deilgan beberapa cai-a; salah satu di antaranya adalah d engan 

cara menetapltan harga serei~dak i ~ ~ u n g k i n . ~ ~  

Penetapan harga ke tingkat yang paling rendah, inenuiljukkai~ adanya 

usaha perusahaan monopoli menekan kehadiran perusallaan baru yang 

meiniliki modal kecil. Perusahaan baru tersebut tidak akan mampu bersaing 

dengan perusahaan monopolis yang memiliki kekuatan pasar, image produk, 

dan harga murah, sehingga lama kelamaan perusahaan tersebut akan mati 

dengall sendiiinya. 

Hal-ha1 yang dapat menimbulkan monopoli diantaranya:43 

1. Mollopoli negara yang ditetapkan oleh pemeiintah, misalnya: PLIV, PAM, 

Telkorn. 

2. Di kalangan usaha swasta: 

a. Karena kekuatan modal, misalnya: pabrik baja, pabrik mobil. 

b. Karena kerja sama dengan beberapa perusahaan dengan maksud untuk 

menguasai pasar dan menghilangkan persaingan, misalnya: kartel, 

trust, sindikat. 

c. Karena diberikan kedudukan monopoli oleh undang-undang, misalnya 

hak merek, hak cipta, franchise. 

d. Karena keterbatasan pasar (keindahan alam, keahlian istimewa, 

misalnya pemandangan yang indah, seniman.) 

4'l~tt~://click-gtg.blo~~pOt.com/2~~8/~8/anti-~~~ono~oli-dan-persain~an-usaha.html, 
ibid. 

43 ht~://www.ilmuku.com/file.php/1/Simulasi/n1~~302/materi2.html, Akses 01 Agustus 
2009, pk1.13.30. 



Ada tiga macain bentulc monopoli yang terjadi dalam pasar, yaitu:44 

1. Ncrtzlral Monopol-y, yaitu monopoli yang terjadi secara alainiah atau karena 

mekanisine pasar murni. Pelaku inonopoli rnerupakan pihak yang secasa 

alainiah menguasai produksi dan distsibusi produk tei-tentu. 

2. Monopolj) by Struggle, yaitu monopoli yang terjadi setelah adanya proses 

kompetisi yang cukup panjang dan ketat. Persaingan berjalan fair, tidak 

terjadi proses-proses yang melanggas aturan pasar terbuka. Berbagai 

pelaku bisnis yang terlibat dalam sektor tersebut telah melakukan 

kompetisi yangpanjang dan ketat melalui berbagai situasi dan hambatan. 

3. Monopoly by decree, yaitu proses monopoli yang terjadi karena adanya 

cainpur tangan pemerintah yang melakukan regulasi dengan memberikan 

hak istimewa kepada pelaku ekonoini tertentu untuk menguasai pasas 

suatu produk tertentu. 

Black Law sendiri membagi monopoli menjadi tiga klasifikasi, yaitu:45 

1 .  Bilateral monopoly, a hypothetical market condition in which there is only 

one buyer and one seller, resulting in transactional delays because either 

party can hold out for a better deal without fearing that the other party 

will turn to a thirdparty. 

2. Legal monopoly, the exclusive right granted by government to business to 

provide utility services that are, in turn, regulated by government. 

3. Natural monopoly, a monopoly resultingfrom a circumstances over which 

the monopolist has no power , as when the market for a product is so 

44 Iswardono, SP, Ekonomi Mikro, UF'P AMP YKPN, Yogyakarta, 1990, ha1 104. 
45 Bryan A. Gamer, et.al, eds, ibid. 



linlited thcrt only one pIcii?/ is needecl to rneef cfe~nnnd. 

Tetapi, tidak semua monopoli dilai-ang, hanya kegiatan lnonopoli yang 

meinenuhi unsur-unsur dan kriteria seperti yang tettera di dalam Pasal 17 

Undang-Undang Nomol- 5 Tahun 1999 sajalah yang dilarang. 

Moilopoli yang dilarang menurut Pasal 17 Undang-Undang Nomor '5.' 

Tahun 1999 adalah, jika lnonopoli tersebut memenuhi unsur-unsur sebagai 

b e r i k ~ t : ~ ~  

1. Melakukan kegiatan penguasaan atas produk barang, jasa atau barang dan 

jasa tertentu; 

2. Melakukan kegiatan penguasaan atas pemasaran produk barang, jasa, atau 

barang dan jasa teitentu; 

3. Penguasaan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli; 

4. Penguasaan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha 

tidak sehat. 

Sedangkan kriteria yang digunakan untuk membuktikan ada atau 

tidaknya monopoli yang dilarang tersebut didasarkan pada:47 

1. Produk barang, jasa, atau barang dan jasa tersebut belum ada penggantinya 

(subsitusinya); 

2. Pelaku usaha lain sulit atau tidak dapat mesuk ke dala~n persaingan, 

terhadap produk barang, jasa, atau barang dan jasa yang sama (barrier to 

entry); 

3. Pelaku usaha lain tersebut adalah pelaku usaha yang mempunyai 

4G ~achmadi  Usman, op., cit, hal. 69. 
471bid. 



kemampuan yailg sig~~ifilcan dalan~ pasar yang bel-sanglc~~tai~: 

4. Satu pelaku usaha atau satu kelompok usaha telah rnel~guasai lebih dari 

50% pangsa pasar dari suatu jenis produk barang atau jasa tertentu. 

Monopoli yang tidak dilarang d i k a r e n a k a ~ ~ : ~ ~  

1. Monopoli by Law, yaitu monopoli oleh negara untuk cabang-cabang 

produksi penting bagi negara dan ~nenguasai hajat hidup orang banyak. 

2. Monopoli by Nature, yaitu monopoli yang lahir dan tumbuh secara 

alamiah karena didukung iklim dan lingkungan tertentu. 

3.  Morzopoli by Lisence, inisalnya izin penggunaan hak atas kekayaan 

intelektual. 

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 19 Tallun 2003 inengenai 

Badan Usaha Milik Negara, bahwa pengei-tian Badan Usaha Milik Negara 

adalah: 

1. Badan usaha atau perusahaan 

2. Modal seluruhnya atau sebagian besar dimiliki oleh negara 

3. Negara melakukan penyertaan langsung 

4. Modal penyertaan berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan 

Sejarah lahirnya Badan Usaha Milik Negara berawal dari Perusahaan 

Negara yang menunjukkan tiga tahapan. Pada tahapan pertama, yaitu periode 

sebelum Tahun 1960, pada tahap ini, perusahaan Negara dibagi menjadi lima 

kategori yaitu:49 

48http:~id.wikipedia.orp/wik~asar monopoli, ibid. 
49 sudargo Gautama, Indonesian Business Law, Pt. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, 

hlm. 334-336. 



1 .  I~~clische Con~ytal?iliteits~iet, disingkat menjadi I.C.W, 

2. I~ndische Bedr-ijve~z~tlet, disingkat lne~ljadi I.B.W, 

3. Pessel-oan Tel-batas, 

4. Yayasail, dan 

5.  Perusahaan negara lain yailg diainatkan ole11 undang-undang seperti 

Perusahaan Asing yang telah dinasionalisasi dan Bank Iildustri Negara. 

Pada tahapan yang kedua, yaitu berdasarkan Undang-Undang Noinor 

19 Tahun 1960. Di dalam undang-undang ini, perusahaan negara dibagi tiga 

menurut hngsinya, y a i t ~ : ~ '  

1. Perusahaan negara yang bergerak di dalam pelayanan masyarakat (public- 

sewice-giving); 

2. Perusahaan ilegara yang bergerak dalam penyedian kebutuhan barang dail 

jasa untuk masyarakat (public utilities); dan 

3. Perusahaan negara yang bergerak didalam perolehan laba atau keuntungan 

(profit-making purpose). 

Pada tahapan yang kedua, berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 

Tahun 1969,perusahaan negara dibagi menjadi tiga kategori, yaitu Perusahaan 

Jawatan, Perusahaan Umum dan Perusahaan ~erseroan.~ 'sedan~kan menurut 

W. Friedman, perusahaan negara dibagi menjadi tiga bentuk, ~ a i t u : ~ ~  

1. Departemental Government Enterprises, yakni perusahaan negara yang 

menjadi bagian integral suatu departeinen pemerintahan dan bergerak 

dalam bidangpublic utilities; 
- -  - - 

"Ibid, hlm. 336. 
"Ibid, 330. 
52 W. Friedman, Ibid. 



2. Sfntutory P ~ ~ b l i c  Corporcrfion, yakni perusahaan ilegara yang sebenal-nya 

hainpir saina dengall depar-telnentcil goi~ernment enterprises, hanya dalam 

ha1 ina~lajeinen lebih otonom. Bidang usahanya tetapp~lblic zltilities; 

3. Comnzer-cia1 Cor~zpanies, yakili perusahaan negara yang merupalcan 

canlpuran dengall swasta dan berlaku hukuin privat. 

Pada perkembangannya, saat ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 

19 Tahun 2003, hanya terdapat dua jenis BUMN yaitu Perusahaan Umum dan 

Perusahaan Perseroan.Perusahaan Umum atau Perum adalah BUMN yang 

seluruh modalnya diiniliki ilegara dan tidak terbagi atas saham yang bertujuan 

untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dadatau jasa bermutu 

tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan 

perusahaan.53 

Peiusahaan Persero atau Persero adalah BUMN yang berbentuk 

perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau 
- .. 

paling sedikit 5 1 % sahamnya dirniliki oleh negara Republik Indonesia yang 

tujuannya mengejar k e ~ n t u n ~ a n . ' ~ o r ~ a n  Perusahaan Umum terdiri dari 

Direksi dan Dewan Pengawas yang anggotanya diangkat dan diberhentikan 

oleh Menteri Keuangan berdasarkan usulan Menteri Departemen teknis 

terkait.Organ Perusahaan Perseroan sebagaimana PT pada umumya terdiri dari 

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi dan ~omisar is .~ '  

53 Ridwan Khairandy, Handout Mata Kuliah Hukum Badan Usaha, Program Magister 
Hukum , Universitas Islam Indonesia, 2009. 

541bid. 
55 Ridwan Khairandy, dkk, Pengantar Hukum Dagang Indonesia I, Pusat Studi Hukum 

Fakultas Hukum LTII, Yogyakarta, 1999, hlm. 69-74. 



E. Metocle Penelitian 

I .  Objek Penelitian 

Objek penelitian berupa hak mollopoli yang dibelikan kepada 

BUMN di dalam Undang-Undang Noinor 5 Tahun 1999. 

2. Tipe Penelitian 

Tipe Penelitiail yang digunakan dalam peilulisan tesis ini adalah 

penelitian hukuln nonnatif. Tujuan akhir yang diharapkail dari penulis'dn 

tesis ini adalah untuk memberikan pengertian yang baik dan mendalam 

dalarn menjawab rumusan masalah dengall inenggunakan penelitian 

hukum normatif: 

3. Klasifikasi Data 

Jenis data dalam peilelitian ini adalah data sekunder yang 

berbentuk buku, tulisan, literatur dan dokuinen tertulis lainnya yailg 

berkaitan dengan hukum antimonopoli. 

Data sekunder ini akan dibagi menjadi: 

a. Bahan Hukum Primer 

1). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. 

2). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 

3). Undang-Undang Nomor 1 9 Tahun 2003. 

b. Bahan Hukum Sekunder 

1). Literatur 

2). Jurnal Hukum 

3). Rancangan Undang-Undang 



4). Hasil Pei~elitian 

c. Bahan Hultum Tersiei- 

1). Kainus 

2). Ensiklopedia 

3). Surat Kabar, Majalah dail media lainnya. 

4. Pengumpulan Data 

Metode penguinpulai~ data yang akan digunakan dalam inenyusuil 

tesis ini adalah studi kepustakaan yang dikumpulkan dari Undang-Undang 

Noinor 5 Tahun 1999, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang- 

Undang lVomor 19 Tahuil 2003, jumal hukum, buku, artikel, tesis dan 

dokumen tertulis lainnya. 

5 .  Analisis Data 

Metode analisis data di dalam tesis ini berupa analisis deskriptif 

kualitatif. Data yang telah dikumpulkan oleh penulis akan dibandingkan 

secara luas dengan undang-undang yang berlaku dan berkaitan dengan 

monopoli yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik lVegara berdasarkan 

Undang-Undang Antimonopoli Nomor 5 Tahun 1999. Analisis berupa 

deskripsi dari fakta dan peraturan dan gabungan dari keduanya dengan 

tujuan untuk mencapai kesiinpulan. 



F. Sistematika Penulisan 

BabI beiisi tentang pendahuluan yang inelnaparkail tentang latar 

belakang penelitian, rumusan masalal~, tujuan penelitian, kerangka teori, 

metode penelitian dan sistematika penelitian. 

Bab I1 berisi tentang sejarah, definisi, tujuan, tolak ukur, serta dasar 

filosofis dan dasar hukum dari pemberian hak Monopoli BUMN di Indonesia 

dikomparasikan dengan negara-negara inaju. 

Bab 111 memberikan gambaran umum tentang BUMN sebagai bentuk 

monopoli oleh Negara, dan landasan hukumnya. 

Bab IV akan memberikan analisis yang mendalam mengenai monopoli 

yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara yang merupakan pasal 

pengecualian di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 berdasarkan 

metode kualitatif analisis. 

Bab V berisi tentang kesirnpulan dan saran, yang dibuat berdaszrkan 

analisis yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya. 



BAB I1 

HUKUM BUMN 

A. Pengertian dan Bentuk-bentuk BUMN 

Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalal~ 

badan usaha yang seluruh atau sebagian besar inodalnya dimiliki oleh negara 

melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang 

dipisahkan. Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut Persero, adalah 

BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalain 

saham yang seluruh atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) 

sahamnya diiniliki ole11 Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya 

mengejar keuntungan. (UU No. 1 9 tahun 2003) 

BUMN mencakup beberapa bentuk perusahaan yang menjadi acuan 

inilik Negara, yaitu: 

1. Perusahaan Perseroan Terbuka, yang selanjutnya disebut Persero Terbuka, 

adalah Persero yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi 

kriteria tertentu atau Persero yang melakukan penawaran umum sesuai 

dengan peraturan pei-undangundangan di bidang pasar modal. 

2. Perusahaan Umum, yang selanjutnya disebut Perum, adalah BUMN yang 

seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang 

bertujuan untuk keman faatan umum berupa penyediaan barang danlatau 

jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan 

prinsip pengelolaan perusahaan. 



3. Pel-usa11aa11 jawatan (perjan) sebagai salah satu bentulc BUMN ~nemililti 

nlodal yang bel-asal dali negara. Saat ini hanya TVRl yang lnerupakan 

satu-satunya perjan yang dimiliki ole11 BUMN. Besarnya modal perjan 

ditetapkan melalui APBN. 

Perkembangan BUMN secara utailla didukung rno~~opoliyang dibeiikan 

pada peraturan khusus yang dikecualikan dengan semangat persaingan usaha 

sehat (UU no. 5 tahull 1999), sehingga seringkali BUMN bertindak sebagai 

pelaku bisnis sekaligus sebagai regulator. BUMN kerap dianggap menjadi 

sumber korupsi, yang lazim dikenal sebagai "sapi perahan" bagi oknum 

pejabat atau partai. 

Pasca krisis moneter 1998, pemerintah giat melakukan privatisasi dan 

mengakhiri berbagai praktek persaingan tidak sehat. Fungsi regulasi usaha 

dipisahkan dari BUMN, sehingga mengakibatkan banyak BUMN yang 

terancam gulung tikar. Meskipun demikian, ada beberapa BUMN lain berhasil 

memperkokoh posisi bisnisnya. 

Pengelolaan berbagai produksi BUMN, menjadikanpemerintah 

mempunyai tujuan untuk mencegah monopoli pasar atas barang dan jasa 

publik oleh perusahaan swasta yang kuat. Pencegahan monopoli dilakukan 

pemerintah, didasarkan pada pertimbangan, apabila terjadi monopoli pasar 

atas barang dan jasa yang memenuhi hajat hidup orang banyak, maka dapat 

dipastikan bahwa rakyat kecil yang akan menjadi korban sebagai akibat dari 

tingkat harga yang cenderung meningkat. 



Manfaat BUMN dalanl operasionalisasii~ya, diharapltan sesuai dengan 

tata aturan undang-undang, diantaran ya: 

I .  Meinberi keinudahan kepada inasyarakat luas dalam inemperole11 berbagai 

alat peinenuhai~ kebutuhan hidup yang berupa barang atau jasa. 

2.  Meinbuka dan inempel-luas kese~npatan kerja bagi penduduk angkatan 

kerja. 

3. Mencegah monopoli pasar atas barang dan ja-sa yang merupakan 

kebutuhan masyarakat banyak oleh sekelompok pengusaha swasta yang 

bermodal kuat. 

4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi koinoditi ekspor sebagai 

sumber devisa,baik migas maupun non migas. 

5 .  Menghimpun dana untuk mengisi kas negara ,yang selanjutnya 

dipergunakan untuk meinajukan dan inengembangkan perekonoinian 

negara. 

6 .  Memberikan pelayanan kepada masyarakat. 

B. Dasar Pengaturan BUMN 

Berdasarkan ketentuan UU No. 19 tahun 2003, BUMN secara structural 

milik Negara, yang dikelola oleh seorang menteri yang ditunjuk dan/atau 

diberi kuasa untuk mewakili pemerintah selaku pemegang saham negara pada 

Persero dan pemilik modal pada Perum dengan memperhatikan peraturan 

perundang-undangan. Selain itu, menteri tersebut dibantu oleh Menteri Teknis 



adalah menter-i yang meinpunyai kewcnangan mengatur kebijakan sektoi- 

teinpat BUMN ~nelakukan kegiatan usaha. 

Mente1-i BUMN tersebut dibailtu pula oleh Komisaris, adalah organ 

Persero yang bei-tugas inelakukan pengawasail dan meinbei-ikan nasihat 

kepada Direksi dalain menjalankan kegiatan pengurusan Persero. Juga oleh 

sebuah Dewan Pengawas, adalah organ Peruin yang bertugas inelakukan 

pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan 

kegiatan pengurusan Perum. 

Sedangkan pada pelaksanaan opei-asional perusahaan, BUMN dipiinpin 

oleh Direksi, adalah organ BUMN yang bertanggung jawab atas pengurusan 

BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN, serta mewakili BUMN baik di 

dalam inaupun di luar pengadilan. Sehingga pelaksanaan operasionalisasi 

pzrusahaan meiljadi terawasi dengan baik. 

C. Ciri dan Karakteristik BlCTMN 

Berdasarkan ketentuan Undang-undang, BUMN merupakan wujud asset 

kekayaan Negara dan dipisahkan kekayaan negara yang berasal dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk dijadikan penyertaan modal 

negara pada Persero dadatau Perum serta perseroan terbatas lainnya. Asset 

dalam memaksimalkan kekayaan Sumber Daya Alam yang dimiliki, demi 

kesejahteraan rakyat, dalam pengelolaan yang dikuasakan kepada negara oleh 

rakyat, sehingga secara tidak langsung BUMN merepresentasikan usaha 

negara dalam meinakmurkan rakyat dengan inenyelenggarakan tata ekonoini. 



Icekuasaan negara secara penuh dalain peilgelolaan kekayaan ilegai-a, 

nleinberikan hak kepada negasa untuk melakukan kebijakan-kebijakan teskait 

usaha dalam bentuk BUMN. Negara ineiniliki hak untuk inelakukail 

restrukturisasi,sebagai upaya yang dilakukai~ dalain I-ailgka penyehatan 

BUMN.Upaya tersebut dilakukan 'sebagai salah satu langkah strategis untuk 

inempei-baiki kolldisi internal perusahaan, guna meinperbaiki kinerja dan 

meniilgkatkan nilai perusahaan. Selain itu, Privatisasi juga dapat dilakukan 

oleh Negara, uiltuk ~nelakukanpenjualan saham Persero, baik sebagian maupun 

seluruhnya, kepada pihak lain dalam rangka ineningkatkan kinerja dan nilai 

perusahaan, inemperbesar manfaat bagi negara dan masyarakat, serta 

memperluas pemilikan saham oleh masyarakat (UU No. 19 tahun 2003). 

Pelaksanaan resti-ukturisasi dan privatisasi, dilakukan dengan pertimbangan 

tetap mengacu untuk sebesar-besamya kemakmuran rakyat, dan tidak 

didasarkan pada kebutuhan ekonomi negara semata. 

Pada prakteknya, hak yang diberikan negara dilakukan dalam 

sebuahRapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS. 

RUPSmenjadi organ Persero yang memegang kekuasaan tertinggi dalam 

Persero dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada 

Direksi atau Komisaris. RLTPS menjadi ajang pelaksanaan hak 

ataskepemilikan dan juga menjadi bentuk pengelolaan sebuah BUMN. 

BUMN memiliki ciiri dan karakteristiik yang berbeda dengan peusahaan 

persero secara umum. Perbedaan tersebut dikarenakan kepemilikan BUMN 

menjadi sebuah hak kolektif rakyat yang dilaksanakan oleh manajemen yang 



ditur~juk oleh badan ekskutif negara, dalarn ha1 ini ole presiden dan para 

menteri yang ditunjuk untuk keperluan tersebut. Adapun cir-i dan karakteristik 

BUMN sebagai berikut: 

1 .  Penguasaan badan usal~a dimiliki oleh pemerintah. 

2 .  Pengawasan dilakukan, baik secara hil-arki lnaupurl secara hngsional 

dilakukan oleh pemerintah. 

3. Kekuasaan penuh dalaln menjalankan kegiatan usaha berada di tangan 

pemerintah. 

4. Pemerintah beiwenang rnenetapkan kebijakan yang berkaitan dengan 

kegiatan usaha. 

5. Semua risiko yang terjadi sepenuhnya merupakan tanggung jawab 

pemerintah. 

6. Untuk mengisi kas negara, karena merupakan salah satu sumber 

penghasilan negara. 

7. Agar pengusaha swasta tidak memonopoli usaha yang menguasai hajat 

hidup orang banyak. 

8. Melayani kepentingan umum atau pelayanan kepada masyarakat. 

9. Merupakan lembaga ekonomi yang tidak mempunyai tujuan utama 

mencari keuntungan, tetapi dibenarkan untuk memupuk keuntungan. 

lo. Merupakan salah satu stabilisator perekonomian negara. 

11. Dapat meningkatkan produktivitas, efektivitas, dan efisiensi serta 

terjaminnya prinsip-prinsip ekonomi. 



12. Modal seluruhi~ya climilil<i ole11 negai-a dari kekayaan negara yang 

dipisahkan. 

13. Peranan peinerintah sebagai yemegang saham. Bila sahamnya dilniliki 

ole11 nlasyarakat, besarnya tidak lebih dari 49%, sedangkan ininiinal 5 I % 

sahainnya diiniliki oleh negai-a. 

14. Pinjaman pemerintah dalam bentuk obligasi. 

I 5. Modal juga diperoleh dari bailtuan luar negeri. 

I 6. Bila memperoleh keuntungan, maka dimanfaatkan untuk kesejahteraan 

I-akyat . 

17. Pinjaman kepada bank atau lembaga keuangan bukan bank. 

Berdasarkan ketentuan dan ciri utama di atas, menunjukkan bahwa 

BUMN inerupakan satu bentuk proteksi pemerintah dalain melneratakan 

sumber kekayaan negara. Meskipun pada pelaksanaannya, menjadi satu 

pengecualian dari tata aturan undang-undang No. 5 tahun 1999. Penerapan 

kedua UU tersebut menjadikan acuan dalam pelaksanaan bisnis dalam negeri, 

guna menjaga keseimbangan bisnis dan iklim ekonomi. 



BAB JII 

HUKUM PERSAINGAN USAHA 

A. Persaingan Usaha clan Monopoli berdasarUU Nomor 5 Tahun 1999 

Di Indonesia huku~n persaiilgail usaha, seperti A~~titl'ust Law (Amerika 

Serikat), atau Antinzonopoly Law (Dokzlsen Kinshiho-Jepang), Rest]-ictii~e 

Tmde Practices Law (Australiaj',atau Competitiovl Law (Uni El-opa) 

merupakan bagian dari hukumekonoini. 

Dasar kebijakan politik perekonoinian nasional dan hukum ekonomi 

Indonesia hams mengacu pada Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 33 

Undang-Undang Dasar 1945 secara jelas menyatakan bahwa perekonoinian 

nasional harus dibangun atas dasar falsafat deinokrasi ekonomi dalain wujud 

ekonomi-kerakyatan. Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 

menyatakan bahwa "perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar 

atas asas kekeluargaan". Sedangkan penjelasan Pasal 33 Undang-Undang 

Dasar 1945 menyatakan antara lain bahwa "dalam Pasal 33 tercantum dasar 

demokrasiekonomi, produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua di bawah 

pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran 

masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang-seorang. Sebab itu 

perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas 

kekeluargaan". 

Berdasarkan memorandum IMF tanggal 15 Januari 1998, butir 3 1, 40 

dan 41 peinerintah hams melakukan structural reform yang meliputi usaha 



deregulasi dan privatisasi ekonomi Indonesia. Sejal< 1 Februasi 1998, senlua 

pengaturan pemasaran yang bersifat restriktif baik fonnal inaupun infonnal 

d i l~a~uskan .~"  

Awal inula dibuatnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 di 

Indonesia adalah saat Indonesia inengalami ksisis ekonoini, yang uiltuk 

mengatasinya, pemeiintah inencari sumber dam Iain untuk menghidupi 

perkkonomian dan peinerintahannya. International Moneta~y Fund (IMF) mau 

mengucurkan bantuannya ke Indonesia dengan berbagai persyaratan yang 

salah satunya adalah diadakannya atau dibuatnya undang-undang anti 

m ~ n o ~ o l i . ~ ~  

Sejarah lahirnya Uildang-Undang Noinor 5 Tahun 1999 tidak dapat 

dipisahkan dari fenomena keterkaitan yang erat antara hukum dan ekonomi 

baik yang berlangsung dari negara lain di duilia inaupuil yang dari dalain 

negeri, di mana sejak tahunl930-an orang baru memulai menggunakan 

kacarnata hukum ekonomi atau Droit Economique yang pada waktu itu baru 

mencakup peraturan-peraturan administrasi negara. Tumbuhnya hukum 

ekonomi ini berpangkal pada konsepsi negara kesejahteraan, yang mewajibkan 

negara secara aktif menyelenggarakan kepentingan umuin dan tidak hanya 

menyerahkan kepada warga negara sendiri saja untuk memenuhi segala 

kebutuhan (sebagaimana pendirian paham liberal). Untuk itu Perancislah yang 

pertama mengusahakan keseimbangan antara kepentingan pribadi dan umum 

56httr,://~.scribd.com/doc/21948463/Makalah-Praktek-Pasar-Monovoli, diakses 
pada tanggal 12 Oktober 2010. 

 bid. 



58  tersebut lnelalui kaidah-kaidah administrasi negaranya. Icetei-kaitan yang 

erat antara hukuln dan ekonomi ini menjadikannya suatu bidang yang 

berhubungan langsung dengan kebijakan ketahanan nasionaldan politik 

negara. 59 

Demikian juga halnya dengan sejarah hukum ekonoini di 'Indonesia 

yang telah ada sejak zalnan penjajahan Belanda. Landasan hukuin bagi 

struktur ekonomi Indonesia yang dualistis tei-cantum dalam Pasal 13 1 dan 163 

Indische Staatregeling (Stb. 1 854:2 dan Stb. 1 855:2). Pasal-pasal tersebut 

inerupakan kaidah yang sesungguhnya menunjang kebijaksanaan ekonomi 

yang dualistis, karena meinberi peran yang dominan kepada golongan Eropa 

dalam sektor bisnis intenlasional, industri dan perbankan. Golongan 

Bumiputera dalam sektol- agral-is atau penghasil bahan me~ltah dan Golongan 

Timur Asing sebagai pedagang perantara bagi kedua golongan tersebut6' 

Kebijaksanaan yang dualistis ini menyebabkan terjadinya kesenjangan 

pada tata kehidupan ekonomi, sehingga peluang-peluang usaha yang tercipta 

dalam kenyataanya belum dapat membuat masyarakat marnpu dan dapat 

berpartisipasi dalam pembangunan di sektor e k ~ n o m i . ~ '  Meskipun Indonesia 

menunjukkan kemajuan yang pesat dalam bidang perekonomian saat era 

58 Rachmadi Usman, Hukum Elcanomi dalam Dinamika, (Jakarta: Djarnbatan, 2000), 
hlm. 21. 

S9 Sumantoro, Hukum Ekononli, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 277. 
Rachmadi Usman, Hukun? Elconomi dalam Dinamika, op.cit, hlm. 22. 
C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang 

Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 186. 



booming ininyak bel-lalu dan dimulainya era iilvestasi asing di Indonesia 

Munculnya konglomerasi dan sekeloinpok kecil pengusaha yang tidak 

didukuilg ole11 semangat kewirausahaan sejati inerupaltan salah satu faktor 

yang inenyebabkan ketahanan ekonoini Indonesia sangat rapuh dan tidak mau 

b e r ~ a i n ~ . ~ ~ ~ a k t a  meilyebutkan bahwa reformasi dipicu oleh gejolak akibat 

krisis ekonomi yang berkepanjangan yang ~nerupakan kesalahan inanajeinen . 

ekonomi pemerintahan Orde Baru, ineskipun tuntutan agar Indonesia 

mempunyai suatu undang-undang antimonopoli sudah inuncul pada tahun 

1990-an namun tidak didukung oleh political will dan pemenntah saat  it^.^^ 

Krisis terjadi karenarusaknya pilar ekonoini dalam segi perbankan, kebijakan 

moneter dan pinjaman hutang luar negeii yang tinggi.65 

Upaya yang dilakukan dalam meinpercepat berakhiinya krisis 

ekonomi, maka pada bulan Januari 1998 itulah Indonesia menandatangani 

Letter of Intent sebagai bagian dariprogram bantuan International Monetary 

Fund (IMF). Dilihat dari 50 butir memorandum maka serangkaian kebijakan 

deregulasi segera dilakukan pemerintah pada waktu itu, beberapa 

diantaranyayang bersinggungan dengan persaingan ~ s a h a . ~ ~  

Salah satu yang diatur dalam Letter of Intent tersebut adalah untuk 

menjamin adanya iklim persaingan usaha yang sehat diantara para pelaku 

usaha dengan memberlakukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang 

62 Ningrum Natasya Sirait, Hukum Persaingan di Indonesia, op.cit, hlnl. 3 
63  Hermansyah, op. cit., hlm. 1 1 
64~bid ,  hlm. 10. 
65 Ayudha D. Prayoga, et.al, op. cit., hlm.23 
66 Ningrum Natasya Sirait, Hukum Persaingan di Indonesia, op.cit, hlm. 7-9. 



Lasangan Pwktik Moilopoli dan Penningan Usaha Tidak ~ehat. '" Adtipun 

istilah monopoli dalaln undang-undang tersebut dipakai lnelvpakan refleksi 

altibat yang terjadi di Indonesia seperti telah disebutkan sebelumya adanya 

pihak-pihak tertentu yang inenguasai atau ineinonopoli bidang-bidang tertentu 

saina halnya dengan dibeberapa negai-a seperti Amerika Sel-ikat yang 

menggunakan Antitrust Law yang merupakan ketidaksetujuan terhadap 

gabungan (trzist) dari bebesapa perusahaan besar yang mengakibatkail 

persaingan terganggu. 

Selain tuntutan dari IMF terdayat beberapa faktor yang mendosong 

lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek 

Monopoli dan Pel-saingan Usaha Tidak Sehat, yaitu:6s 

1. Faktoi- Dalam Negeri 

Konglomerasi yang berkembang pada masa ORBA, antara lain: 

a. Kartel: semen, kaca, kayu, kertas 

b. Penetapan harga semen, gula, beras 

c. Penentuan akses pasar untuk kayu & kendaraan bermotor 

d. Keistimewaan pajak, pabean & kredit. 

2. United Nations Conference on Trade & Development (UNCTAD) 

Reformasi Ekonomi: 

a. Mengurangi intervensi pemerintah 

b. Pelaku usaha diberi kebebasan & insentif 

67~bid 
6 8 ~ o r d  Bank. Indonesia in Crisis A Macro Econonzic Update, IEC Information Centre, 

Development Data group, Jakarta, 1998, hlm, 14. 



c. Mempei-tinggi kesejahteraan konsumen melalui kualitas & 

d. kuantitas barang dengan harga rendah 

Sebeluin Undang-undang Undang-Undang Noinor 5 Tahun 1999 

tentang Larangan Praktik Monopoli dail Persaingan Usaha Tidak Sehat 

diundangkan, persaingan usaha diatur dalain 1365 KUHPerdata dail dalain 

382 bis KUHPidana, selain itu juga diatur dalain undang-undang lain yaitu 

dalam: 

UU Perindustrian 

UUPT 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik 

Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pun masih mempunyai 

kelemahan yang inenonjol yaitu inasih adanya pel-kecualian bagi BUMN, 

Koperasi dan Usaha Kecil yang masih dimungkinkan untuk melakukan 

mcnopoli. Ketentuan ini dapat berakibat terbatasnya persaingan di bidang- 

bidang yang mereka kuasai, yang mengakibatkan tidak menariknya bidang- 

bidang bersangkutan bagi pelaku usaha. Kemampuan aparat hukum dalam 

menegakkan hukum anti monopoli, yang masih dipertanyakan sehubungan 

dengan minirnnya ketentuan-ketentuan di bidang hukum antimonopoli ini, 

sedangkan tantangan kasus yang ada begitu banyak dan kompleks. 

Keterbatasan pengetahuan sebagian besar pengusaha Indonesia, dalarn ha1 ini 

termasuk berbagai asosiasi profesi yang kerap kali digunakan untuk 

melakukan tindakan-tindakan yang mengarah ke perilaku monopoli atau 

persaingan usaha tidak sehat, baik berupa penentuail harga, persekongkolan 



untuk proses lelang proyek yang menyerupai asisan: peinbagian wilayah 

pe~nasasall dan lain sebagainya. Kendala ini mengakibatltan sulitnya 

pembeslakuan ketentuan-ketentuan telltang hukuin antimonopoli ini, untuk itu 

sosialisasi Undang-Undang Nolnos 5 Tahun 1999 secasa intensif dan merata 

baik bagi pelaku usaha maupuil inasyarakat umurn di selui-ul~ Indonesia sangat 

dibutuhkan saat ini. 69 

Icetentuan tentang antirnonopoli dalam berbagai perundang-undangan 

sebelum adanya Undang-Undang Noinor 5 Tahun 1999 tidak popular dan 

separadis, seperti yang diungkapkan oleh Munir Fuady, seperti yang tertera 

dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia dalam Pasal 382 yang 

berbunyi : 

Barangsiapa untuk mendapatkan, melangsungkan atau inemperluas 
hasil perdagangan atau pei-usahaan milik sendiri atau orang lain, 
melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan khalayak urnum atau 
seseorang tertentu, diancam karena persaingan curang, dengan pidana 
penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling 
banyak tiga belas ribu liina ratus rupiah, bila perbuatan itu dapat 
inenimbulkan kerugian bagi konkuren-konkurennya atau konkuren- 
konkuren orang itu. 

Ternyata Pasal 382 tersebut tidak populer sama sekali dan sangat 

jarang diterapkan dalam praktek.70 

Selain tidak populer dan sangat jarang digunakan, pengaturan Undang- 

undang Antimonopoli masa itu juga sangat luas dan tidak mengatur 

persaingan usaha secara khusus seperti terkandung dalarn Pasal 1365 

KUHPerdata yang berbunyi : 

" http://www.indoreg.irp_editorial.show~editorial.htm 
70 Munir Fuady, op. cit., hlm. 44. 



Setiap perbuatan yang melanggar huk~im dan ~lle~nbclwa kel-ugian 
kepada orang lain, mewajibkan 01-ang yang menimbulkan kerugian itu 
karena kesalahannya untuk inengganti keiugian tersebut. 

Pasal iili inerupakan pasal karet, kareila hanya ineletakkan pi-insip 

bahwa orang yang meniinbulkan kei-ugian pada orang lain karena perbuatan 

inelailggar hukuin wajib menggailti kerugian, disini semua, siapapun yang 

inerasa dirugikan oleh perbuatan orang lain yang melanggar hukum dapat 

dituntut ganti rugi, dari dasar inilah inereka yang meilderita kerugian akibat 

perbuatan curang di dalam persaingan ~ s a h a . ~ '  

Peilgaturan Antimonopoli juga diatur dalam undang-undang lain yang 

bersifat lebih spesifik, seperti dalam: 

a. Undang-Undang Nomor 5 Tahuil 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- 

Pokok Agraria, yang tertera dalain Pasal 13 ayat (2) yang berbunyi: 

"Pemeiintah mencegah adanya usaha-usaha dalam lapangan agraria dari 

organisasi-organisasi dan perseorangan yang bersifat monopoli swasta." 

b. Undang-Undang Perindustrian Nomor 5 Tahun 1984 di dalam Pasal 7 ayat 

(2) dan (3) dan Pasal9 ayat (2) 

c. Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 1 Tahun 1 9 9 . 5 ~ ~  mengenai 

pasal mengatur mengenai merger, akuisisi dan konsolidasi pada Pasal 104 

ayat (1). 

d. Undang-Undang Tentang Merk Nomor 19 Tahun 1992, diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1 9 9 7 ~ ~  Pasal 81 dan 82 mengenai 

perbuatan Curang mengenai Merk. 

7' Arie Siswanto, op. cit., ha1.72. 
72 Terakhir kali direvisi dengan diubah dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 

Tentang Perseroan Terbatas. 



e. Unclang-Undang NOIIIO~ 9 Tahun 1995 tentang Usaha ICecil dala~n Pasal 5 

mengenai perall serta pemerintah dalam menjaga iklim persaingan usaha, 

yang telaah direvisi dalaln Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2005 tentang 

Usaha Miltro, Icecil dan Menengall. 

f. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal Pasal 10 

mengenai hambatan persaingan sehat dalam pasar modal. 

Serta dalam Peraturan-Peraturan Pemerintah seperti dalarri: 

a. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 tantang Bank ~ 1 n u n - 1 ~ ~  

seperti tel-tera dalam pasal 15 (b) mengenai merger dan konsolidasi yang 

hanya dapat dilakukan setelah adanya ijin dari Mentri Keuangan. 

b. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, 

Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan ~ e r b a t a s ~ ~  dalam Pasal 4 (I b) 

yang menegaskan bahwa Pengabungan, Peleburan dan Pengambilalihan 

Perseroan Terbatas hanya dapat dilakukan dengan memperhatikan 

kepentingan masyarakat dan persaingan yang sehat. 

Narnun pengaturan monopoli dalam Undang-Undang dan Peraturan 

Pemerintah tersebut di atas masih sangat simpel dan terbatas. Ketiadaanhukum 

73~elah  diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 200 1 Tentang Merk. 
74 Telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nornor 54 Tahun 

1998 tentang Perubahan Atas Peratuyran Pemerintah Noinor 70 Tahun 1992 sebagaimaila telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1998. 

75 . Dlubah dengan Peraturan Pemerintah Noinor 43 2005 Tentang Penggabungan, 
Peleburan, Pengarnbilalihan, dan Perubahan Bentuk Badan Hukum Badan Usaha Milik Negara. 



yang secara spesifik 11-ielarang praktek monopoli menyebabkan praktek usaha 

swasta cendel-ung mengei-ah ke praktik m o i ~ o ~ o l i . ' ~  

Dalan~ rangka untuk mengawasi sei-ta men~iniinalisir terjadinya 

monopoli inaka inenuiut Undang-Undang Noinor 5 Tahun 1999 dibentuklah 

Koinisi Peilgawas Persaingan Usaha diinana menurut Pasal 36 Undang- 

Undang Nomor 5 Tahun 1999, Wewenang ICoinisi Pengawas Persaingan 

Usaha (KKPU) meliputi: 

a. Menerima laporan dari masyarakat dan atau dari pelaku usaha tentang 

dugaan tel-jadi praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. 

b. Melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha yang 

mengakibatkan monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. 

c. Melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaail terhadap dugaan monopoli 

persaingan usaha tidak sehat, menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli 

atau pihak terlapor yang tidak mau hadir. 

d. Meminta keterangan dari pemerintah dalam kaitannya dengan 

penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar 

ketentuan Undang-Undang Anti Monopoli. 

e. Mendapatkan, ineneliti dan atau menilai surat dokumen, atau alat-alat 

bukti lain guna penyelidikan atau pemeriksaan. 

f. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidaknya kerugian di pihak pelaku 

usaha lain atau masyarakat. 

g. Memberitahukan putusan Komisi kepada pelaku usaha. 

76 A.M. Tri Anggraini, Larangan Praktek Monopoli don Pel~sningan Usaha Tidak 
Sehat Per Se Illegal atau Rule of Reason,Jakarta: Fakultas Hukum Uiliversitas Indonesia, 2003, 
hlm.4. 



11. Menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif keyad21 yelaku usaha 

yang illelanggar Undang-Undang persaingan usaha. 

Ketentuan Pasal 36 tersebut ICPPU secara eksplisit nlelnpunyai 

wewenang yang begitu besar yaitu seperti meneriina laporan, ~nelakukan 

penelitian penyelidikan dan atau pemeriksaan, sekaligus inenjatuhkan sanksi 

terhadap pelaku usaha dengan melanggar ketentuan Undang-Undang anti 

monopoli. Jadi kekuasaan penuntutan dan kehakiman pada satu tangan di 

KPPU. 

Kewenangan KPPU yang begitu besar, pada pelaksanaannya 

diimbangi dengan adanya ketentuan pasal lain yang menjadikan 

kewenanganlkekuasaan menjadi sangat terbatas, yaitu Pasal 44 ayat (2) : 

pelaku usaha dapat inengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri 

selambat-lambatnya 14 hari setelah menerima pemberitahuan putusan 

tersebut. Pada pasal44 ayat (4) bahwa pelaku usaha tidak menjalankan secara 

sukarela terhadap putusan KPPU tersebut, maka Komisi menyerahkan putusan 

tersebut kepada penyidik untuk diadakan penyidikan, dan Pasal 44 ayat (5) 

menyatakan putusan komis tersebut hanya merupakan bukti permulaan bagi 

penyidikan oleh penyidik. 

Dari dua ketentuan pasal tersebut yaitu Pasal 36 dan Pasal 44 Undang- 

Undang Nomor 5 Tahun 1999 saling memberi dan membatasi. Jadi 

kewenangan yang begitu besar, tidak ada artinya karena berhadapan dengan 

peinbatasan kekuatan eksekutorial. Memang begitulah yang dihadapi oleh 

W P U  dalam menegakkan Anti Monopoli dan persaingan usaha. Walaupun 



begitu Indonesia tidak sendirian menghadapi l~a l  tersebut, seperti Amesika 

Serikat, Jepang, Korea Selatan, Autralia, Jel~nan, Uni Eropa juga menghadapi 

pei~nasalahan yang sama. 

Pelaksanaan Undang-Undang ini diserahkan kepada suatu kolnisi yang 

bertugas inengawasi persaingan usaha. Berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Wndang- 

Undang Nomor 4 Tahun 1999, Presiden Republik Indonesia melalui Pasal 1 

Ayat (I)  Keputusan Presiden Noinor 75 Tahuil 1999 Tanggal 8 Juli 1999 

membentuk Komisi Pengawas Persaiilgan Usaha. Menurut Undang-Wndang, 

Komisi adalah suatu lembaga independen, dan oleh karenanya Komisi 

Pengawas "bebas dari pengaruh dan kekusaan pemerintah". 

Namun deinikian, Komisi tidak hanya terlepas dari pengaruh dan 

kekuasaan Pemeiintah, tetapi juga dari pengaruh pihak lain, seperti inisalnya 

kelompok masyarakat yang memegang kekuasaan keuangan atau ekonoini. 

Keterlepasan Komisi yang tennuat dalam undang-undang tersebut 

menggambarkan posisi istimewa yang diperlukan Komisi untuk dapat 

melaksanakan undang-undang tersebut secara efisien, dan dengan demikian 

Komisi itu sendiri juga berkewajiban untuk memelihara ketidaktergantungan 

tersebut dan menolak membuka diri terhadap pengaruh orang lain. 

Pasal 36 menyeebutkan seluruh wewenang yang dimiliki Komisi. 

Pasal ini diawali dengan wewenang untuk memulai suatu penyelidikan 

terhadap pelanggaran Undang-Undang sampai dengan wewenang untuk 

meiljatuhkan sanksi berupa tindakan administratif (Pasal 47). Setiap langkah 

yang dianibil ICoinisi ditetapkan satu per satu. 



Berdasal-kan Husuf (a), I<onlisi bei-wenang menei-ima laporan dai-i 

masyarakat danlatau pelaku usaha telltang fakta yailg patut diduga nielanggar 

ketentuan Undang-Undang ini. Berte~ltangan dengan Pasal 38 ayat ( I ) ,  layoi-an 

tersebut tidak hams disampaikan secara tel-tulis, dapat juga disamyaikan 

secara lisan. Akan tetapi, pada umumnya masyarakat daillatau pelaku usaha 

meinberikan laporan secara tertulis. Sebagaiinana halnya lembaga anti- 

monopoli lainnya di seluruh dunia, dalam pelaksanaan undang-undang 

tersebut juga bergantung pada laporan dari pihak luar. 

Pasal 36 hanya inenguraikan wewenang Komisi. Namun pasal tersebut 

tidak menetapkan kewajiban-kewajiban tertentu bagi Komisi. Berdasarkail 

Pasal 36 Huiuf (b), Komisi benvenang melakukan yenelitian hanya apabila 

fakta yang dilaposkan inenunjukkan bahwa terjadi kegiatan usaha tertentu 

danJatau perilaku pelaku usaha yang dapat mengakibatkai~ praktek monopoli 

atau persaingan usaha tidak sehat. Namun, ha1 ini tidak berarti bahwa Komisi 

berkewajiban menggunakan wewenangnya. Laporan yang bersifat begitu 

umum dan tidak jelas pernyataannya dalarn ha1 bagaimanapun tidaklah relevan 

bagi Komisi, mengingat Pasal 36 Huruf (a), hanya memperhatikan laporan 

yang menimbulkan dugaan akan adanya praktek monopoli yang ilegal. 

Ketentuan mengenai tata cara penanganan perkara tercantum dalam 

Pasal 38 dan seterusnya. Dengan alasan yang kuat, undang-undang 

membedakan antara penerimaan laporan dari masyarakat atau pelaku usaha 

pada Pasal36 Huruf (a) dan pengaduan tertulis pada Pasal 38 ayat (1). Semua 

masukan (b aik lisan maupun tertulis) yang inenyainpaikan dugaan secara 



urnurn, tanpa secal-a spesifik menul~juk pela~lggaran 11uku111 teltentu 

cligoloilgkan sebagai lapol-an sebagaimana di~naksud dalaln Pasal 36 Husuf 

(a). Masukan sepei-ti itu pada ulnumnya hanya dapat inenyebabkan Ko~nisi 

melakukan pe~neriksaan atas dasar pertimbangan seildiri berdasarkan Pasal 40 

Ayat (1). Masukan yang hendak digolongkan sebagai pengaduan tertulis 

berdasarkan Pasal 38 Ayat (1) hams memenuhi sejuinlah persyaratan khusus, 

yang ditetapkan dalain Pasal 38 Ayat (1) dhn (2) Undang-Undang Noinor 5 

Tanggal 8 September 2000 (Pasal 2 dan seterusnya). Ketentuan ini tidak 

berlaku bagi laporan yang bersifat umum. 

Menurut Huruf (e), Komisi benvenang memailggil pelaku usaha yang 

dengan alasan yang cukup diduga telah melakukan pelanggaran. Suatu dugaan 

adalah cukup beralasan apabila telah dilakukan penyelidikan yang mendukung 

dugaan tersebut. Pada saat memanggil pelaku usaha, Koinisi juga memberikan 

kesempatan kepada pelaku usaha untuk mengadakan dengar pendapat. Pelaku 

usaha berhak membela din terhadap tuduhan telah melakukan pelanggaran 

terhadap ketentuan undang-undang ini. Menurut Huruf ( f )  sampai huruf (i) 

terdapat beberapa sarana bagi Komisi dalam mendapatkan alat bukti, untuk 

membuktikan suatu pelanggaran mulai dari memanggil dan menghadirkan 

saksi, saksi ahli dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran 

terhadap ketentuan undang-undang ini sampai mendapatkan, meneliti danlatau 

menilai surat, dokumen-dokumen lain, atau bukti lainnya. 

Apabila Komisi berdasarkan penyelidikan dan bukti yang diperoleh 

menyimpulkan bahwa telahlterjadi pelanggaran (yang dapat dibuktikan) 



terhadap ketentuan Undang-undnng ini, maka berdasarkan Hul-uf (i) I<omisi 

berwenang untuk memutuskan apakah ada atau tidak kerugian di pihak pelaku 

usaha lain sebagai akibat dari perubahan tersebut. 

Ketentuan lain Undang-Undang Nomor 5 Tallun 1999 tentang 

Pelnbatasan Kewenangail ICPPU antara lain : 

Pasal 44 Ayat (I),  lnellgatur putusan Kolnisi Pelaku usaha yang bersangkutan 

wajib melaksanakan putusan tersebut dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak 

diterimanya surat pemberitahuan. Pelaku usaha juga wajib menyampaikan 

laporan pelaksanaan putusan tersebut kepada Komisi. Apabila Komisi 

memutuskan untuk inena~lgguhkan pemeriksaan lanjutan, maka 

pelaksanaannya tergantung pemeliksaan lanjutan, maka pelaksanaannya 

tergantung pada tindakan administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 47 dan 

yang telah dijatuhkan ole11 IComisi terhadap kasus tertentu. Jenis tindakan 

administratif sebagaimana disebutkan dalam Pasal 47 ayat (2), dapat berupa 

pembatalan perjanjian yang melailggar undang-undang ini, perintah kepada 

pelaku usaha untuk menghentikan penyalahgunaan polisi dominan, sampai 

padapengenaandenda. 

Pelaku usaha bersangkutan dapat menolak putusan Komisi dengan 

permohonan supaya putusan Komisi tersebut diperiksa oleh seorang 

hakim. Pelaku usaha dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri 

selambat-larnbatnya 14 hari setelah menerima pemberitahuan putusan 

tersebut. Apabila pelaku usaha tidak mengajukan keberatan, inaka putusan 

Komisi menj adi berkekuatan hukulll tetap dan pelaku usaha bersailgkutan 



dianggap mene~-ima putusan tersebut. Dalam ha1 itu pelaku usaha wajib 

melaksanakan putusan tersebut sebagaimana ~naksud dalaill ketentuan pasal 

44 ayat (1). 

Apabila pelaku usaha bersangltutan tidak melaksanakan putusan 

tersebut, ~naka Ko~nisi menyerahkan putusan tersebut kepada penyidik untuk 

dilakukail penyldikan tindak pidana. Putusan Komisi tersebut merupakan 

bukti pennulaan yang cukup bagi penyidik untuk melakukan penyidikan. 

Untuk mendapat jawab atau kesimpulan terhadap kewenangan KPPU 

perlu mendapat perbandingan pelaksanaan Undang-Undang Anti Monopoli 

dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di negara lain. Tidak dapat disangkal 

bahwa supaya aturan hukum bisa ditegakkan secara baik, diperlukan organ 

penegak hukuin yang inemadai. Suatu aturan hukum, betapa pun baikilya 

secara substantif, tidak akan bisa berjalan dengan baik apabila tidak didukung 

oleh sistem penegak hukum yang baik pula. 

Hukum persaingan usaha, dengan substansi yang telah dikemukakan 

pada bab sebelumnya, sesungguhnya memiliki karakteristik yang unik. Ia 

tidak hanya ditujukan pada terciptanya ketertiban masyarakat (publik order), 

namun juga sedikit banyak berkepentingan dengan terciptanya efisiensi 

ekonoini melalui penciptaan dan pe~neliharaan iklim persaingan usaha yang 

kondusif. 

Mengingat bahwa hukum persaingan usaha berkaitan dengan aktivitas 

berusaha (business activity) dan masyarakat usaha sebagai tempat berlakunya, 

bisa diinengerti apabila di banyak negara yang telah memiliki hukum 



persaingan usaha yang komprehensif lantas dibentuk organ khusus untuk 

lnengelola pellegaka11 hukuin persaingan usaha. Dengan kewenangan yang 

dimiliki, organ-organ khusus senlacaln ini inelnikul tanggung jawab untuk 

rnenegakkan hukuln persaingan di satu sisi dan di sisi lain sekalips menjaga 

supaya ikliin berusaha tidak terganggu oleh "intervensi" hukum persaingan 

usaha. 

B. Bentuk Persaingan Usaha dan Monopoli di Negara-Negara Maju 

Perkeinbangan hukuln anti monopoli di negara maju seperti di Eropa 

dan Amerika yang menyebutnya sebagai Antitrust Law mengalami proses 

panjang sebelum sampai pada kondisi sepel-ti sekarang ini. Di Amerika 

peraturan-peraturan mengenai Antitrust ini telah ada sejak tahun 1890 dengan 

dikeluarkannya Sherman Act, kemudian diselnpumakan melalui Clayton Act 

dan Federal Trade Commission Act yang diundangkan tahun 19 14, Robinson- 

Patman Act Tahun 1936, Celler-Kefauver Act 1950, melihat kenyataan 

tersebut Amerika sebagai negara maju telah mengalami beberapa kali proses 

penyempumaan dalam hukum antitrust-nya, dengan mengambil waktu sekitar 

100 tahun. Demikian pula di negara Eropa pada umumnya mereka 

mernerlukan waktu sekitar 40 tahun atau bahkan lebih untuk 

menyempurnakannya. Untuk negara-negara dengan sistem hukum Common 

Law, mereka lebih mudah mengubah atau menyempurnakan hukum anti 

monopolinya, kareila sistem common law dapat menggunakan yurisprudensi 

sebagai dasar hukumnya. 



usaha sepel-ti ini disebut "11-ils~". MeIalui ltekuatan ekonomi yang merelta 

miliki, para pengusaha bet-upaya memonopoli bel-bagai kolnoditi dan 

usaha-usaha tertentu dengan cara menyingkirkan lawan-lawan usaha yang 

ada.80 

Beberapa contoh kai-tel bisnis raksasa di Alnerika Serikat pada 

waktu itu adalah sebagai berikut?' 

a. Standard Oil (1879); 

b. Cotton Oil Trust (1 884); 

c. Linseed Oil (1 885); 

d. Sugar Trust (1 887); 

e. Dan dalain tahun 1887 juga terbentuk trust terhadap Whiskey, 

E~lvelope, Cordage, Oil-Cloth, Paving-Pitch, School-Slate, 

Chicago Gas, St. Louis Gas dan New York Meat. 

Kasus Standar oil merupakan salah satu kasus yang begitu popular 

pada waktu itu. Dalam kasus. ini,Standard Oil Company bersama 33 

perusahaan lainnya dituduh telah membatasi produksi minyak bumi guna 

mengatur harga. Para terlapor juga dituduh memperoleh tarif istimewa untuk 

penginman minyak melalui kereta api, mengatur penetapan harga Vixed 

prices), bersengkokol untuk memonopoli industri pengolahan minyak bumi, 

serta mendinkan "trust" yang menguasai saham dari 40 perusahaan industri 

minyak yang menjadi pesaingnya. Dalam perkara ini, Hakim White 

memutuskan bahwa hanya perjanjian-perjanjian yang terbukti mematikan 

80 Johny Ibrahim, Ioc. cit. 
Munir Fuady ,loc. cit. 



persningan yang dilai-ang, sedangknn peljanjian-perjalljian yang mendukung 

persaingan tetap berlaku. Sejak saat itu, doktrin rzde o f  rensoi? sering inenjadi 

acuan untuk inemutuskan apakah suatu pel-buatan tei-tentu bersifat anti 

persaingan dan nlerugikan i n a ~ ~ a r a k a t . ~ '  

Keinudian di Amerika Serikat, sedikit demi sedikit dominasi bisnis 

dalain bentuk trust atau kartel tersebut lama-lama berkurang, untuk kemudian 

diganti telnpatnya oleh kombinasi bisnis lewat holding company, sehingga 

memuilculkan konsentrasi bisnis dengan terbentuknya bisnis-bisnis raksasa 

dalam satu holding, yakni berupa jaringan bisnis k ~ n ~ l o m e r a s i . ~ ~  

Dominasi melalui inonopoli dengan cara-cara tidak sehat itulah yang 

mengantarkan pelaku usaha untuk memyengaruhi pasar guna meinperoleh 

keuntuilgail yang maksimum. Itulah sebabnya produk perundang-undangan 

yang mengatur persaingan usal~a di Arnerika Serikat disebut Undang-Undailg 

Antitrust terkadang disebut juga Undang-Undang Antimonopoli yang menurut 

Milton Handler dibuat dengan konsep utama monopolization, restraint of 

trade, unfair methods of competition and substantial lessening of competition. 

Elanor Fox menyatakan bahwa tujuan undang-undang Antitrust adalah 

dimaksudkan untuk penyebaran kekuatan ekonomi, kebebasan dan 

kesempatan berusaha dan bersaing, kepuasan pelanggan, dan perlindungan 

terhadap proses persaingan yang mengacu pada peran d a ~ a r . ~ ~  

Berdasarkan uraian di atas, bahwa perkembangan hukum anti 

monopoli di Ainerika Serikat juga semakin gencar dengan adanya begitu 

" Johnny Ibrahim, op., cit. hlm. 139. 
83 Munir Fuady, ibid. 
84 Jolumy Ibrahim, op., cit., hlm.139. 



banyak ltal-tel dagang atau trust seperti telah disebutltan. Maka kai-tel-kal-tel 

dagailg atau ti-ust tei-sebut dilarang dengan berdasarkail pada dokti-in-dokti-in 

penghainbatan pel-dagangan dan monopoli serta dengan ineilggunakall dokti-in 

hukum tentang ultravires dari pel-usahaan-perusallaan yang inelakukan 

koinbinasi tersebut. Maka dalam tahun 1982, The Supreine Court di negara 

bagian Ohio, Amerika Serikat memberikan putusan bahwa The Staildart Oil 

Trust dengan berdasarkan kepada alasan bertentangan dengan kepentingail 

umum dan ultra vires. Putusan ini diputus dalam kasus State v. Standard Oil 

Company (1 892).85 

Sampai saat ini, pengaturan anti monopli terus berkembang di Amerika 

Serikat. Dalain sejarahnya ada beberapa factor yang menyebabkan pengaturail 

persaingan pasai- lewat hukum anti monopoli. Faktor-faktor tersebut adalah 

struktur dan organisasi dari kompetisi, efisiensi dan alokasi produksi, 

komplektivitas dan behavior pasar yang dinamis, nilai-nilai dan kebutuhan 

sosial lainnya.86 Sampai saatini paling tidak telah diterbitkan beberapa 

undang-undang yang mengatur tentang larangan praktik monopoli dan 

persaingan usaha tidak sehat di Amerika Serikat, yakni:s7 

a. Sherman Act (1 890) 

b. Clayton Act (1 9 14) 

c. Federal Commision Act (1 9 14) 

d. Robinson - Patman Act ( 1  936) 

e. Celler - Kefauver Anti Merger Act (1 95 0 )  

85 Munir Fuady, op., cit., hlm. 39 
 bid. 
87 Johnny Ibrahiin, op.,cit., hlm. 135. 



f. HCLI-t - Scott Roclino Antit/-zwt I111preo\*et77ent ACI (1  976) 

g. Inte~~natio~~al Ar7titl-zwt E~.lforcernent Assistance Act (1  994) 

11. Beberapa Undang-Undang Antitrust di tingkat negara bagian di 

Ameiika Serikat. 

Selanjutnya penegakan ketentuan - ketentuan hukuin persaingan di 

Amerika Serikat atau Antitrust Law terutama dibebankan pada dua institusi, 

yakni The Federal Trade Commision (FTC) dan Antitl-zat Division oy Tlze 

Departement of Jzlstice (DOJ - AD). FTC dibentuk pada tahun 1914 

berdasarkan The Federal Act 1914. FTC merupakan institusi yang meiniliki 

kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan investigasi serta menindak 

pelanggaran atas Antitrtlst Law secara perdata. Jadi ia tidak memiliki jurisdiksi 

kiiminal terhadap tindakan pidana pelanggaran ketentuan nntitru~t.'~ 

Sementara itu DOJ-AD memiliki kewenai~gan yang sama dengan FTC 

yakni melakukan penyelidikan dan investigasi serta menindak pelanggaran 

atas Antitrust Law secara perdata untuk sektor industri tertentu. Namun DOJ- 

AD juga memiliki kewenangan untuk menangani kasus pelanggaran ketentuan 

mengenai persaingan dari sisi pidana.89 

Didalam Clayton Act terdapat pengecualian terhadap Undang-Undang 

anti monopolinya khususnya bagi : Persatuan Bui-uh (Labor Union), Koperasi 

Tani (Agricultural Cooperative) dan terhadap kegiatan usaha tertentu (state 

action exemption).90 

" Arie Siswanto, op.,cit., hlrn. 54. 
"Ibid., hlrn. 55. 

Maulana Insan Budi, op.,cit, hai.62. 



2. Perkclllbangail Pengaturan I\/lonopoli di Kanada 

ICanacla merupakan salah satu negara yang perta~na kali lnemiliki 

atui-an hukum ulltuk mencegah tindakan-tindakan inenghambat perdagangan 

yang dilakukan melalui perjanjian atau persetujuan perusahaan-pel-usahaan. 

Menurut catatan, ketentuan tersebut sudah dilniliki ole11 Icanada pada tahun 

1989. Meskipun demikian, ketentuan persaingan usaha yang kolnprehensif 

baru diiniliki Kanada pada saat diuildaligkannya Competitior? Act tahun 1986. 

Motor utama dalam penegakan Competition Act 1986 di Kanada 

adalah Competition Bureau yang dikepalai oleh Director of I~?vesti,ontion and 

Resear-ch serta memiliki kurang lebih 240 staf. Director of Investigation and 

Reserrch ini merupakan penegak hukum yang independen, sehingga tidak ada 

peluang bagi pihak lain untuk mengarahkannya di dalam lnelnbentuk 

keputusan atau rekomendasi. Meskipun begitu, Kementerian Industri bisa 

memelintahkan Director of Investigation and Research ul~tuk lnelakukan 

investigasi terhadap kasus-kasus tertentu. 

Competition Act 1986pada dasarnya mengenal dua jenis tindakan 

yang dianggap melanggar ketentuan persaingan usaha. Yang pertama adalah 

tindakan-tindakan yang oleh Competition Act 1986 dianggap sebagai 

pelanggaran pidana (criminal offences). Termasuk dalanl tindakan 

pelanggaran pidana ini adalah persekongkolan, bid-rigging, diskriminatif 

harga, predatory pricing, price-mainenance, serta iklan yang menyesatkan. 

Sementara itu, jenis tindakan yang kedua disebut sebagai "reviewable 

pvactices", yakni pelanggaran terhadap Competition Act 1986, narnun bukan 



inempakan tindak pidana. Menurut hukum ICanada, "r-e\~ie~\;nble prnc/iccs", 

diantaranya lneliputi merger, abuse of clorni17unce, refiuals to deal, esclrrsi\~e 

dealilrg, ddan tied selling. Berbeda dari "CI-inzinal c~flences" yailg dipei-iksa di 

pengadilan kl-ilnina biasa, "reviewable practices" diperiksa oIeh Cor1zpetitio17 

Tr.ibtaza1, suatu institusi adininistratif quasi-judisial. Karena bukan peradilan 

pidana, Competition Tribunal tidak melniliki kewenangan untuk menerapkan 

pidanit. Meskipun demikian, kewenangan yang ada pada Tribzmal ini cukup 

besar, diailtaranya meliputi kewenangan untuk memerintahkan dilakukannya 

pemecahan aset maupun saham pei-usahaan. Biarpun "reviewable practices" 

bukan merupakan pelanggaran pidana, kegagalan pelakunya untuk meinatuhi 

perintah Competition Tribunal dianggap sebagai tindak pidana yang diancam 

pidana denda atau kurungan serta bisa dianggap pula sebagai penghinaan 

terhadap pengadilan (contempt of court). 

Berkaitan dengan kedua jenis tindakail yang ada, yakni Competition 

Act 1986, dapat dikemukakan bahwa Competition Bureau benvenang dalam 

melakukan penyelidikan, baik penyelidikan berupa "Criminal Offences" 

maupun "Revisable ~ r a c t i c e s " . ~ ~  

3. Perkembangan Pengaturan Monopoli di Perancis 

Kanada mengeluarkan Competition Act pada tahun 1986, dan secara 

kebetulan Prancis juga mengeluarkan pei-undangan baru di bidang persaingan 

usaha. Berdasarkan Ordonansi tahun 1986 tersebut, peran utama penegak 

" h i e  Siswanto, Hukum Persaingan Usaha, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2002, hlm.35 



ketentuan-ketent~a pcl-saingan usaha di Prancis dipegang ole11 suatu otoritas 

adininistratif independen yang disebut Le Cor~scil de la Corlcz~rr-e17cc. Lc 

Conseil de la Co17currer7ce ini ~nemiliki 16 orang anggota yang sebagian 

anggota lainnya adalah orang-orang yang nlemiliki keahlian khusus di bidang 

kepentingail konsuineil/kebijakan persaingan (consz~nzer azirs/conzpetitio~7 

policy) sei-ta juga dari kalangan usaha. 

Sebelum dibentuk Le Conseil de la Colzcuvrence, sebenarnya di 

Prancis telah ada badan seiupa yang bernama la Commission de la 

Concurrence. lvamun, perbedaan yang besar ada di antara le 

Conseil dengan la Commission yang digantikan. Lain dari la 

Commission yang hanya memiliki kewenangan konsultatif (advisouy body), la 

Coseil merupakan organ quasi-judisial yang bisa inembuat keputusan (a 

quasijudicial decision-making body). Apabila terjadi pelanggaran terhadap 

pasal 7 & 8 Ordonansi 1986 yang melarang tindakan anti 

persaingan, concerted actions dan penyalahgunaan posisi dominan, le 

Conseil bisa menetapkan denda sarnpai sebesar 5% dari total sales terhadap 

perusahaan yang melakukan pelanggaran. 

Pengadilan perdata di Prancis juga memiliki kewenangan untuk 

menegakkan Pasal 7 & 8 Ordonansi 1986, narnun lebih dari le Conseil yang 

hanya bisa menetapkan denda, pengadilan juga benvenang menetapkan ganti 

rugi bagi pihak yang dirugikan serta membatalkan perjanjian yang melawan 

hukum. Melalui proses hukum acara perdata biasa, pihak yang dirugikan oleh 



pe1anggara1-1 hukum pel-saingan harus meinikul bcban pcmbul<ti:in (b~~rcle17-ofl 

PI-oofi apabila ia rnengajukan gugatan ke pengaclilan. 

Keputusan Le Conseil de la Conczlr-rer7ce bisa dibanding lnelalui Paris 

Court of Appeals. Fr-ederic Jeizny mencatat bahwa antara bulan Februari 1987 

sarnpai Desernber 1994 le Cor~seil telal~ mengeluarkan 55 1 putusan, yang 175 

diantaranya dibanding ke Paris Court qf~ppealsg'.  . 

C. Perbandingan Persaingan Usaha danMonopoli Negara-Negara Asia 

Sebelum hukuin persaingan usaha diberlakukan di Indonesia, negara- 

negara tetangga seperti Jepang dan Korea Selatan telah lebih dahulu 

mempunyai ketentuan tentang persaingan usaha atau antimonopoli. Hukum 

a~ltimonopoli di Jepang diatur dalam The Antimonopoly Law 1947 (AML) 

yang diundangkan pada tanggal 14 April 1947. Selaii~ AML, di Jepang 

diberlakukan juga dua ketentuan pelengkap, yakni Act Against Delays and 

Payment o f  Subcontract Proceeds, Act to Subcontractory yang diundangkan 

pada tanggal 1 Juni 1956 dan Act Against UnjustifiabZe Premiums and 

Misleading Representations yang diundangkan pada 15 Mei 1 96293. Philipina 

mengatur hukum antimonopoli dalam satu chapter khusus tentang Frauds in 

Commerce and Trade pada Penal Code-nya yang direvisi pada tahun 1930 

dengan Act Number 3815. Ketentuan serupa di negara Amerika Serikat telah 

diberlakukan sejak tahun 1890 dalam 77ze Sherman Antitrust Act. Sherman 

Act1 890 yang kemudian mengalami perubahan dengan The Clayton Antitrust 

92~bid, hlm.52 
93 Arie Siswanto, op.,cit., hlm. 52. 



Act1914; Robiizsor7 Pcltil7crr? Ac/ 1936. Celler-Kefclruver Act  1950 dan The 

Federal Trade Con7issiorr Act 191 4". 

1. Perkenlbangan Pengaturan bllonopoli di Jepang 

Jepang dengan Undang-Undang Anti Monopoli yang dinainakan 

Doliuser7 Kilzslzi HOU", mengecualikan beberapa kegiatan yang tidak 

dilarang oleh Undang-Undang tersebut, antara lain : 

a. Moilopoli alami (Monopoly by ~ n w ) . ~ ~  - 

b. Kegiatan yang dilakukan berdasarkan Undang-Undang. 

c. Pelaksanaan Hak atas Kekayaan Intelektual. 

Untuk unsur pengawasan, Undang-undang (AML) telah 

meiletapkan Japan Fair Trade Commission (JFTC) sebagai 

lembagalinstansi pengawas atas penerapan Undang-Undang tersebut 

(Pasal 27 ayat (I)) serta bertangguilg jawab secara administratif kepada 

Perdana Menteri (pasal 27 ayat (2)). Walaupun bertangguilg jawab secara 

administratif kepada Perdana Menteri, namun independensi JFTC dalam 

membuat keputusan tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun. Berbeda 

dengan di Amerika Serikat, dalam menjalankan pengawasan terhadap 

pelaksanaan AML, JFTC memiliki tiga wewenang sekaligus. Wewenang 

tersebut adalah (I) wewenang administratif (adminsitrative power), (2) 

wewenang untuk mengeluarkan peraturan (quasi-legislative power), (3) 

" Yani dm Widjaja, 1999: 7 
95~aulana  Insan Budi, Catatan Singknt Undang-Undang No.5 tentnng Lnrnngnn 

~raktelcMonopoli dun Persaingan Usaha Tidak Sehat, Citra Aditya Bakti, 
Bandung, 2000, Hal. 61 

96~onopoli alami yaitu, Monopoli yang tevjadi akibat skala produbl ynng t idd dapat 
ditempuh oleh orang lain. 



wewenang ~nelaltukan penyelidikan clan penyidikan, sel-ta wewenang 

untuk menjatuhkan sanksi (qz~as~-~r~r/icic//  pon.er). Di Amerika Serikat, 

wewenang untuk 1nengelua1-kan peraturan dalaln rangka 

penegakan Antitrust Law, adalah Departemen Kehaklman. 

Meskipun eksistensi JFTC pada dasamya adalah sebagai sebuah 

organ administratif yang independen, nalnun masih terbuka celah bagi 

campur tangan pihak luar yang dapat mempengaruhi independensi JFTC. 

Celah-celah cainpur tangan pihak lam misalnya disebabkan karena 

aktivitas JFTC diawasi ole11 Parlelnen (Dzet), lagipula penunjukan ketua 

komisi hams dilakukan dengan persetujuan Parleinen. Di samping itu, 

setiap tahun JFTC wajib menyampaikan laporan aktivitas penegakan AML 

pada parlemen. Sementara itu, kewenangan rekrutmen ketua dan anggota 

komisi JFTC rilengusulkan perangkat aturan-aturan terkait, serta 

mengusulkan anggaran, berada di tangan Perdana Menteri. Celah-celah ini 

yang masih memungkinkan intervensi yang dapat mempengaruhi kinerja 

JFTC sebagai sebuah lembaga yang independen.97 

2. Perkembangan Pengaturan Monopoli diKorea Selatan 

Undang-undang telah menentukan bahwa Menteri Perencanaan 

Ekonomi (Minister of Economic Planning Board-EPB) bertanggung jawab 

terhadap pengawasan pelaksanaan undang-undang ini. Apabila 

menemukan pelanggaran EPB mengeluarkan pembeiitahuan secara 

97 Johnny Ibrahim. Teori dun Metodologi Penelitian Hukum Normat$ Malang: 
Bayumedia Publishing, 2006, hlm.160 



informal kepada pihak yang melakukan pelanggai-an dan langkah-langkal~ 

perbaikan akan ditempuh apabila si pelanggar menyetujui usulan EPB. 

Dalam ha1 ini langkah yang diteinpuh mirip clengan corzsent decr-ee dalain 

sistem Arititrzut Law di Amerika Sei-ika. Nainuil apabila si pelanggar 

ineilolak usulan EPB, illaka pennasalahannya diserahkail pada KFTC 

untuk melaksanakan tindakan korektif yang diperlukan. Jadi, sebelum 

suatu masalah ditangani oleh KFTC, inaka EPB terlebih dahulu akan 

berusaha menyelesaikan. Berhubung KFTC hanyalah suatu lembaga yang 

berada di bawah wewenang EPB, maka sulit untuk menilai apakah KFTC 

hanyalah sebagai dewan penasihat bagi EPB ataukah ia memiliki 

wewenang yang dibagi dengan EPB. Jelas bahwa KFTC tidak 

seindependen atau sekuat JFTC (Japan Fair Trwde Commission), 

meskipun KFTC juga dapat mengeluarkan perintah penghentian (cease 

and desist order) sama dengan JFTC. 

Dalain hubungan dengan pengaturan masalah kartel, Korea Selatan 

memiliki persamaan dengan Jepang. Seperti halnya Jepang, Korea Selatan 

juga mengizinkan adanya dua jenis kartel, yakni kartel antidepresi dan 

kartel rasionalisasi (pasal 18 ayat (2) dan pasal 12). Kartel antidepresi 

dimungkinkan apabila terjadi krisis ekonomi yang mengakibatkan harga 

suatu produk jatuh berada di bawah biaya produksi rata-rata. Dalam ha1 

ini, tindakan yang diambil adalah kesepakatan antara pihak-pihak yang 

terkait untuk meinbatasi jumlah produksi dan peiljualan atau dapat juga 

berupa penanbal~an fasilitas produksi. Jika, peinbatasan produksi ternyata 



tidak efektif inaka dengan persetujuan EPB dapat clilakukan penetapan 

harga (fix prices). I<artel 1-asionalisasi adalah kai-tel yang dibentuk oleh 

para pelaku usaha untuk nlenerapkan kekuatan oligopoli dalain ha1 

diperlukailnya rasionalisasi perusahaan. Ini dimungkinltan atas persetujuan 

EPB apabila diperlukan dalain rangka pengembangan tekilologi guna 

menekan harga dan ineningkatkan efisiensi. Dapat pula dalam upaya 

membatasi penerapan teknologi atau peinbatasan barang apa yang hams 

diproduksikan. Kartel rasionalisasi juga dianggap berguna dalain upaya 

memanfaatkan fasilitas bersama seperti transportasi atau penyimpanan 

bahan mentah atau produk jadi ataupun memanfaatkan pembelian barang 

bekas (scrap) dan limbah buangan (waste material). 

Dengan demikian, Korea Selatan sebagai salah satu negara industri 

bai-u (Newly Industrialized Cozmt~y) banyak belajar dari apa yang telah 

dicapai oleh negara tetangganya (Jepang) dalam pengaturan monopoli dan 

persaingan sehat. Korea Selatan sendiri belum berpengalaman dalam ha1 

ini dan belajar banyak dari negara tetangganya terseb~t.~ '  

Badan yang bertanggung jawab atas ketaatan terhadap undang- 

undang ini ialah Komisi Persaingan dan Konsumen Australia (The 

Australian Competition and Consumer Commission-ACCC) yang dibentuk 

pada tanggal 6 November 1995.ACCC merupakan merger atau 

penggabungan dari The Trade Practice Commission dan The Price 

Surveillance Authority. Dalam ha1 pelaksanaan kebijakan yang terkait 



dengan perbuatan antipersaingan: pembatasan perdagangan (~-cstl-ic/il~c 

trcde practice), dan kebijakan harga (pricir.l,o policy) ACCC bertanggung 

jawab pada Menteri Keuangan. 1Vainun dalam hal-ha1 yang terkait dengan 

perli~lduilgan terhadap konsumen, ACCC bertanggung jawab pada Mentei-i 

Perindustrian, teknologi, dan ui-usan Pariwisata. Stiuktur, wewenang, dail 

fungsi ACCC selengkapnya diatur dalam Bab 2 Pasal 6-29 TPA. 

Berbeda dari negara-negara lain, proses peradilari terhadap 

pelanggaran undang-undang persaingan dilakukan di pengadilan khusus, 

yaitu Pengadilan Persaingan Dagang (The Australian Competitiorz 

Tribunal-ACT) yang juga bertugas untuk rnemeriksa pernlohonan banding 

yang diajukan oleh para pelaku usaha yang terkait dengan keputusan- 

keputusan yang dikeluarkan oleh ACCC. Stiuktur, batas-batas wewenang, 

dan fungsi ACT diatur dalain BaG 3 Pasal30 - 44A TPA. 

3. Perkembangan Pengaturan Monopoli diMalaysia 

Malaysia dan Indonesia merupakan dua negara yang terletak di 

kawasan Asia Tenggara, bertetangga dan relatif memiliki kebudayaan 

hampir sama. Narnun demikian, Malaysia dalam masa sekarang memiliki 

prestasi ekonomi jauh lebih bagus dari Indonesia. Pada tahun 1980-1990, 

pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih tinggi dari Malaysia. Namun 

setelah melewati masa tersebut, pertumbuhan ekonomi Malaysia jauh 

meninggalkan Indonesia. Sekarang ini, ketika Indonesia berada dibawal~ 



tekanan krisis yang kuat, kondisi ekonomi Malaysia relatif stabil clan tel-us 

bergerak sebagai salah satu negal-a yang dipei-hitungkan dj Asia Tenggal-a. 

Malaysia menggunakan Comnpetifior.r Act 71 -7 Tahun 20 10 untuk 

ineilgatur rnengenai persaingan usaha di Negara Malaysia. Dalarn 

pembentukan undang-undang diinaksud bel-langsung cukup lama. l(e11da1a 

yang dihadapi adalah kemauan politik dan penerimaan publik terhadap 

rencaila diinaksud serta kurangnya ken~ampuan SDM dan institusi. 

Pada Bagian I1 dalam hukuin Malaysia Tahun 2010 dibahas 

mengenai Competitif Act 712 berisi tentang praktik persaingan u s a l ~ a . ~ ~  

Namun demikian sudah ada pengaturan dan pengawasan persaingan usaha 

dalam sektor-sektor tertentu, seperti: sektor komunikasi dan multimedia 

dengan the Cornrnzinications and Mziltimedia Act 1998, selctor ener-gi 

dengan Energy Commission Act 2001, sektor keuangan oleh Bank Negara 

Malaysia dengan the Banking and Financial Institution Act 1989 dan 

Insurance Act 1996. 

Malaysia saat ini masih terus bekerja secara simultan dan hati-hati 

untuk memastikan bahwa undang-undang Persaingan Usaha tersebut akan 

berlaku secara efektif dan dapat diterapkan untuk mengatasi masalah- 

masalah yang timbul dalarn persaingan usaha. 

99 ~overnment of Malaysia. 2010. Laws of Mala,ysia Act 712 Competitive Act 2010. 
Ma1aysia:Publisher's Copyright, p. 1 1-1 8. 



3. Perke~iibangan Pengaturan Monopoli cliHong Kong 

Iceputusan untuk menggunakan hukum umum antitrust di Hong 

Kong di lnulai pada tanggal 20 Maret 2007. Dan rnulai saat itu Hang Icollg 

telah bei-komitmen penuh untuk lneinproinosikan sebagai Negara yang 
. . ~. 

menganut perdagallgan bebas clan kompetisi. Hal ini sesuai dengan respoh 

dari hasil survei APEC-OECD yang mengindikasikan bahwa: 

[Hong Kong] is fillly committed to the promotion of free trade and 
competition. The fact that its trade]-s and producers are exposed to 
acute international competition is a good illusti~ation of [Hong 
Korzg] as an open and free economy. The approach to promoting 
competition is grounded on the basic economic philosophy o f  
minimum government intervention in market forces. In the case of 
[Hong Kong] 
which is a snzall and exte~*nally-oriented economy, this approach is 
regal-ded as the best means of enlzancing competition and effi 
ciency on the one hand and keeping costs an.d prices down on the 
other. 100 

Hong Kong memberikail kebij akan perdagangan bebas. Kebij akan 

tersebut membuat kompetisi di Hong Kong menjadi ekstrim untuk 

perdagangan barang dan jasa, ha1 ini dikarenakan termasuk dalam 

perdagangan pasar global. Pemerintah Hong Kong telah mengadopsi 

antitrust pada sektor yang spesifik, sebagai contoh adalah pada sekt'br 

telekomunikasi dan penyiaran dirancang untuk praktik frustrate anti- 

competitive. 

Dalam bulan Desember tahun 1997, pemerintah Hong Kong 

membuat Competition Policy Advisory Group ('COMPAG') dibawah 

100 APEC-OECD Integrated Checklist on Regulatory Reform: Addressing Regulatory, 
Competition Policy, and Market Openness Policy Issues-Hong Kong, China, 
2006/SOM3/EC/O 15,23. 



piinpinan sekretaris keuangan, untuk dapat merespon terhadap 

pengawasan kebijakan kompetisi di Hang Kong dan ine~langani 

pennasalahan yang bei-hubungan dengan koinplain masalah kompetisi. 

Dalam bulan Mei 1 998 COMPAG mempublikasikan pernyataan tentang 

kebijakail koinpetisi yang lneliputi wilayah Hong Kong. Paragraf (4) dari 

pemyataan tersebut adalah sebagai berikut: 

Pro-competition Principles 
All government entities, and pzrblic- and PI-ivate-sector bodies are 
encouraged to adhere to the following pro-co~npetition princ@les 
for the purpose o f  enhancing economic efJi ciency and free trade: 
(a) maximizing ~~eliance on, and minimizing interfirenee with, 

market mechanism; 
(b) maintaining a level-playing$ eld; 
(c) minimizing uncertainty and fostering confi dence in system 

fairness and pr-edictability by: 
(i) consistent application ofpolicies; 
(ii) transparent and accountable operations; and 
(iii) adherence to equitable and non-discri17zinatouy standards 

andpractices. lo '  

Pada bulan Juni 2005 Competition Policy Review Committee 

('CPRC') yang didirikan ole11 COMPAG mengadakan peninjauan kembali 

mengenai efektivitas kebijakan kompetisi di Hong Kong dan melakukan 

pencatatan terhadap temuan-temuan dari COMPAG. Dan hasilnya 

merokemendasikan bahwa untuk peraturan baru seharusnya di laksanakan 

untuk semua, tetapi seharusnya tidak menarget struktur pasar, tidak untuk 

mengatur monopoli alami atau merger dan akuisisi. 

Pada bulan November 2006, berdasar pada bagian proposal CPRC, 

dilakukan diskusi dokumen mengenai "Pvomoting Competition- 

''' WTO Secretariat, Trade Policy Review: Hong Kong, Cl~ina, WT/TPR/S/109, at 
III(1)(4). 



dipublikasikan ole11 Eco170177ic De~~elopn~ent and Laboz~r- Bu1.eaz.i 

('EDLB'). Ada empat keuntungan yang diidentifikasi dalam Pi~oi7?otil1g 

Competition tentang hukum antiti-[at: 

( I )  current policy could Be i~nplemented more effectively by inter 
alia allowing for more effective sanctioning; 

(2) the institutional .fi-nmework for antitrust policy would be 
strengthened; 

(3) the business environnzent would be improved arid a level . 

playing$ eld promoted; 
(4) long-term relative competitiveness would be improi~ed. '~~ 

Kemudian respon terhadap Promoting Competition di atur dalain , 

EDLB Report on Public Consultation on the way forward ,for Hong 

Kong 's Competition Policy yang dipublikasikan di bulan Maret 2007. 

4. Perkembangan Pengaturan Monopoli di China 

Hukum antimonopoli di China dibuat dengan tujuan untuk 

menyehatkan perkembangan ekonomi pasar sosialis. Pertengahan tahun 

1980 diskusi pertarna dimulai di China untuk membuat hukum antitrust 

yang memnuhi standar internasional. Sebelum membuat undang-undang 

hukum anti-monopoli tahun 2008 di China masih menggunakan perangkat 

legislatif yang berkaitan dengan pengaturan kompetisi, aturan alami, dan 

beberapa praktik pada sektor yang spesifik. 

Ada beberapa yang dianut oleh China dalarn penggunaan aturan- 

aturan dalam hukum antitrust yang baru, meskipun ada beberapa alasan 

'O' CPRC, Report on the Review of Hong Kong's Competition Policy, June 2006, para 
2. See, on the early stages of the reform process, Furse, M, 'Competition Law and Reforill in Hong 
Kong' (2007) European Competition Law Review 40 1 .  



yang mei~clukung teshaclap penggunaan hukuin baru. Fa Zhen dari C'hi7.lesc 

Con717zittee o f  Econonzy and TI-acle meinberikan 4 (empat) alasan 

penggunaan hukum antitrust yang baru tersebut, yaitu: 

( I )  tlze objective denland of acceleratir7g the constr~~ction of' the 
socialist market economy; 

(2) developing the socialist law system; 
(3) deepening the reform of enterprise and stimulatirzg governrncrzt 

to change its functions; 
(4) integrating Chinese approach with international practice and 

laws.'03 

Ada beberapa kelompok pejabat dari State Administration for. 

Industry and Commerce ('SAIC'), dan State Economic and Trade 

Commissiorz (SETC) dengan jumlah yang signifikan dari beberapa 

kelompok di China memberikan pernyataan mengenai standar 

inten~asional yang dapat digunakan dalam hukum yang bam. Wu 

berpendapat bahwa: 

The principal drafters had the following goals for the [Anti- 
Monopoly Law]. The Chinese anti-morzopoly legislation should 
meet the objectives of establishing a unified, open, competitive, 
orderly, and modern market system in China and ofperfecting the 
socialist market economy system. It should not only be based on 
the Chinese situation, but it should also borrow from the practical 
experiences and results of 
foreign anti-monopoly laws. The law should meet the speci! c 
vequirements of China, promote the orderly development of the 
socialist market economy, and comply with common international 
practices and regulations. lo4 

Kapasitas China dalam melaksanaan hukum baru mengenai 

antitrust berjalan efektif. Perhatian pada transparansi sistem hukum, 

Io3 Zhen, F, 'An economic constitution; a discussiolz of some ideas and problems i1.r 
legislating a Chinese anti-monopoly law' (1998) 4 Intert/,acle 4. 

104 Wu, Z ,  'Perspectives 012 the Chinese Anti-Monopoly Law' (2008) 75 Antitr~lst Lnvv 
Journal 

73 at 78. 



kapabilitas institusio~ial~ ketidakpastian clalalll hubungannya dengan 

kontrol kekuasaan dilakukan oleh Anti-Monopoly L ~ M I  Enfor~cen7ent 

Agency ('AMLEA') yang mengatur tentang adlninistrasi huku111. 



BAB IV 

HAK MONOPOLI OLEH BUMN 

A. Filosofi Pemberian EIak hlIonopoli oleh BUMN 

Masalah persaingan usaha sebenainya merupakan urusan antai- para 

pelaku swasta dimana negara tidak tuivt cainpur, namun untuk terciptanya 

level plczyingfield antar para pelaku usaha dan untuk meliildungi pihak yang 

lemah yaitu konsumen, maka negara perlu turut campur dengan bersumber 

padapower of economic regulation. 105 

Ginandjar Kartasasmita berpendapat ada 4 (empat) fungsi strategis 

negara yaitu: lo6 

1 .  Fungsi strategis penegakan hukum yang adil. ICeadilan hukum 

inerupakan landasan bagi keadilan ekonomi atau sebagai prasyarat i1a1-i 

proses kegiatan ekonomi yang adil. 

2.  Fungsi strategis menciptakan persaingan yang sehat. Asumsinya 

adalah pasar merupakan mekanisme yang mengatur kehidupan 

ekonomi, maka tanpa adanya iklim persaingan yang sehat hanya &an 

menghasilkan ketidakadilan dalam kesempatan untuk berkiprah dalam 

kehidupan ekonomi. 

3 .  Fungsi strategis redistribusi. Terbukanya kesempatan seperti disebut 

terdahulu, masih tidak dapat menjamin adanya distribusi kesejahteraan 

105 Hikmahanto Juwana, "Sekilas tentang Hukum Persaingan dan UU No. 5 Tahun 
1999", Jzo-nal Magister Hukum (Yogyakarta:Universitas Islam Indonesia, 1999), hlm 32. 

lo' Ginandjar Kartasasmita, "Agenda Pembangunan Ekonomi Nasional sebagai Dasar 
Pe~nbentukan Ekonomi Nasional", Pelita No. XXI-6339 (Jakarta: 10 Juni 1994), hlm. iv. 



yang dianggap adil ole11 masyarakat. Hal ini beral-ti kebijaltan dan 

pelaksanaan distribusi harus sekaligus n~emperkuat kemampuan 

lapisan ekonomi rakyat untuk bersaing dan memperolell kesempatan. 

Hal ini sangat penting dalam dunia yang semakin terbuka dan penuh 

4. Fungsi strategik untuk inenunjang tercapainya deinokrasi ekonoini 

adalah di bidang pemenuhan kebutuhan dasar rakyat. 

Undang-Undang Dasar 1945 inelindungi kepentingan rakyat melalui 

pendekatan kesejahteraan dengan tidak membiarkan mekanisine pasar bei-jalan 

dengan bebas,lo7 namun tetap memerlukan peraturan pemndang-undangan 

untuk mengatur jalannya perekonoinian nasional. Pasal 33 Undang-Undang 

Dasar 1945 menyiratkan tujuan pembailgunan ekonoini yang hendak dicapai 

haruslah berdasarkan kepada demokrasi yang bersifat kerakyatan, yaitu 

adanya keadilan sosial bagi selumh rakyat Indonesia. 

Sri Edi Swasono berpendapat pengaturan perekonomian dengan 

peraturan perundang-undangan adalah untuk menciptakan struktur ekonomi 

nasional dalam rangka mewujudkan demokrasi ekonomi berdasarkan 

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang mempunyai ciri-ciri sebagai 

berikut: '08 

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas 

kekeluargaan; 

2. Cabang-cabang produksi yang penting baginegara dan menguasai hajat 

'07 Ayudlla D. Prayoga et. Al., Editor, Persaingan Usaha dan Huli~nz yang 
Mengatur-nya di Iridonesia, Jakarta, Ellips Project, 2000, hlm. 39. 

'Ox Ibid., hlrn. 40 



hidup 01-ang banyak dikuasai ole11 negal-a; 

3. Buini, ail- dan kekayaan alam yang ter-kandung di dalamnya sebagai 

pokok-pokok kemakmurail rakyat dikuasai ole11 negara dan 

dipergunakan untuk sebesarbesal-nya keinakinuran rakyat; 

4. Sumber kekayaan dan keuangan negara digunakan dengan 

perrnufakatan lembaga penvakilan rakyat, dan pengawasan terhadap 

kebijakannya ada pada leinbaga perwakilan rakyat pulii; 

5. Perekonomian daerah dikembangkan secara serasi dan seimbang antar 

daerah dalam satu kesatuan perekonomian nasional dengan 

mendayagunakan potensi dan peran serta daerah secara optimal dalain 

rangka penvujudan wawasan nusantara dan ketahanan nasional; 

6. Warga negara memiliki kebebasan dalam memilih pekerjaan yang 

dikehendaki serta mempunyai hak akan pekerjaan dan penghidupan 

yang layak bagi kemanusiaan; 

7. Hak milik perseorangan diakui dan pemanfaatannya tidak bole11 

bertentangan dengan kepentingan masyarakat; 

8. Potensi, inisiatif, dan daya kreasi setiapwarga negara dikernbangkan 

sepenuhnya dalam batas-batas yang tidak merugikan kepentingan 

umum. 

Ciri-ciri perekonomian Indonesia yang terdapat dalam GBHN 

1998adalah sebagai berikut:'09 

log GBHN 1998, Kaidah Penuntun 



I .  Perekonomian lndonesia disusun sebagai usaha be]-sama berdasar atas 

asas kekel LI ai-gaan; 

2. Cabailg produksi yang peilting dail inenguasai hajat hidup orang 

banyak di kuasai oleh negara; 

3. Bumi, air dan kekayaan yailg terkaildung didalamnya dikuasai oleh 

negara dan dipergunakan sebesar-besamya untuk keinaklnuran rakyat; 

4. Suinber kekayaan ' dan keuangan negara digunakan dengan 

pemufakatan Leinbaga-lembaga Perwakilan Rakyat, serta pengawasan 

terhadap kebijaksanaailya ada pada Lembaga Perwakilan Rakyat pula; 

5. Perekonoinian daerah dikembangkan secara serasi dan seimbang antara 

daerah dalain satu kesatuan perekonoinian nasional dengan 

mendayagunakan potensi dan peran serta daerah secara optimal dalam 

rangka pel-wujudan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional; 

6. Warga negara inemiliki kebebasan dalam inemilih pekerjaan yang 

dikehendaki serta mempunyai hak akan pekerjaan dan penghidupan 

yang layak bagi keinanusiaan; 

7. Hak milik perorangan diakui dan pemanfaatamya tidak boleh 

bertentangan dengan kepentingan masyarakat; 

8. Potensi, inisiatif dan daya kreasi setiap warga negara diperkembangkan 

sepenuhnya dalam batas-batas yang tidak merugikan kepentingan 

umum. 

Pasal 33 ayat (2) mengandung arti, bahwa negara kita memutuskan 

untuk mengadopsi unsur-unsur sistem perekonoinian sosialis, dimana negara 



menguasai cabang-cabang produksi yang peilting bagi negal-a dail menguasai 

hajat hidup orang bailyak (rakyat). Tetapi ketentuan dalam GBHN yang 

berbunyi "hak milik perorangan diakui clan peinanfaatannya tidak bole11 

bertentangan dengan kepentingan masyarakatn7 lebih lnemperkuat argurnentasi 

bahwa sebenarnya sistem perekonoinian Indonesia tidak selalu so~ialistis."~ 

Pada sistem perekonomian yang sosialistis, hak inilik perorangan 

terutama faktor-faktor produksi yang penting tidak diakui dan hams dikuasai 

ole11 negara, tetapi tidak de~nikian halnya dengan sistem perekonomian 

Indonesia, faktor produksi penting, sepei-ti telekomunikasi dan perhubungan 

masih bisa dapat dilakukan oleh swasta perorangan. 

Pasal 33 ayat (3) yang inenyebutkan kata kelnakmuran rakyat, berarti 

bahwa peningkatan pelIdapatan materiil per kapita hams 

dipentingkan/didahulukan. Rakyat yang makinur adalah rakyat yang 

kebutuhan materinya terpenuhi . Segala kekayaan alam atau sumber daya yang 

dimiliki oleh negara harus dikuasai oleh negara dan diusahakan untuk 

meningkatkan pendapatan rakyat. Ayat inilah yang merupakan dasar filosofis 

dari perlunya pertumbuhan ekonomi, yaitu peningkatan dalam pendapatan 

nasional kita secara terus menerus. " Perekonomian hams tumbuh dengan 

cepat, sebelum program-program pemerataan untuk mencapai keadilan sosial 

dapat dilaksanakan, sebab keadilan tidak mungkin dicapai tanpa bertambahnya 

keinakmuran terlebih dahulu. 

' I 0  Mubyarto, Ekonomi Pancnsiln, Aditya Media, Yogyakarta, 1997, Hal. 66 
I  I 1  Mubyarto, op cit, Hal. 67 



Pada penjelasan pasal 33 juga ditegaskan lebih lanjut, balnva 

perekonomian diatur bei-dasar Demokrasi Ekonoini, yailg artinya keinakmuran 

bagi semua orang, bukan kemakinui-an hanya bagi orang seorang. Memahami 

secara mendalam pengertian Demokrasi Ekonomi dalain penjelasan Undang- 

Undailg Dasar 1945 pasal 33 ini, tidak diragukan lagi bahwa yang dilnaksud 

dengan deinokrasi ekonomi bukanlah sekedar cara mengatur sistem Indonesia, 

tetapi sekaligus ditujukan pada tercapainya hasil akhir dari pelaksailaan sistein 

perekonoinian yang berdasar atas asas kekeluargaan. Artinya, pelaksanaan 

sistem ekoilomi kekeluargaan yang bennoral Pancasila hams inenghasilkan 

keinakmuran masyarakat seluruhnya yang merata. Inilah yang dimaksud 

dengan kesejahteraan sosial. Masyarakat sejahtera adalah masyarakat yang 

makmur dan sekaligus pembagiannya merata (adil dan makrn~r)"~.  

Garis-Garis Besar Haluan Negara 1973 sampai dengall 1998 

menentukan bahwa pengaturan perekonomian dengrn peraturan perundang- 

undangan adalah untuk menghindari hal-ha1 sebagai berikut:l13 

1. Sistem free fight liberalism yang menumbuhkan eksploitasi terhadap 

manusia dan bangsa lain yang dalarn sejarahnya di Indonesia 

menimbulkan dan mempertahankan kelemahan struktur ekonomi 

nasional dan posisi Indonesia dalam perekonomian dunia; 

2. Sistem etatisme, artinya negara dan aparatur ekonomi negara bersifat 

dominan, mendesak, dan mernatikan potensi serta daya kreasi unit-unit 

ekonomi di luar sektor negara; 

' l2 Mubyarto, op cit, Hal. 69 
Ibid, hlm. 40-41. 



3. Persaingan tidak sehat sesta pernusatan kekuatan ekonomi pada satu 

kelompok dalam bei-bagai bentuk monopoli dan monopsoni yang 

~nerugikan masyarakat dan bel-tentangan cleiigan cita-cita keadilan 

sosial. 

Menurut Melanie Johnson MP dalam pidato yang disampaikan pada 

Third Anntlal Conjerrence on International and Comperntive Competition Law 

pada bulan Mei 2 0 0 3 " ~ ~  untuk dapat mencegah dan meininimalisasi efek 

negatif dari kartel dan Persaingan Usaha yang curang, diperlukan Undang- 

Undang Persaingan Usaha yang efektif. Sepel-ti dikutip dari Irvin Stelzer yang 

menernpatkan kontribusi Undang-Undang Persaingan Usaha untuk menekan 

kekuatan ekonoini dan memaksimalkan kesempatan bagi semua pihak. Seperti 

Amei-ika Serikat yang telah memiliki sanksi pidana untuk pe~ilaku usaha yang 

curang dalam Statule Books ~nereka sejak tahun 1890. Begitu pula Canada dan 

Jepang memiliki sanksi pidana untuk pelanggaran kompetisi. Prancis, 

Nonvegia dan Irlandia memiliki sanksi pidana untuk kartel. Inggris melalui 

Enterprise Act saat ini telah memiliki sanksi yang sama, yang dibantu oleh 

pelaksanaan yang konsisten dan keras oleh pemerintah untuk membantu 

mengatasi pelanggaran dalarn sektor persaingan usaha, terutarna untuk masalah 

kartel yang telah mencurangi pembeli, konsumen, dan masyarakat pada 

umurnnya. Disini terlihat bahwa pada negara-negara maju, ranah hukum 

persaingan usaha telah meluas dari hukum perdata yang merupakan hukuin 

privat perseorang ke hukum pidana yang mengatur kepentingan publik. 

'I4 Mad Andenas, Michael Hutchings and Philip Marsden, Curent Competition Law, 
Volume 11, The British Institute of International and Comparative Law, London, 2004, hlm. 5. 



Perekonoinian Indonesia yang tersimpul dalam Pasal 33 UUD 1945 

sebenamya ineiupakan demolti-asi ekonoini, yaitu perekonomian yang disusun 

sebagai usaha bersa~na berdasarkan asas kekeluai-gaan. Pasal 33 UUD 1945 

tei-sebut mei-upakan suatu yang sangat penting sehingga pasal tersebut 

inenjadikan dasar dan titik tolak bagi pembangunan ekonoini. Menurut 

Ibrahim R. IVegara harus dibentuk secara demokratis dail melalui keleinbagaan 

politik yang demokratis dan biasanya sistiin politik ekonoini selalu dikaitkan 

dengan sistein masyarakat yang demokratis.'15 Dengan deinikian negara 

mempunyai peran dan tanggung jawab normatif dalaln berbagai bidang 

kehidupan, termasuk dalam mengatur mengenai cabang-cabang produksi yang 

menguasai hajat hidup orang bailyak yang dirasakan vital bagi kehidupan 

manusia dalam kurun waktu tertentu, sedangkan dalaln kurun waktu tersebut 

pasokannya terbatas, sehingga disini pemerintah hams berperan agar 

pemasoknya tidak merugikan rakyat banyak dengan menentukan harga dan 

syarat perdagangan dan menguasai pasar demi keuntungan pribadinya. 

Peranan negara dalam kegiatan ekonomi dapat diwujudkan dengan 

perbuatan administrasi negara, baik yang bersifat hukum (yuridis) maupun 

perbuatan administrasi negara yang bersifat non-hukum (faktual). Kedua 

perbuatan administrasi negara tersebut ditujukan untuk inelindungi hak dasar 

mas yarakat. 

Salah satu bentuk perbuatan administrasi negara dalam kegiatan 

ekonomi yang bersifat yuridis adalah pengaturan monopoli danlatau 

'I5 Ibrahim R., Prospek BUMN dun Kepentingan Umun?, Bandung, PT. Citra Aditya, 
1996, ha1 10 -12. 



pemusatan kegiatan yang berkai tan dengan produksi dan pcmasaran atas 

barang daniatau jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak selta cabang 

produksi yang penting bagi negara sebagaiinana dimaksud dalam Pasal 51 

Undang-Undang Nolllor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan P/-crlctek Morzopoli 

clan Per-sairzgan Usalza Tidalc Selzat, yang bunyinya 

"Monopoli dan atau pemusatan kegiatan yang berkaitan dengan 
produksi dun atau pernasal-an barang dan atau jasa ynng menguasai 
hajilt hidup orang banyak serta cabang-cabang procl~ll;si yang penting 
bagi negara diatur clen,onn undang-undang dan diselenggarakan oleh 
Badan Usaha Milik Nega~a  dan atau badan atau lembaga yang dibentuk 
atau ditunjuk oleh Pemerintah." 

Monopoli dan/atau pelnusatan kegiatan oleh negara hams diatur 

dengan undang-undang dan diselenggarakan secara efisieil serta implikasi 

pelaksanaannya tidak mengakibatkan praktek monopoli dan atau persaingan 

usaha tidak sehat. 

Undang-undang antilnoilopoli bagi suatu negara merupakan instrumen 

yang sangat penting untuk menjaga kebebasan ekonomi danfiee enterprise."6 

Intervensi negara di dunia usaha dalam persaingan hanya sebagai pihak yang 

memberikan level playing field antar pelaku usaha serta melindungi 

konsumen. ~ e ~ a r a " ~  hanyalah pihak yang menerbitkan perangkat hukurn 

mengenai persaingan, termasuk pemberian sanksi pidana maupun 

"%leanor M. Fox & Lawrence A. Sullivan, Cases and Materials on Antitrust, St. Paul 
Minn, West Publishing Co., 1989, hal. 347. 

117 . Lihat Denny J.A., The Role of Government in Economy and Business, LKIS, 
Yogyakarta, 2006, hal. 2. 



administratif terl~adap para pelaku usaha yang melakukan persaingan usaha 

tidak sehat.' l 8  

Denny J.A. inengklasifikasika~~ Indonesia sebagai negara predator 

(p~.edatory state). Predato~y state adalah negara berkembang yang 

ineniadakan deinokrasi. Predatory state biasailya inenentukan arah kebijakan 

ekonoini dan telah inemilih siapa yang menjadi pemenang. Bentuk negara 

seperti ini pun inemiliki ciri khas yaitu diwainai deilgan kolusi, koi-upsi dan 

nepotisine. Pejabat negara bertindak sebagai rent-seeker dengan diberikan 

fasilitas dari negara untuk menjalankan bisnisnya. 

Pada saat rezim Suharto pengusaha sama artinya dengan penguasa. 

Pada inasa Suharto, Indonesia didominasi ole11 tipe negara predator, dengan 

dua aIasan. Pei-tama, Indonesia memiliki reziin yang berbeda dibandingkan 

dengan negara-negara lain seperti Ainerika, Jepang, dan Inggris diinana 

sebelum tahun 1999 bentuk negara Iildonesia adalah otoriter dan bukan 

demokrasi. Tidak ada pengawasan publik yang cukup kuat atas aliran dana. 

Pada akhimya perilaku predator para elit politik yang mendominasi 

pemerintahan menghasilkan kebijakan yang predator pula. Kedua, Indonesia 

sejak 1966 hingga 1998 dipimpin oleh Presiden Suharto dimana sejak Ia 

berkuasa, Suharto dipengaruhi oleh budaya kepemimpinan jawa. Suharto tidak 

memiliki pemahaman yang baik akan prinsip-prinsip negara modem, sehingga 

dalam bailyak ha1 Suharto tidak dapat membedakan apa yang boleh atau apa 

yang tidak dapat dilakukan berdasarkail prinsip-prinsip negara modei-n 

"'~utan Remy Sjahdeini, "Latar Belakang, Sejarah dan Tujuan UU Larangan 
Monopoli," Jurnal HtlXzlrn Bisnis, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Vol. 21, Mei-Juni 
2002, Jakarta, hlm. 7. 



tersebut. Suharto melljalankan pemerintahan la yak11 ya seol-an2 "raja jawn" 

yang me~niliki wilayahnya sendiri. Pada akhimya ia dengan ~nudah mengel-uk 

uang rakyat serta inenlbagikannya kepada keluarga sei-ta k ron i -k r~n in~a . "~  

Kebijakan ekonoini pemerintah Indonesia sejak rezim Sul~arto yang 

dinyatakail dalarn GBHlV telah mengamanatkan adanya demokrasi ekonomi 

tanpa disertai perbuatan curang. Tetapi fakta dilapangan terjadi sebaliknya di I; 
mana pemelintah memberikan hak istimewa kepada segelintir pengusaha. Hal 

ini menimbulkan pernusatan kekuatan ekonomi, terdistorsinya persaingan, dan 

hilangnya efisiensi. Pemberian hak istimewa yaitu hak monopoli tersebut 

terlihat pada beberapa industri. Sebagai contoh adalah monopoli cengkeh oleh 

BPPC selama 1991 -1998.'~' 

Cainpur tangan pemerintah ternyata mengakibatkan terdistorsinya 

proses persaingan sehingga konsumen menderita karena harga cengkeh yang 

tinggi, dan petani pun turut mengalami kerugian karena harga cengkeh turun 

sehingga mengurangi pasokan kepada industri rokok kretek. Hal serupa juga 

terjadi pada industri kaca lembaran dimana sampai dengan pertengahan 1980 

industri kaca lembaran Indonesia diherikan hak monopoli yaitu kepada 

Asahimas Flat Glass yang merupakan perusahaan patungan Asahi Flat Glass 

dari Jepang dengan perusahaan lokal yaitu Rodamas ~ r o u ~ . ' ~ '  

Kasus lain adalah industri pulp dan kertas dimana terjadi tindakan 

antipersaingan dan campur tangan pemerintah yang telah menimbulkan 

' l g~enny  J.A., op. cit., ha1 7. 
120~olleen Loughlin, et al., "Laporan Kebijakan Persaingan Indonesia," ELIPS, 

Kerjasama antara USAID dengan Pemerintah Indonesia, November 1999, hal. 26. 
I2'lbid., hal., 27. 



akumulasi kekuatan pasar dan pemai1faata1-1 kekuatan pasar ole11 beberapa 

pihak. Hal ini tentu saja menimbulkan konsentrasi pasar untuk kei-tas industri 

yang semula 37% menjadi 90% antara 1985 dan 1995, sedangkan rasio 

konsentrasi untuk pulp, yaitu bahan baku uta~na kertas industri selalu berada 

di atas 90%. Adanya konsentrasi pasar inengakibatkan pelnusatan kekuatan 

ekonomi,'** yang berujung pada pelnusatan kekuasaan.Iz3 Pengusaha juga 

diberikan hak eksklusif atas peinasaran cengkeh, PI-oduksi terigu, dan kedelai. 

Intervensi pemerintah yang seharusn ya dipei-lukan agar tidak te rjadi tindakan 

antipersaingan, sebalikilya memberikan ruang serta regulasi yang mendukung 

pei-ilaku para pemburu rente. 

Pada dasarnya, sebelum 1999 persaingan curang telah diatur dalam 

beberapa undang-undang akan tetapi belum kornprehensif. Pada 1993-1 994 

Departemen Perdagangan dan Fakultas Hukum Universitas Indonesia 

membuat Naskah Akade~nik Undang-Undang Persaingan Sehat di bidang 

perdagangan. Selanjutnya, pada 1995 Partai Demokrasi Indonesia 

menghasilkan Rancangan Undang-undang Antimonopoli. Semuanya 

tenggelam sebelum sampai pada tahap pembahasan di legislatif. Akhirnya, 

pada 1998 ketika Indonesia mengalami krisis moneter yang mengakibatkan 

Indonesia bekerja sama dengan IMF sebagai upaya memulihkan 

122~onsentrasi pasar yang tinggi bukan faktor utama yang menyebabkan tilnbulnya 
tindakan antipersaingan. Akan tetapi konsentrasi yang tinggi akan menludahkan perusahaan- 
perusahaan untuk melakukan kolusi dan memanfaatkan kekuatan pasar deini keuntungan mereka. 
Ibid. 

Colleen Loughlin, et al., op. cit. 26 
Lihat Pasal 382bis KUHP, Undang-undang No.14 Tahun 1992 tentang Merek, 

Undang-undang No. 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas, Undang-undang No. 8 Tahun 
1995 tentang Pasar Modal, dan Undang-undang No.9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil. 



~~eseltonomian yang tel-puruk. Salah satu syarat yang diajukan IMF dalaln 

L,cttc~* of li~tent (LOT) agar Indonesia ~nenlbuat undang-undang yang kliusus 

mengatur antimonopoli. Atas inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada 

tahun 1998 dibuatlah Rancangan Undang-undang Persaingan Usaha yang 

kemudian disahkan serta ditandatangani Preside11 pada 5 Maret 1999 dan 

lahirlah Undang-Undang Nolnor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek 

Monopoli dan Persainghn Usaha Tidak sehat.I2' 

Harapan masyarakat terhadap pelaksanaan Pasal 5 1 Undang-Undang 

Nolnor Tahun 1999 tentu sangat inendesak, apalagi kinerja Badan Usaha 

Milik Negara (BUMN) yang dicemati sebagaimana ketentuan dalam pasal 

tersebut adalah terkait hajat hidup orang banyak. -BUMN ataupun badan atau 

leinbaga yang dibcntuk ataupun ditunjuk oleh Pemerintah sebagai 

penyelenggarakan monopoli dan atau pemusatan kegiatan sebagaiinana 

dimaksud, tidak dapat melimpahkan kembali hak penyelenggaraan 

monopolinya dan/atau pemusatan kegiatannya baik sebagian maupun 

seluruhnya kepada pihak lain. 

Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengakui 

kewenangan negara dalam memberikan hak monopoli kepada BUNIN dan atau 

badadlembaga yang dibentuk atau ditunjuk pemerintah untuk 

menyelenggarakan monopoli atas barang dan atau j asa yang menguasai haj at 

hidup orang banyak serta cabang produksi yang penting bagi negara. Namun 

terhadap tindakan yang dilakukan oleh pemegang hak monopoli yang 



bertentangan dengan prinsip-piinsip pel-saingan usaha yang sehat, tidak 

dikecualikan. 

Monopoli daldatau pelnusatan kegiatan yang berkaitan dengan 

pi-odulcsi danlatau pemasaran barang daldatau jasa yang inenguasai hajat hidup 

orang banyak sei-ta cabang-cabang produksi yang penting bagi negara 

diselenggai-akan untuk meningkatkan kemanfataan publik, inenjamin 

kebutuhan masyarakat, menyelenggai-akan hngsi peinerintahan, dan 

mewujudkan kewibawaan negara. Namun, pelaksanaannya hai-uslah 

menghindari kemungkinan mengarah pada praktik monopoli dan persaingan 

usaha yang tidak sehat. 

Pada konsep Hukum Persaingan, BUMN adalah salah satu subyek 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagai pelaku usaha yang inelakukail 

kegiatan ekonomi di wilayah hukum Indonesia. Kegiatan BUMN yang 

cenderung berkaitan dengan kegiatan monopoli tentu saja hams berjalan 

sesuai dengan ketentuan undang-undang. Peran BUMN sudah meluas menjadi 

tiga kegiatan utama, yaitu, perencana, pelaku dan regulator. Hal ini terjadi 

karena setiap kegiatan BUMN tidak terlepas dari dua sisi kepentingan, yaitu 

kepentingan ekonomi dan politik. 

Hal tersebut sesuai dengan penafsiran mengenai konsep penguasaan 

Negara terhadap Pasal 33 UUD 1945 juga dapat kita cermati dalam putusan 

Mahkamah IConstitusi mengenai kasus-kasus pengujian undang-undang terkait 

dengan sumber daya alam. Mahkamah IConstitusi dalain pertimbangan hukuln 

Putusan Perkara Undang-Undang Migas, Undang-Undang Ketenagalistrikail 



dan Undang-Undang Sumbes Daya Air mcnafsirkan inengenai "hak 

~nenguasai negasa" bukan dalam makna Negara inemiliki, tetapi dalam 

pengertian bahwa Negara hanya me~vlnuskan kebijakan, pengaturan 

~nelakukan penprusan, pengelolaan dan rnelakukan pengawasan. 126 

Pasal 33 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar 1945 me~upakan 

landasan diberlakukannya Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 

tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang 

memberikan perlakuan khusus kepada BUMN berupa pengecualian praktik 

monopoli. Pengecualian ini disebabkan oleh kornoditi (barang dan jasa) yang 

dimonopoli inenguasai hajat hidup orang banyak, dilakukan oleh BUMlV dan 

diatur oleh undang-undang. 

Pasal 33 UIJD 1945, tampaknya mengandung lnakna bahwa Negara 

boleh inelakukan monopoli. Tapi monopoli ini hanya diperuntukkan bagi 

Negara dalam rangka menguasai bumi, air dan kekayaan alam yang 

terkandung di dalam bumi Indonesia serta cabang-cabang produksi yang 

menguasai hajat hidup orang banyak. Cabang-cabang produksi yang 

nlenguasai hajat hidup orang banyak diberikan suatu batasan ruang lingkup 

dan pengertian yang jelas sehingga kekhawatiran tindakan monopoli yang 

bukan sektor pemenuhan hajat hidup orang banyak tidak terjadi, misalnya, 

perusahaan semen, perusahaan terigu dan perusahaan gula.'27 

'" Pan Mohamad Faiz, Penafsiran Konsep Penguasaan Negara, 
http://www.jurnalhukum.blogspot.com, 23 Oktober 2010. 

Suhariyono AR, Memaknai Perbuatan dun Perjanjian dalam W Nornor 5 Tahun 
1999 tentang Larangan Piaktik Monopoli dun Persaingan Usaha Tidak Sehat, ArtIkel Hukum 
PerdataIBisnis, http:/lwww.legalitas .corn., 23 Oktober 2010. 



Besdasarkan alasan tersebut, makna hak rnengunsni Negara tei-hadap 

cabang-cabang pi-odultsi yang penting dail menguasai hajat hidup 01-ang 

banyak, serta teslladap sumber daya alam, tidak menafikan keinungkinail 

perseorangan atau swasta be~yei-an, asalkan lima peranan Negara/Pemerintah 

sebagaimana tersebut di atas masih tetap dipenuhi dan separljang pemerintah 

dan pemerintah daerah inemang tidak atau beluin mampu melak~anakann~a. '~'  

Tap MPR Noinor 1V/MPR/1999 tentang GBHN Tahun 1999 - 2004 

yang menyatakan bahwa bagi BUMN yang usahanya tidak berkaitan dengan 

kepentingan umum didorong untuk melakukan privatisasi melalui pasar 

modal. Prosedur kebijakan privatisasi BUMN kemudian diperkuat dan diatur 

dalain Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang PROPENAS Tahun 

2000 - 2004, yang salah satu kegiatan pokoknya adalah kewajiban pemerintah 

uiltuk meilingkatkan peinanfaatan kepemilikan BUMN melalui proses 

privatisasi. Untuk menjaga momentum kebijakan privatisasi BUMN pada 

bulan Juni 2003 peinerintah bersama dengan' parlemen (DPR) telah 

mengesahkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN yang 

nienjadi dasar hukum dalam pengelolaan dan pengawasan BUMN. 

Pada pengesyahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang 

BUMN pada tanggal 20 Mei 2003, maka dapat digunakan sebagai dasar 

hukum dalam pengelolaan dan pengawasan BUMN. Penerapan Undang- 

Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN dapat dijadikan momentum 

penting kebijakan pembinaan BUMN oleh pemerintah, political will, 



kolnitlnen clan konsistensi kebijakan dan penerapan tata kelola BUMN sebagai 

perusallaan atau good co~pomte governance (GCG) n ~ e ~ ~ j a d i  ukuran 

keseriusan peme~intah dan parlemen (DPR) dalanl nlengen1bal1gkal1 bisnis 

BUMN secara konsisten dan profesional. 

Undang-undang sebagai dasar hukum yang kuat sebenarnya Undang- 

Undang Non~or 19 Tahun 2003 tentang BUMN. dapat dijadikan payung 

hukuin yang ampuh bagi pe~nerintah untuk melaksanakan amanall kebijakan 

privatisasi BUMN sehingga tujuan utama BUMN sebagai perseroan dapat 

tercapai yaitu stakeholders nzci,rinzation (kesejahteraan ui~tuk pemegang 

sahain, konsumen, karyawan dan peinerintah). 

Pilihan akan kebijakan yrivatisasi BUMN dilakukan karena 

perkembangan dan perubahan yang cepat terhadap lingkungan bisnis 

perusahaan (business environments). Isu yang berkaitan dellgall kebijakan 

privatisasi BUMN juga berkembang dengan pesat dari masalal~ ekonomi 

(seperti keterkaitan BUMlV dengan APBN dan pajak), masalah keuangan 

(strateg keuangan yang hams diambil dalam kebijakan privatisasi sesuai . 

dengan tujuan privatisasi tersebut), masalah property right dan hukum bisnis, 

dan masalah politik. Masalah terakhir ini sering menjadi penentu utama 

terhadap kebijakan privatisasi BUMN di Indonesia. 

Pada tataran operasionalisasi pemikiran Pasal 33 UUD 1945 adalah 

TAP MPR Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara 

Tahun 1999 - 2004 yang menyatakan'29, bahwa bagi BUMN yang usahanya 

129 ~enjelasan TAP MPRNo IVI MPR/ 1999 beserta keterangannya. 



tidak berkaitan dengan kepentingan umum didorong untuk privatisasi melalui 

pasar modal. Konsekuensi dari TAP MPR Nomor IV/ MPR/ 1999 ini adalah 

bahwa pemerintah sebagai regulatol- harus ~nelaksanakan amanah rakyat 

dengan kebijakan privatisasi BUMN secara efektif clan efisien sehingga dapat 

dipei-tanggung jawabkan secara psofesional kepada masyarakat. Tanpa 

inengabaikan faktor-faktor pendukung lainnya, sistem perdagangan yang cepat 

derigan biaya yang relatif rnurah merupakan daya tarik bagi pemodal.'30 

Sedangkan untuk BUMN yang usahanya bel-kaitan dengan 

kepentingan umum, diatui- dalam Pasal 5 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 

1999 inenyebutkan bahwa: "Monopoli dan atau penusatan kegiatan yang 

berkaitan dengall produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang 

menguasai hajat hidup orang banyak sel-ta cabang-cabang produksi yang 

peilting bag; Negara diatur dengan undang-undang dan diselenggarakan oleh 

Badan Usaha Milik Negara dan atau badan atau lembaga yang dibentuk atau 

ditunjuk oleh pemerintah". 

B. Penerapan dan Ketentuan Monopoli oleh BUMN menurut Pasal51 

Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan 

Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat berbunyi : 

"Monopoli dan atau pemusatan kegiatan yang berkaitan dengan 
produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang menguasai 
hajat hidup orang banyak serta cabang-cabangproduksi yangpenting 
bagi negara diatur dengan undang-z~ndarzg dan diselenggarakan oleh 

Mas Achrnad Daniri dan Syahrir Ika, Kint Bursa Bursa Efek Jakarta Menghndapi 
Era Perdagangan Bebas, Jakarta, IBI - JKM, 1997, halaman: 7. 



Bnclnn Usahrl A4ilik Negr11"~1 cICII~ atall bciclr~n arcill lernbnga ynrzg 
dibentuk ntnzl ditul?jz~Ic oleh Penzerinmh." 

Unsur-unsur dalain Pasal 5 1 Undang-undang No~nor 5 Tallun 1999 

aka11 dijabarkan dalain pembahasan lebih lanjut disini. 

1. Hak Monopoli oleh Negara 

Monopoli sendiri dapat terjadi atau muncul dalam berbagai cara. 

Misalnya, ia dapat terjadi karena menlang dikehendaki oleh hukum, 

sehingga timbul apa yang disebut dengan monopoly by law. Pasal 33 ayat 

(2) dan (3) yang berbunyi "cabang-cabang produksi yang penting bagi 

Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh 

Negara. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya di 

kuasai ole11 Negara dan dipergunakan sebesar-besamya kemakmuran 

rakyat". Inilah yang disebut dengan istilah monopoly ly law. "' 
Kedua adalah monopoly by nature, yaitu inonopoli yang lahir dan 

tumbuh secara alainiah karena didukung ole11 iklim dan lingkungan yang 

cocok. Kita dapat melihat tumbuhnya perusahaan-perusahaan yang karena 

memiliki keunggulan dan kekuatan tertentu dapat menjadi raksasa bisnis 

yang menguasai seluruh pangsa pasar yang ada. Mereka menjadi besar 

karena memiliki sifat-sifat yang cocok dimana mereka tumbuh. Selain itu 

biasanya didukung oleh bibit unggul yang mempunyai posisi dominant. 

13' Ahrnad Yani dan Gunawan, Anti Monopoli, Jakarta : Radja Grafindo Persada, 2002. 
hal. 5 



Bentuk monopoli yai~g ketiga aclalah 171ot7opol1: Ly licence. 

Monopoli ini terjadi karena "szlper-ior skill" yang diperoleh inelalui lisensi 

dengan menggunakan inekanisme kekuasaan. Selain itu ada juga yang 

dikenal dengan adailya "trade secref' walaupun tidak memperoleh 

eksklusifitas dari Negara, nainun dengan teknologi "ra11asia"-nya inampu 

inembuat produk superior. Monopoli jenis inilah yailg paling besar dail 

sering meniinbulkan distorsi ekonomi karena kehadirannya inengganggu . 

keseimbangan pasar yang sedang berjalan dan bei-geser kearah yang 

diingini oleh pihak yang inemiliki monopoli tersebut. 132 

Pada Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, 

definisi monopoli adalah "Penguasaan atas produksi dan atau pemasaran 

barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau 

satu kelompok p e l a k ~  usaha."Berdasarkan definisi tersebut, inonopoli 

pada dasamya menggambarkan suatu keadaan penguasaan pelaku usaha 

atas barang dan atau jasa tertentu yang dapat dicapai tanpa hams 

melakukan ataupun mengakibatkan te jadinya praktek monopoli dan atau 

persaingan usaha tidak sehat. 

2. Pemusatan Kegiatan dalam Demokrasi Ekonomi di Indonesia. 

Unsur yang kedua dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 1999 adalah pemusatan kegiatan. Pemusatan (concentration) 

artinya menunjuk pada perluasan segelintir perusahaan yang mengatasi 

13' Sri Redjeki Hartono, Hulcurlz Persaingan, Semarang, LNDIP, 2005 



sejumlah besal- aktivitas ekonon~i sepel-ti total penjualan, ltekayaan (c~ssct); 

atau pekerjaan. Paling tidak acla 4 (en~pat) ~nacanl pemusatan yakni: 

pelnusatan yang diukur dari posisi relatif suatu perusahaan besar dalaln 

ekonomi, pernusatan yang diukur dari posisi relatif perusahaan besar 

dalam perdagangan barang dan jasa yailg spesifik, pelnusatan yang diukur 

dari prosentase konsumen yang dimiliki atau secara ekstriill terdapat hanya 

ada pedagang tunggal atas barang dan j2sa yang disebut dengan 

monopsoni, dan pemusatan yang diukur dari besar atau kecilnya 

penguasaan terhadap saham di bursa  aha am.'^^ 

Pasal 1 ayat (3) menjelaskan bahwa yang dilnaksud dengan 

pelnusatan kekuatan ekonomi dalain praktek monopoli memiliki 

pengertian penguasaan yang nyata atas suatu pasar bersangkutan oleh satu 

atau lebih pelaku usaha sehiagga dapat menentukan harga barang dan atau 

jasa. Berdasarkan definisi tersebut, pemusat an kegiatan pada dasarnya 

menggambarkan suatu keadaan penguasaan yang nyata atas suatu pasar 

bersangkutan yang diceminkan dari kemampuannya dalam menentukan 

harga yang dapat dicapai oleh satu atau lebih pelaku usaha tanpa hams 

melakukan ataupun mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau 

persaingan usaha tidak ~ e h a t . ' ~ ~  

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengaitkan istilah 

"penguasaan" dengan konsep penguasaan pasar. Penambahan kata "nyata" 

'33 A.M. Tri Anggraini, Larangan Pr-nlctek Monopoli dun Persaingnn Usnhn Tidak 
Sehat Perse Illegal atau Rule of Reason, Fakultas Huku Universitas Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 
18. 

'34 Penjelasan Pasal51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. 



kemungkinan best~ijuan untuk menunj~~kkan bahwa pemusatan kegiatan 

ekonorni hanya terdapat apabila telah tercapai penguasaan atas pasar.I3" 

Pasar yang terdapat dalam pemusatan kekuatan ekonomi hanya tesbatas 

pada pasas yang tei-batas pada pasai- yang b e ~ s a n ~ k u t a n ' ~ ~  yang di~nana 

pasar ini menulljuk pada sektor perdagangan yang mengalami hambatan 

pel-saingan usaha dan menunjuk kepada daerah geografis pasar 

ber~angkutan: '~~ 

Demokrasi ekonomi memberkall kebebasan individu dalam 

melakukan berbagai kegiatan ekonolni dan bisnis deilgan bebas, lneski 

dengan aturan-aturan tertentu untuk lnenjaga persaingan usaha yang sehat. 

Pada praktiknya, posisi kekuatan ekollolni suatu pelaku usaha di samping 

kemampuanya untuk menguasai produksi dadatau pemasaran barang 

dadatau jasa diceminkan melalui l-uang gerak yang luas untuk 

menentukan harga. Hal ini disebabkall karena dengan demikian pelaku 

usaha bersangkutan dapat menjalankan strategi pasar yang rnandiri, 

13' Knud Hansen et al., Undang-Undang Pmktek Monopoli dun Persaingan Usaha 
Tidak Sehat, Katalis, Jakarta, 200 1 ,hlm 3 1. 

13' Pasal 1 huruf (g) memberikan pengertian Pasar Bersangkutan adalah pasar yang 
berkaitan dengan jangkauan atau daerah pemasaran tertentu oleh pelaku usaha atas barang dan atau 
jasa yang sama atau sejenis atau substitusi dari barang dan atau jasa tersebut. Draft Penjelasan 
mengenai Pasar Bersangkutan menjelaskan bahwa pengertian pasar bersangkutan berdasarkan 
pasal 1 poin g tersebut diatas menekankan pada posisi pelaku usaha beserta pesaing nya atau 
dalam konteks horizontal. Berdasarkan pasal tersebut, cakupan pengertian pasar relevan dalam 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dapat dikategorikan dalam dua perspektif', yaitu pasar 
berdasarkan geografis dan pasar berdasarkan produk. Pasar berdasarkan cakupan geografis terkait 
dengan jangkauan dan atau daerah pemasaran sebagaimana yang disebutkan dalam ketentuan 
tersebut. Sementara, pasar berdasarkan produk terkait dengan kesamaan, jenis dan atau substitusi 
dalam ketentuan yang sama. Jadi, definisi tenting "Pasar Bei-sangkutan" sebagaimana diatur dalain 
pasal 1 huruf g merupakan tahap awal analisa persaingan usaha yang penerapannya dilakukan 
secara kasus per kasus. Melalui penetapan pasar bersangl<utan, dapat diperoleh informasi serta 
ukuran yang jelas mengenai luas serta kedalaman pasar, pelaku usaha yang terlibat serta daillpak 
anti persaingan dari setiap dugaan pelangaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. 

137~bid, hlm. 93. 



tel-utama dari 111it1-3 pasanlya, dan dengan demlkian mampu menghalangi 

138 adanya persaingan efektif di pasar bersangkutan. Apabila pelaku usaha 

dapat ~nenentukan ha]-ga (menaikkan atau menusunkan harga) inelebihi 

kebijakan harga yang ulnum tanpa membahayakan posisi doininanilya di 

pasar, lnaka dapat diduga terdapat peinusatan kekuatan ekononli serta 

posisi dolninan di pasar.139 Undang-undang Noinor 5 Tahun 1999 

memberikan batasan dan ketentuan dalam persaingan usaha yang sehat, 

tentunya dengan menyertakan pengecualian dalam ha1 monopoli dengan 

Undang-undang BUMN. 

Berdasarkan pada uraian pemahaman tentang unsur-unsur tersebut 

di atas, maka baik monopoli maupun pelnusatan kegiatan bukail 

merupakan kegiatan yang dilarang Undang-Undang Noinor 5 Tahun 1999 

dan dapat dilakukan ataupun dicapai ole11 satu atau lebih pelaku usaha 

dengan tetap inemperhatikan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat. 

Monopoli dantatau pemusatan kegiatan dapat dilakukan Negara 

terhadapkegiatan yang berkaitan dengan produksi danfatau pemasaran 

barang dadatau jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak dan 

cabang-cabang produksi yang penting bagi ~ e ~ a r a .  40 

'381bid, hlm. 32. 
I3'1bid 
I4O Draft Penjelasan Pasal.5 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 



3 .  Pel-an Negara dalanl Kebijakan Monopoli clan :Kctel-lil>atan S~vasta 

a. Badan Usaha Milik Negara 

BUMlV adalah suatu unit usaha yang sebagian besar atau 

seluruh inodal berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan serta 

inembuat suatu produk atau jasa yang sebesar-besanlya untuk 

kemakmuran rakyat. BUMlV juga sebagai salah satu sumber 

penerimaan keuangan negara yang nilainya cukup besar. 

Presiden RI telah menandatangani Undang-Undang Nomor 19 

Tahun 2003 tentang BUMN sebagai tindak lanjut pengesahan Undang- 

Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN oleh DPR RI pada 

tanggal 20 Mei 2003. Dengan demikian mulai tanggal 19 Juni 2003 

undang-undang tersebut telah dapat digunakan sebagai dasar hukum 

dalam pengelolaan dan pengawasan BUMN. 

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 

tentang BUMN ini terdapat tiga undang-undang yang otomatis tidak 

berlaku lagi, yaitu: 

1) Indische Bedrijvenwet(Staatb1ad tahun 1927 No. 41 9); 

2) Undang-Undang Nomor 19 Prp Tahun 1960 tentang PN (Lembaran 

Negara RI Tahun 1960 No. 59); 

3) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Perpu 

Nomor 1 Tahun 1969 tentang Bentuk Usaha Negara). 

Adapun inaksud dan tujuan pendirian BUMN adalal~: 



1) Meinbeiikan sumbangai~ bagi pel-kernbangan perekonomian 

nasional pada uinuinnya dan penerimaan negal-a pada khususnya; 

2) Mengejar keuntungan; 

3) Menyelenggarakan lteinanfaatan ulnum berupa penyediaan barang 

dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan 

hajat hidup orang banyak; 

4) Menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang beluin dapat 

dilaksanakan olehsektor swasta dan koperasi; 

5 )  Turut aktif inemberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha 

golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat. 

Pada beberapa BUMN di Indonesia, pemerintah telah 

~nelakukan perubahan mendasar pada kepemilikannya dengan 

inembuatnya menjadi perusallaan terbuka yang sahainnya dapat 

dimiliki oleh publik. Contohnya adalah PT. Telekomunikasi Indonesia, 

Tbk. 

Sejak tahun 2001, seluruh badan usaha ini dikoordinasikan 

pengelolaannya oleh Kementerian BUMN, yang dipimpin oleh seorang 

Menteri Negara. Adapun jenis-jenis BUMN yang ada dan pernah ada 

di Indonesia antara lain: 

1) Perusahaan Perseroan (Persero) 

Perusahaan persero adalah BUMN yang berbentuk 

perseroan terbatas (PT) yang modal atau sahamnya paling sedikit 

51% dimiliki oleh peinei-intah, yang tujuannya inengejar 



keuntungan. Icarena Persero diharapkan clapat memperoleh laba 

yang besar, maka otoinatis persero dituntut untuk dapat 

inemberikan produk barang maupun jasa yang terbaik agar produk 

output yang dihasilkan tetap laku clan terus-menerus mencetak 

keuntungan. 

Persero terbuka sesuai kebijakan pemeriiltah tentang 

privatisasi. Privatishsi adalah penjualan sebagian atau seluruh 

saham persero kepada pihak lain untuk peningkatan kualitas. 

Persero yang diprivatisasi adalah yang unsur usahanya kompetitif 

dan teknologinya cepat beruba11.Di Indonesia sendiri yang sudah 

menjadi Persero adalah PT. PP (Pembangunan Peruinahan),PT 

Bank BNI Tbk, PT Kimia Farma Tbk, PT Indo Farma Tbk, PT 

Tainbang Timah Tbk, dan PT Telekoinunikasi Indonesia Tbk. 

2) Perusahaan Jawatan (Perjan) 

Perusahaan Jawatan (perjan) sebagai salah satu bentuk 

BUMN memiliki modal yang berasal dari negara. Besarnya modal 

Perusahaan Jawatan ditetapkan melalui APBN. Perusahaan jawatan 

ini sudah dihapuskan dan dalam Undang-Undang BUMN yang 

terbaru Nomor 19 Tahun 2003 sudah tidak ada lagi. 

3) Perusahaan Umum (Perum) 

Perusahaan umum atau disingkat perum adalah perusahaan 

unit bisnis negara yang seluruh modal dan kepemilikan dikuasai 

oleh peinerintah dengan tujuan untuk mernberikan penyediaan 



barang clan jasa publik yang baik demi melayani masyasakat umum 

sei-ta inengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan 

pesusahaan. Contoh peruln antara lain : Peruin Peruii/PNRI 

(Pel-cetakan Negara RI), Pesuln Perhutani, Peruln Damri, Peruln 

Pegadaim, Pel-uln Jasatirta, Perum DAMRI, dan sebagainya. 

Pelaksanaan privatisasi mewujudkan demokrasi ekonolni yang 

menyertakan pihak privat dan swasta untuk tusut serta memberikan 

kontribusi keberhasilan dari tujuan monopoli oleh BUMN. Privatisasi 

menunjukkan adanya pelaksanaan undang-undang tentang kepentingan 

masyarakat, sebagaimana amanat Undang-undang Dasar, guna 

meningkatkan profesionalitas BUMN dalam melaksailakan bisnis yang 

menghasilkan laba sebesar-besarnya. Selain itu, langkah privatisasi 

menjadi cai-a untuk melakukan pengendalian dalam ha1 transparansi 

kekayaan negara yang dikelola oleh BUMN. 

BUMN utamanya berkembang dengan monopoli atau peraturan 

khusus yang bertentangan dengan semangat persaingan usaha sehat 

(Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999), tidak jarang Badan Usaha 

Milik Negara ini bertindak selaku pelaku bisnis sekaligus sebagai 

regulator. Sayangnya, badan usaha ini kerap inenjadi sumber korupsi, 

yang laziin dikenal sebagai sapi perahan bagi oknum pejabat atau 

partai. 

Pasca krisis moneter 1998, pelnerintah giat melakukan 

privatisasi dail lnengakhiri berbagai praktik persaingan tidak sehat. 



Fui~gsi regulasi usaha dipisahkan dari BUMN. Sebagai akibatnya, 

banyak Badan Usaha Milik Negara ini yailg terancam gulung tikai-, 

tetapi beberapa lainnya berhasil memperkokoh posisi bisnisnya 

Sebagai unit bisnis, BUMN harus merebut se~ ta  ineinanfaatkan 

peluang bisnis di era perdagangann bebas. BUMlV selain akan 

memberikan kontribusi lebih baik dalam perekonoinian Indonesia, juga 

dapat memanfaatkan peluang yang diciptakan ole11 terjadinya 

globalisasi ekonoini, dan menjadi pelaku pasar yang berskala dunia. 

Untuk mencapai sasaran tersebut, dalam rangka peinberdayaan BUMN 

perlu adanya kesamaan visi dan misi. Visi yang dimaksud adalah 

membangun perusahaan Indonesia yang berdaya saing dan berdaya 

cipta tinggi, dengan kata lain adalah terciptanya value creation 

BUMN. 

Hingga tahun 2012, BUMN sifatnya masih terfragmentasi dan 

dikungkungi oleh budaya birokratis yang kurang responsif terhadap 

perubahan eksternal. Dalam kenyataannya BUMN masih lebih banyak 

berorientasi pada produksi dan kurang berorientasi pasar, sehingga 

BUMN belum dapat memanfaatkan secara maksimum nilai pemasaran. 

Sebagian besar BUNIN kita masih berorientasi pada industri primer 

yang mengandalkan pada sumber daya alarn dan tenaga kerja murah 

sebagai keunggulan koinparatif, padahal nilai tamball lebih besar 

terletak pada industri tersier serta kemampuan untuk menguasai 

pemasaran dan industri. Oleh karenanya BUMN harus direfonnasi 



~nei~jaddi perusahan11 yang bei-orientasi pada vnl~le  ci.cntion clcngan core 

cornpetei7ce yang ~neinpuilyai nilai talnbah tinggi. 

Misi BUNIN menyangkut aspek n~ikso dan makro, pada aspek 

inikro, misi BUMN adalah penciptaan nilai melalui langkah-langkah 

restruktmisasi dan privatisasi, sehingga pada suatu kul-un waktu 

tel-tentu nilai BUMN jauh inelebihi dari nilai yang ada pada saat ini. 

Dalaln kondisi ini, maka tingkat kesehatan BUMN akan inenjadi lebih- 

baik sehingga dengan mampu berperan dalam aspek makro. 

Pengertian aspek makro BUMN disini adalah dalam 

memberikan kontribusi yang besar terhadap APBN berupa nilai 

privatisasi, deviden dan pajak. Manfaat kelanjutan dari terciptanya 

BUMN yang sehat adalah lnelnbaiknya kinerja ekonolni Indonesia 

yang itu semua merupakan tujuan kebijakan privatisasi BUMN. 

Dengan mengacu pada PP Nomor 12 tahun 1998 dan dalaln upaya 

untuk mewujudkan visi BUMN, maka strategi -dan kebi~akan dasar 

pengelolaan BUMN mencakup 3 hal, yaitu: (1) pernbinaan sistem 

manajemen BUMN yang mengedepankan unsur-unsur keterbukaan, 

kemandirian, kewajaran dan akuntabilitas (good corporate 

governance); (2)  upaya restrukturisasi dan privatisasi perlu terus 

dilanjutkan untuk mendorong efisiensi dan penciptaan nilai BUMN; 

(3) pembinaan SDM BUMN yang jujur, profesional, mampu bersaing 

secara global dan memiliki orientasi pengabdian dan pelayanail uinum 

(public service). Dengan tiga strategi dasar tersebut diharapkail praktek 



peilgclolaa~l BUMN akan lebih transparan, profesionnl, mandi~-i, 

efisien dan bebas dali praktik KKN. Dengan privatisasi, BUMN 

sebagai pel-usahaan akan dikelola secara transparan rnelalui 

akuntabilitas publik, yang karenanya ~llendorong pe~usahaan untuk 

niengadopsi kultur barn yang bercil-ikan ti-ansparansi, akuntabilitas dan 

profesionalisme. 14' 

Khusus untuk kebijakan privatisasi BUMN, pada awalnya 

kebijakan ini dinilai memiliki probabilitas yailg relatif tinggi 

dibandingkan dengan kedua sumbei- pembiayaan yang lain, padahal 

kebijakan ini tidak dikenal dalam teori publicjfirzance'4'. Secara teoritis 

privatisasi dilakukan untuk memberikail keseinpatan kepada publik 

untuk me~niliki aset perusahaan sehingga ada kontrol yang lebih besar 

dari lnayarakat (public) yang efektif bagi terciptanya efisiensi dan 

pencapaian good corporate go\lernance.'43~enjualan aset negara 

seharusnya tidak dimaksudkan untuk menutup defisit APBN atau 

dipaksa untuk menutup pengeluaran rutin pemerintah. Kebijakan ini 

akan berakibat fatal bagi pengembangan usaha BUMN itu sendiri. 

Oleh karena itu, pelaksanaan privatisasi dengan tujuan menutup defisit 

APBN akan mengalami kendala sehingga ada keraguan pada kebijakan 

14' Sambutan Menteri Keuangan RI, Briefing CEO ke Tujuh, Jakarta, Kamis, 8 Pebruari 
2001. 

14' Blinder, et.al, Public Finance : Theories and Applications, International Edition, 
New York, Prentice Hall, 1995. 

143 Aswath Damodaran, Corporate Finance : Theoiy and Practice, International 
Edition, New York, Wiley, 2001 



ini, apakah akan efektif n~encapai target yang diharapkan dalalm 

APBN. 

Keberadaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah tidak 

sama dan tidak termasuk dalanl i-uailg lingkup dasi pengertian Badan 

Usaha Milik Negara. Hal ini disebabkan pengaturannya yang bersifat 

khusus dan tata cara pendirian dan pertanggungjawabannya diatur 

berbeda sesuai dengan peraturan perundang-undangan tersendiri yaitu 

yang terkait dengan pemerintahan daerah. Dalam ha1 dimana BUMN 

tidak memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan penugasan 

monopoli Negara, maka berdasarkan pasal 5 1 Undang-Undang Noinor 

5 Tahun 1999 penyelenggaraan monopoli dan atau pemusatan kegiatan 

dapat diselenggarakan oleh badan atau leinbaga yang ditunjuk 

pemerintal~144. 

b. Badan atau Lembaga yang Dibentuk Pemerintah 

Pemerintah dalam pengertian peraturan perundang-undangan 

adalah pemerintah pusat yang terdiri atas presiden dan seluruh aparatur 

administrasi Negara tingkat pusat. Dengan demikian, badan atau 

lembaga yang dibentuk pemerintah adalah badan atau lembaga yang 

ditetapkan dan diatur dengan peraturan perundang-undangan yang 

dibentuk pemerintah pusat. 

Draft Penjelasan Pasal 5 1 Undang-Undang Nomor 5 Tal~un 2003. 



Badan atau Icmbaga yang dibentuk pemel-lntah il~eiljalankan 

tugas yelayanan kepentingan umum (p~lblzc ser-1-zce) yang 

kewenangannya berasal dari pelnerintah pusat dan dibiayal ole11 dana 

Negara (APBN) atau dana publik lainnya yang lnelniliki keterkaitan 

dengan Negara. Badail atau lembaga yang dibentuk pemerintah 

meiniliki ciri melaksanakan: 

I )  Peinerintahan Negara; 

2) Manajemen keadministrasian Negara; 

3) Pengendalian atau pengawasan terhadap badan usaha milik Negara, 

dan atau 

4) Tata usaha Negara. 

Badan atau lembaga yang dibentuk pemerintah dalam 

inenyelenggarakan monopoli dadatau pemusat an kegiatan waj ib 

memenuhi hal-ha1 sebagai berikut: 

1)  Pengelolaan dan pertanggungjawaban kegiatannya dipengaruhi, 

dibina dan dilaporkan kepada pemerintah; 

2) Tidak semata-mata ditujukan untuk mencari kepentingan; 

3)  Tidak memiliki kewenangan melimpahkan seluruh atau sebagian 

monopoli danlatau pemusatan kegiatan kepada pihak lain. 

BUMN dan badan atau lembaga yang dibentuk pernerintah 

dapat menyelenggarakan monopoli danlatau pemusatan kegiatan 

secara bersama-saina sesuai dengan kebutuhan dan pertimbangan 

berdasarkan peraturail perundang-undangan. Dalain ha1 BUMN, badan 



atau le~nbaga yang dibentuk pemel-intah tidak memiliki kemampunn 

untuk menyelellggarakan illonopoli dan atau pernusatan kegiatan, 

maka pemerintah dapat menunjuk badail atau lembaga tertentu.I4' 

c. Badan atau Lembaga yang Ditunjuk Pemerintah 

Badan atau lembaga yang ditunjuk pemerintah inemiliki ruang 

lingkup yang luas, teimasuk di dalamnya adalah badan atau lembaga 

perdata yang tidak memiliki keterkaitan dengan tugas dan hngsi 

Negara. Menurut teori hukum administrasi Negara, penunjukkan 

adalah kewenangan dari pejabat administrasi Negara yang berwenang 

dan bersifat penetapan untuk menyelenggarakan atau menjalailkan 

kegiatan sepihak. Dengan demikian, Badan atau lembaga yang tel-tentu 

secara sepihak. Dengan demikian, Badan atau lembaga yang ditulljuk 

pemerintah adalah badan atau lembaga yang ditetapkan oleh pejabat 

adminstrasi Negara yang berwenang. 

Prosedur dan persyaratan penunjukkan badan atau lembaga 

yang ditunjuk pemerintah sebagai penyelenggara monopoli danlatau 

pernusatan kegiatan dimaksud dilakukan berdasarkan peraturan 

perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang dan 

latau jasa pemerintah sehingga tidak mengakibatkan terjadinya praktik 

monopoli dan atau persiangan usaha tidak sehat.BUMN dan Badan 

atau lembaga yang ditunjuk peinerintah dapat menyelenggarakan 

14' Ibid 



monopoli danlatau pemusatan kegiatan secara bersama-sama scsuai 

kebutuhan dan pertimbangan bel-dasarkan peraturan perundang- 

undangan. 

BUMN ataupun badan atau leinbaga yang dibeiltuk ataupun 

ditunjuk ole11 Pemei-intah sebagai penyelenggara monopoli dan atau 

peinusatan kegiatan sebagaimana dimaksud, tidak dapat m e l i ~ n p a l ~ k a ~ ~  

kenlbali hak penyelenggaraan monopolinya dinlatau pernusatan 

kegiatannya baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain. 

Dengan memperhatikan uraian tersebut di atas, maka terkait dengan 

penyelenggaraan monopoli dadatau peinusatan kegiatan barang 

dadatau jasa yang menguasai hidup orang banyak serta cabang 

produksi yang penting bagi Negara, Pasal 5 1 Undang-Undamg Nomor 

5 Tal~un 1999 menentukannya secara sitematis dengan tetap 

mendasarkan pada ala~an-alasan yang rasional berupa pertimbangan 

profesionalitas, legalitas, dan efektivitas pencapaian sasaran tujuan 

penyelenggaraan monopoli dan atau pemusatan kegiatan. 146 

C. Pelaksanaan Monopoli berdasarkan Ketentuan Undang-undang 

1. Kebijakan Distribusi Pupuk 

a. Sebelum Kebijakan Harga dan Tataniaga 

Sebelum dikeluarkan kebijakan pasar bebas tataniaga 

pupuk pada tanggal 1 Desember 1998, berpedoman pada Surat 



I<eputusan Men~erindag Nomor 37811 998, tanggal 6 Agustus 

1998, PT. Pusri bertindak sebagai pei1anggung jawab peilgadaail 

dan distribusi pupuk bersubsidi. Artinya inonopoli pengadaan dan 

distribusi pupuk sampai ke Lini-I11 ber-ada pada PT. Pusri. 

Penyaluran pupuk bersubsidi dari Lini-111 ke Lini-IV dilaksanakan 

oleh Koperasi1KUD Penyalur yang ditunjuk oleh PT. Pusri. 

Selanjutnya penyaluran dari Lini-IV ke petani dilaksanakan oleh 

pengecer yang ditunjuk oleh KoperasiIKUD Penyalur setelah 

lnendapat persetujuan PT. Pusri. Dalam ha1 penyaluran pupuk oleh 

Koperasi/I(UD Penyalur dan Pengecei- tidak lancar, maka PT. Pusri 

akan menyalurkan sampai ke Lini-IV. 

Dengall sistein distribusi yang larna, posisi KUD sebagai 

distributor pupuk cukup kuat, karena hampir semua kios pengecer 

pupuk untuk tanaman pangan sangat tergantung pada KUD. 

Berbagai kelemahan yang ada pada KUD hams mereka terima,. .. . 

karena kios tidak mempunyai pilihan lain. Kelemahan KUD yang 

selama ini mereka terima antara lain : masalah harga yang kurang 

menguntungkan pengecer dan ketersediaan pupuk yang sering 

tidak tepat waktu. Dengan sistem baru, kelernahan tersebut 

diharapkan dapat diatasi. 

b. Sesudah Kebijakan Harga dan Tataniaga 

Ada einpat faktor yang mendorong pemerintah menetapkan 

kebijakan penghapusan subsidi dan melepaskan tataniaga pupuk 



sesuai ~nel<anisrne pasar. Pertar7m, adanya diskriminasi hasga 

pupuk untuk kebutuhan petani pangall clan non-pangan, 

menyebabkan tesjadinya aliran pupuk antra dua kebutuhan 

tersebut. Kedzln, disparitas harga pupuk di dalam nege~i dengan 

harga di luar negeri lnenyebabkan adanya perelnbesan pupuk ke 

luar negeri. Ketign, tingginya beban anggaran untuk subsidi pupuk 

yang lnakin membebani pemerintah. Keempnt, lingkungan 

perdagangan internasonal yang makin mengglobal. 

Setelah adanya kebijakan pasar bebas, sistem distribusi 

pupuk tidak lagi lnenjadi monopoli PT. Pusri. Setiap pelaku pasar 

boleh terlibat langsung dalan kegiatan ilnpor dan penyaluran 

pupuk. Namun deinikian PT. Pusri tetap mengutamakan pelayanan 

kebutuhan pupuk untuk Subsektor Tanaman Pangan melalui 

KoperasiIKUD Penyalur dengan alokasi sekitar 80 persen dan sisa 

20 persen diberikan kepada Penyalur Non KoperasiIKUD 

Penyalur. Khusus untuk daerah terpencil (remote area), PT. Pusri 

tetap rnelakukan kegiatan penyaluran. Jika ada biaya distribusi 

tambahan untuk daerah tersebut, PT. Pusri dapat mengajukan 

penggantian pada pemerintah. 

Pada suatu sistem distribusi barn, pihak swasta dapat 

membeli pupuk langsung ke Lini-I1 dan Lini-111. Bahkan pihak 

swasta dapat langsung lnembeli ke pihak pabrikan Non-PUSRI 

(Lini-I) atau meilgiinpor langsung dari ekspo~-tir/produsen di luar 



negel-i. Hingga tahun 1995I1999, kegiatan impoi- yang dilakukan 

iinportir Nan-PUSRI hanya sainpai pada tingkat pelabuhan (supply 

point), sementara itu untuk distribusi selanjutnya hingga ke Lini-I11 

inasih ditangani PT. Pusri. Na~llull untuk tahun 1999I2000, pihak 

swasta merencailakail aka11 ineildistribusikan hingga ke Lini-111. 

Anggota holding company PT. Pusri dapat juga inelakukan 

kegiatan distribusi, seperti yang dilakukan PT. Pupuk Kujailg 

Cikampek di Jawa Barat. Diduga harga jual dari produsen Non 

Pusri lebih murah dari harga jual yang ditetapkan PT. Pusri. 

Kegiatail distibusi ini langsung dilakukan oleh anak perusahaan 

PT. Pupuk Kujang Cikampek hingga ke kios-kios jalur tataniaga 

yang selama ini melalui Lini-IV dapat diperpendek melalui jalur 

distributor swasta. Saat ini PT. Pupuk Kujang Cikampek dan PT. 

Petro Kimia Gresik memiliki distibutor sendiri yang 

mendistribusikan produksinya ke penyalur-penyalur PT. Pusri 

sebelumnya. Dengan demikian margin tataniaga pupuk dari 

produsen ke petani semakin kecil, sehingga petani cenderung akan 

membeli pupuk dengan harga yang relatif lebih murah dari harga 

sebelumnya. Bagi KoperasiIKUD Penyalur pupuk, keadaan yang 

demikian jika tidak diikuti dengan strategi dan kebijakan lanjutan 

akan merupakan ancarnan bagi kelangsungan usaha yang selama 

ini lnelaksanakan fungsi distribusi pupuk untuk petani di wilayah 

kerjanya. Hal penting lain yang perlu mendapat perhatian adalah 



kl-edibilitas ICoperasi/IC'LTD Pe~~yalui- di ~nata petani clan kios 

pengecer menjadi tul-un. 

Icomisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah 

melayangkan surat secara reslni kepada semua produsen pupuk 

dalain negeri untuk segera memperbaiki sistein jaringan distribusi 

terkait upaya rnencegah kelangkaan pupuk pada tahun ini. Para 

produsen pupuk diberi waktu hingga pel-tengahan Maret 2009. 

KPPU akan memberikan prioritas penuh untuk melakukan 

pengawasan terhadap industri pupuk termasuk sistem 

pendistribusiannya.'47 

Pada kelompok industri pupuk, terdapat indikasi praktek 

inonopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang dapat terlihat dari 

adanya kelangkaan dan harga yang senantiasa tinggi di petani. 

Meskipun ia mengakui dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 1999 mengenai praktek monopoli dan persaingan usaha 

tidak sehat, posisi produsen pupuk BUMN yang selama ini 

memonopoli produksi dan distribusi pupuk sudah sesuai dengan 

ketentuan. Karena pupuk menyangkut hajat hidup orang banyak, 

asalkan dalam monopoli tersebut tidak terjadi penyimpangan. 

1 4 7 ~ ~ ~ ~  Ultinzatunz Produsen Pupuk Perbailci Distribusi Hingga Maret, dalam 
http:/1222.124.4.104/5OpubliltasiO1.php?tiueid=DD&vubid=pub20070260, Akses 29 Juli 2009. 



2.  Kebijakan Distl-ibusi Bahan Bakal- NIinyak (BBhI) Bersubsicli 

Pengawasan tei-liadap distribusi BBM bersubsidi mei-upakan 

doinain BPH Mlgas yailg diainanatkail ole11 Undang-Undang Nomoi- 22 

Tahun 2001 tentang Migas, yailg menggantikan Undang-Undang Nomor 8 

Tahuil 1971, diinana inulai terbukailya peran serta swasta dalain industl-i 

ini, serta berubahnya peran serta Pertarnilla dai-i satu-satunya pelaku usaha 

tunggal di sektor ini. Perubahan ini iidak hanya dipicu dari berbagai alasan 

efisiensi namun juga upaya untuk memaksimalkan pengelolaan migas 

yang dapat memberikan kemakmuran sebesar besanlya bagi masyarakat. 

Di sisi hulu, arah kebijakan persaingan telah membuka peluang 

yang besar bagi pelaku usaha. Hal ini lebih dikarenakan karakteristik 

industri hulu yang high technology, dan meinbutuhkan high capital. 

Terlebih lagi, dengan semakin menurunnya juinlah produksi migas 

nasional, sehingga semakin diperlukan investasi-investasi baru di sisi hulu 

migas. Demikian pula di sisi hilir, pembukaan pasar hilir, diharapkan 

menyebabkan semakin banyaknya pilihan dan perbaikan kualitas yang 

berujung pada kemajuan efisiensi di sisi hilir. 

Namun bentuk perubahan paradigma ini tidak serta merta diterima, 

terbukti dengan adanya uyaya untuk merevisi Undang-Undang Nomor 22 

Tahun 2001 karena dinilai terlalu liberal dan tidak berpihak pada 

kepentingan negara. Perbedaan pendapat ini berakhir dengan adanya 

Keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap UU Migas deilgan mencabut 



pxal  yang lnenjacli dasar yang diperlukan untul< diberlakukannya 

mekanisme persaingan usal~a. 

Pencabutan tersebut secara tidak langsung telah meinbiaskan arah 

kebijakan persaingan di sektor inigas diinana di satu sisi pemerintah 

membuat keputusan untuk nlembuka pasar, namun di saat yang bersamaan 

mengainbil alih fungsi pengendalian harga yang membuat persaingan 

tidbk terjadi di sektor ini. lVainun demikian, di sisi lain, walaupun 

pemerintah memang berhak untuk menentukan arah kebijakan yang 

melindungi rakyat, kepastian bei-usaha tetap perlu dijainin agar membuka 

peluang bagi pelaku usaha potensial yang hendak masuk. 

Perubahan arah kebijakan persaingan migas meinpunyai dalnpak 

pada iklim usaha hulu dan hilir migas. Di sisi hulu migas, perubahan 

kebijakan migas yang terkandung dalain Undang-Undang Noinor 22 

Tahun 2001 dinilai kurang memberikan nilai tambah baik pada industri 

migas nasional maupun pada pendapatan negara. Undang-Undang Nomor 

22 Tahun 2001 dinilai belum membuat iklim usaha sektor hulu menjadi 

menarik karena proses investasi menjadi lebih birokratis, pembebanan 

pajak meskipun belum berproduksi, dan pertentangan dengan prinsip 

Production Sharing Contract. 

Di sisi hilir migas, perubahan arah kebijakan membuat 

bertambahnya pelaku usaha hilir, sehingga meningkatkan berbagai bentuk 

pilihan, menciptakan harga yang koiripetitif, dan pelayanan yang lebih 

baik kepada konsumen. Sebagai gambaran, pada bulan Juli 2006 untuk sisi 



pendist~ibusian BBM No11 Subsidi, telah terj adi pel-saingan anta1-a 

Pe~-tamina, Shell, dan Petronas terkait dengan harga mereka yang cukup 

kompeti ti f. 

Selain di sisi harga, persaingan tei-jadi dalain bentuk kualitas 

pelayanan oleh Petronas dan Shell sepei-ti adanya tambahan jasa 

pembersihan mobil, minimarket, serta SPBU yang nyaman dan transparai~, 

yang kemudian konsep ini juga dilakukan oleh Pei-tamina sebagai bentuk 

upaya kompetisinya. 

Kondisi ini nyaris tidak dapat dijumpai saat ini pada BBM Subsidi, 

selain dikarenakan besarnya perbedaan antara harga BBM Subsidi dengan 

BBM Non Subsidi akibat kenaikan harga minyak dunia, juga karena pasar 

BBM Non Subsidi yang dinilai kurang menarik karena konsumsi 70% 

BBM di Indoilesia masih berupa BBM bersubsidi. 

Koinisioner KPPU menjelaskan, melenggangnya Pertamina 

melakukan monopoli di pengadaan LPG tak bisa dilepaskan dari adanya 

Peraturan Menteri ESDM Nomor 21 Tahun 2007 yang mensyaratkan jika 

ada pemain baru yang ingin bermain di pengadaan LPG harus memiliki 

aset kilang pengolahan BBM dan LPG dalam negeri termasuk 

pengeinbangannya dalam jangka panjang. Regulasi ini membuat hanya 

Pertarnilla sebagai satu-satunya yang bisa memenuhi ketentuan tersebut. 



"Ini jelas meiljadi entry bari-iei bagi pemain lain jika maLi ikilt 

mel-an~aikan I to~npet is i . '~~ 

Pelaksanaan pengelolaan terkait hak monopoli pada bahan bakar 

ininyak bersubsidi dan gas, dilaksanakail dengall didasarkan pada bentuk 

subsidi yang diberikan. Subsidi pada bahan bakar ininyak, diarahkan 

dalam rnemberikan pelayanan masyarakat dalam penyediaan bahan bakar 

minyak untuk inobilitas ekonomi dan sosial kemasyarakatan. Pelaksanaan 

subsidi inenjadi keharusan sebagai bentuk kompensasi langsung yang 

diterima rakyat, sebagai salah satu bentuk keuntungan atas pengelolaan 

kekayaan suinber daya alam yang dimiliki. Monopoli pada sektor hulu 

menjadi pellopang pemberian subsidi. 

Sedangkan pada sektor hilir, telah inemenuhi pelaksailaan undang- 

undang No. 5 tahun 1999, telah dibuka kesernpatail swasta turut bersaiilg 

usaha dengan sehat; dengan mengurangi hak monopoli oleh BUMN dan 

memberikan ruang gerak iklim usaha. Meskipun ruang gerak swasta masih 

dibatasi, dan sangat dimunglunkan dibatas oleh Undang-undang Dasar, 

demi melindungi rakyat dari permainan harga yang lebih memberatkan 

beban ekonomi. 

148http://doniis~~~a~~to.com/2009/01/22/23~109-pe~~gadaan-lpg-dan-pupuk-bumn- 
langgar-uu-anti-monopoli/, Akses 23 Juli 2009. 



BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis pada bab sebelumnya, dapat disiinpulkan 

beberapa ha1 yang berkaitan dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian 

ini, antara lain: 

1. Filosofi pemberian hak monopoli kepada BUMN dalam Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1999 adalah merupakan bagian dari peran Negara dalam 

persaingan usaha. Peran Negara ini diperlukan sebagai usaha untuk 

terciptanya level playing field antar pelaku usaha dan untuk melindungi 

pihak yang lemah yaitu konsumen. Perekonomian yang tersiinpul dalain 

Pasal 33 UUD 1945 lnerupakan deinokrasi ekonoini yang inenjadi dasar 

dan titik tolak bagi pembangunan ekonomi. Dengan demikian Negara 

mempunyai peran dan tanggungjawab berdasar undang-undang dalam 

berbagai bidang kehidupan termasuk dalam mengatur mengenai cabang- 

cabang produksi yang menguasai hajat hudup orang banyak yang 

dirasakan vital bagi kehidupan manusia. Peranan Negara dalam kehidupan 

ekonomi dapat diwujudkan dalarn peraturan pemerintah dan undang- 

undang Negara dalarn kegiatan ekonomi yang bersifat yuridis, yaitu 

pengaturan monopoli danlatau pernusatan kegiatan yang berkaitan dengan 

produksi dan pemasaran atas barmg danlatau jasa yang menguasai hidup 

orang banyak serta yang penting bagi Negara. Dalain ha1 ini, karena yang 



mengelola ltegiatan pi-oduksi dan pelnasal-an tersebut aclalah BUMN, inaka 

Negara meinpunyai peran dalain pemberiail hak lnoilopoli pada BUMN. 

2. Berdasarkan Pasal 51 Undang-Undang Noinor 5 Tahun 1999 meilgakui 

adanya keweilangan Negara dalam ~nemberikan hak lno~lopoli kepada 

BUMN dan atau badan/leinbaga yang dibentuk atau ditunjuk pelnerintah 

untuk menyelenggarakan inoilopoli atas barailg dan atau jasa yang 

inenguasai hajat 'hidup orang banyak sei-ta cabang produksi yang penting 

bagi Negara. Namun terhadap tindakan yang dilakukan oleh pemegang 

hak monopoli yang bertentailgan deilgan prinsip-prinsip persaingan usaha 

yang sehat tidak dikecualikan. Peran BUMN saat ini sudah meluas 

menjadi tiga kegiatan utama, yaitu; perencana, pelaku, dail regulator. Hal 

ini terjadi karena setiap kegiatan BUMN tidak terlepas dari dua sisi 

kepentingan, yaitu; kepentingan ekonomi dan politik. Karena BUMN ini 

bertindak selaku pelaku bisnis sekaligus sebagai regulator, inaka ha1 ini 

bertentangan dengan semangat persaingan usaha sehat (Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1999). 

B. Saran 

1. Pemerintah seharusnya berkomitinen dan konsinten dalam inenguasai 

sumber-surnber produksi untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat. 

Pemerintah hams mempunyai kemerdekaan dalaln menentukan harga 

produk dan atau jasa yang dibutuhkan inasyarakat, misalnya pupuk dan 

BBM bersubsidi. Pemerintah tidak boleh inenyerahkan harga pupuk dan 



BBM bersubsidi kepada pasar. Icasena kalau disesahkan ltepacla pasas, 

maka dengan kondisi rnasyarakat Indonesia saat ini aka11 selllakin susah, 

karena claya beli masyarakat masih rendah. 

Untuk meningkatkan selnangat persaingan usaha sehat yang sesuai deilgan 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 diperlukan pernisahan peran 

kegiatan BUMN yaitu; perencana, pelaku, dan regulator. Dengan demikian 

aka11 rnenjadikan usaha sehat dan dapat mencegah terjadi penyalahgunaan 

wewenang. 



DAFTAR PUSTAKA 

Al-Bai-ry, M Dahlan.Kcrnzzu Ilnlinh Popzrler, Surabaya: ARKOLA, 1994. 

Andenas, Mad.,Hutchings, Michael and Marsden,Philip.Czrrent Col~zpetition Law, 
Volu~ne 11, London: The British Institute of International and Comparative 
Law, 2004. 

Anggraini, A.M. Tri.Larnngan Praktek Monopoli dnn Persailzgan Usaha Tidnk 
Sehnt Perse Illegal atau Rztle of -Renson, Jakarta: Fakultas Hukum 
Universitas Indonesia, 2003. 

Blinder, et.al.Public Finance : Theories and Applications, Inteixational Edition, 
New York: Prentice Hall, 1995. 

Budi, Maulana 1nsan.Catatan Singknt Undang-Undnng No.5 tentang Lnrangan 
PrnktekMonopoli dnn Persningan Usnha Tidnk Sehat, Bandung: Citra 
Aditya Bakti, 2000. 

Dainodaran; Aswath. Corporate Finance : Theouy and Practice, International 
Edition, New York: Wiley, 2001 . 

Daniri, Mas Achmad dan Ika, Syahrir.Kint Buvsn Buvsa Efek JJncrcrl-ta Menghndnpi 
Ern Perdagangan Bebns, Jakarta: IBI - JKM, 1997. 

Denny J.A..The Role of Government in Economy and Business, Yogyakarta: LKIS, 
2006. 

Fox, Eleanor M. &Sullivan, Lawrence A. Cases and Materials on Antitrust, USA: 
St. Paul Minn, West Publishing Co., 1989. 

Friedinann, W.Law in a Changing Society, New York: Columbia University Press, 
1972. 

Fuady,Munir. Hukum Anti Monopoli Menyongsong Eva Pevsingan Sehat, 
Bandung: Cipta Aditya Bakti, 1999. 

Gamer, Bryan A.et.al, eds, "Black's Law Dictionauy" (st' Edition), USA: West 
Publishing Co, St. Paul, Minnesota, 2004. 

Gautaina, Sudargo.Indonesian Business Law, Bandung: Pt. Citra Aditya Bakti, 
1995. 



Hansen, Knud. et al. U1ida1i,o-U1idcr11 Prrr1;lek M01iopoli dcln Pe1.sclingc~17 Usulrn 
Tidul; Selicrt, Jaltai-ta: I<atalis,200 1 . 

Hartono, S.R.HLLI~L~~TI Pe~'scringc~n, Semal-ang: UNDIP, 2005. 

Hei~nansyah.Pokok-Polcok Hzrlczr~~z Perscri~z,on11 Usahn, Ctk. Pertama, Jakarta: 
I<encana, 2008 . 

Ibrahim, Johnny, E-Izllcum Pe~~sai~zguri Uscrlza, FilosoJi, Teol-i GICLM I17r?plikcrsi 
Penel-apn/i.nyn di Indonesia, Malang: Banyumedia Publishing, 2006. 

Ibrahim, R.Prospek BUMN dan Kepentingan Umum, Bandung: PT. Citra Aditya 
Bakti, 1997. 

Ibrahim, Johnny. Teori dan Metodologi Penelitian Hzrkum NormatiJ: Malang: 
Bayumedia Publishing, 2006. 

Iswardono, SP.Ekonomi Mikro, Yogyakarta: UPP AMP YKPN,1 990. 

Kansil, C.S.T dan Kansil, Christine S.T. Polok-Pokok Pengetnhuan Htrkum 
Dngnng Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2002. 

Karim, Adiwannan.Ekonomi Mikvo Islam, Jakarta: IIIT Indonesia, 2000. 

Khairandy, Ridwan, Handout Mata Kulialz Huk~117z Badan Usalza, Yogyakarta: 
Program Magister Hukum UII, 2009. 

Khairandy, Ridwan.,dkk.Pengantnv Hukum Dagang Indonesia I, Pusat Studi 
Yogyakarta: Hukum Fakultas Hukum UII, 1999. 

Loughlin, Colleen, et.al.laporan Kebijaknn Persaingan Indonesia, Jakarta: ELIPS, 
Kerjasama antara USAID dengan Pemerintah Indonesia, 1999. 

Mubyarto.Ekonomi Pancasila, Yogyakarta: Adityz Media, 1997. 

Poenvadanninta, W.J.SXamus Umum Bahasn Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 
1976. 

Prayoga, Ayudha D.et.al. Persaingan Usahn dan Hukum yang Mengaturnya di 
Indonesia, Jakarta: Ellips Project, 2000. 

Siswanto, Arie. HukumPersaingan Usaha, Jakarta:Ghalia Indonesia, 2002. 

Sumantoro.Aspek-aspek Hukum Badan Usnha Milik Negara, Jakai-ta: BPHN 
Departemen Kehakiman, 1 987. 

Sumantoro.Hukum Ekonomi, Jakarta: UI Press, 1 986. 



Usman, Racl~inadi .FIZII~ZL/~I Per*sui~7,oc1n Usal~n cli hiclonesiu, Jakai-ta: Gran~edia 
Pustaka Uta~na, 2004. 

Usmai~, Racl~iliadi.H~~kz~m? Eli0r10117i ~CIICII~Z Di17nn7ilic~, Jakal-ta: Djainbatan, 2000. 

Word Bank. Indonesia in Cr-isis A Macro Econon7ic Update, Jakarta: IEC 
Information Centre, Developinent Data group , 1998. 

Yani, Ahinaddan Guna~mn, Anti Monopoli, Jakai-ta: Radja GI-afindo Persada, 2002. 

JURNAL, MAJALAH, MAKALAH 

Juwana, Hikmahanto.Sekilas tentnng Htlktlm Per-sningan clan UU No. 5 Tahun 
1999, J t ~ m a l  Magister Hukum, Yogyaka1ta:Universitas Islam Indonesia, 
(1 999). 

Kartasamita, Ginandjar. Agenda Penzbangunan Elconomi Nasional 
sebaga i Dasar. Penzbentukan Ekonomi Nasional, Pelita No. XXI-6339 , 
(1 994). 

Sambutan Menteri Keuangan RI, Briefing CEO ke Ttyulz, Jakarta, Kamis, 8 
Pebi-uari 2001. 

Sjahdeini, Sutan Remy. Lntar Belakang, Sejar-ah &rz Tujuan UU Larangan 
Monopoli,Jz~nzal H~~lcunz Bisnis, Jakarta: Yayasail Pengembangan Hukum 
Bisnis, Vol. 21, Mei-Juni,(2002) 

Wie, Thee Kian "Aspek-aspek Elconomi Yang Perlu Diperhatikan Dalam 
Implementasi Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999", Jurnal Hukurn 
Bisnis, Vol. 7, (1 999). 

Wu, Z, 'Perspectives on the Chinese Anti-Monopoly Luw', 75 Antitrust Law 
Journal73 at 78 (2008). 

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

Indonesia. Undang-Undang Nomorl4 Tahun 1992 tentang Merek. 

Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas. 

Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 telltang Pasar Modal. 

Indonesia. Undang-Undang Noinor9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil. 

Indonesia. Undang-Undang Noinor 5 Tahun 1999. 



Indonesia. Undang-Undang NO~IIOI- 5 Tahuil 2003. 

Indonesia. TAP MPR No IVI MPRI 1999. 

Indonesia. Instl-uksi Preside11 No.17 Tahun 1967 mengenai Pengarahan dan 
Penyederhanaan P~I-usahaan Negai-a ICedalain Tiga Beiltuk Usaha Negara 
yang direvisi dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang 
Penetapan Peraturan Peinerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
1969 tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara (Lembaran Negara Tahun 1969 
Nolnor 16, Tambahan Lembarail Negara Noinor 2590) menjadi Undang- 
Undang (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 40, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 2904). 

Indonesia. Lampiran A, B, C, Inpres No. 17 Tahun 1967. 

Indonesia. Undang-undang Nomor5 Tahun 1999 pasal 1 ayat (1). 

Indonesia. Undang-undang Nomor5 Tahun 1999 pasal 1 ayat (2). 

Malaysia. Laws of Malaysia Act 712 Competitive Act 2010. Ma1aysia:Publisher's 
Copyright. 201 0. 

7 DATA ELEKTRONIK 

Ahmad Warson Munawwir, Kamus nl-M~inaw~lir, Unit Pengadaail Buku Pondok 
Pesantren "al-Munawwir", Y ogyakarta, 1994, ha1.307, 
dalamhttp://asyarihasanpas.blogspot.com/2009/02/monopoli-dan-ihtikar- 
dalam-hukum.htm1, Akses 30 Juli 2009. 

Antara, "KPPU: BUMN Tak Boleh Lakukan Praktik Monopoli, 
dalamhttp:llwww.antara.co.id/viewl?i=1235683726&c=EKB&s=, Akses 29 
Juli 2009. 

APEC-OECD Integrated Cllecklist on Regulatory Reform: Addressing Regulatory, 
Competition Policy, and Market Openness Policy Issues-Hong Kong, 
China, 2006/SOM3lEC/015,23.Akses 2 1Mei 201 2. 

Faisal, H. Basri, "Monopoli Demi Rakyat," Edisi 04/03, 28 Maret 1998, 
dalamhttp://www.tempo.co .idlang/midO3/O4/koloml .htin,Akses 3 Agustus 
2009. 

Furse, My 'Competition Law and Reform in Hong ICong' (2007) European 
Competition Law Review 401 .,Akses 21 Mei 2012. 



11ttp://click-gtg.blogspot.co111/2OOS/OS/a11ti-monopoli-da11-persaingan-usal~a.l1t111l, 
Aksesl Agustus 2009. 

11ttp://click-gtg.blogspot.com/2OOS/OS/a11ti-moi1opoli-da11-pei-saingan- 
usal~a.ht~nl,Aksesl Agustus 2009. 

11ttp://do1~iisi11anto.com/2009/01/22/2301O9-pengadaai~-lpg-dan-pupuk-bun~n- 
langgai--uu-anti-moi~opoli/, Akses23 Juli 2009. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Pasar~n~oi~opoli, Aksesl Agustus 2009. 

http://www.indoreg.irp - editorial.show - editorial.htm, Aksesl Agustus 2009. 

http://www.ilinuku.com/file.php/1/Siinulasi/inp - 302/materi'i.htinl, Akses 1 
Agustus 2009. 

http://www . kppu.go.id/docs/Pedoman/pedomanasal - 5 1 - monopoli - bumn.pdf, 
Akses 10 Agustus 2009. 

http://www.scribd.com/doc/21948463/Makalah-Praktek-Pasar-Monopoli, Akses 12 
Oktober 201 0. 

- - -- - - - - 

KPPU Ultinzatum P~~odusenPupukPevbaikiDistribusiHirzggnMavet, 
dalainl~ttp://222.124.4.104/5OpublikasiO1 .php?tipeid=DD&pubid=pub2007 
0260, Akses 29 Juli 2009. 

LPP Community, "Etika Bisnis Monopoli Icasus PT Perusahaail Listrik Negara," 
dalamhttp://lppcommunity.wordpress.com/2009/0 1/08/etika-bisnis-mono 
poli-kasus-pt-perusahaan-listrik-negardJanuari 8, 2009,Akses 29 Juli 2009. 

Nurseffi Dwi Wahyuni, Bisnis Elpiji Domestik Masih Monopoli Alamiah, 
dalamhttp://www.detikfinance.com/read/2009/01/25/163711/1074116/4/bis 
nis-elpiji-domestik-masih-monopoli-alamiah, Akses 29 Juli 2009. 

PanMohamad Faiz, Penafsivan Konsep Penguasaan Negara, 
dalamhttp://www.jurnalhukum.blogspot.com, Akses23 Oktober 201 0. 

PEOI, "Monopoli Murni," 
dalamhttp://www.peoi.org/Courses/Coursesbdmic/mic5.html, Akses 29 
Juli 2009. 

Rice, "The Origin of Basic Economic Ideas and Their Impact on New Order 
Policies,"1983, 
dalamhttp:/kolom.pacific.net.id/ind/medialPrivatisasiPenerapanNasionalis 
inePengelolaanBUMN.pdf,Akses 23 Juli 2009. 



Setyanto P. Santosa, "Privatisasi: Penei-apnn Nasionalisine Pengelolaan BUMN," 
l~ttp://koloin.pacific.~~et.id/i~~dli~edia/P~-ivatisasiPei~erapai~Nasionalisi~~ePei~ 
gelolaanBUMN.pdf, Akses23 Juli 2009. 

Suhariyono AR, Menzukrzai Perbziatarz dcm Peqcil?jiarz dcilcirn UU Noinor 5 Tchzin 
1999 tentang Larungun Pralctili Monopoli clan Persaingan Usalza Tidak 
Selzat, Ai-tikel Hukuin PerdataIBisnis, dala~nhttp:/lwww.legalitas .corn., 
Akses23 Oktober 2010.. 

Yusuf Qasim, At-Ta 'mil at-Tgariyyi , fi Mijcin asy-Syari 'ah, Dar an-Nahdhoh al- 
' Arabi yyah, Kairo, 1986, ha1.75, 
dalainhttp:llasvarihasanpas.blonsr>ot .coin/2009/02/monopoli-dan-ihtikar- 
dalam-hukum.htm1, Akses 23 Juli 2009. 

Zhen, F, 'An economic constitution; a discz,lssion of some ideas and pl-oblems in. 
legislating a Chinese anti-monopoly law' (1 998) 4 Intertrade4, Akses 2 1 
Mei 2012. 


